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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1.  Visi Misi Unit Kerja, Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi

a. Visi

Visi Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai subuah unit kerja
dalam lingkup Setjen dan BK DPR RI harus mendukung visi Setjen
dan BK DPR Rl Untuk itu Biro Perencanaan dan Keuangan

merumuskan visi sebagai berikut:

“Mewujudkan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang
akuntabel dan terintegrasi”

Penjelasan visi :

Sehubungan dengan pemberian dukungan dalam pelaksanaan
perencanaan dan pengelolaan kéuangan serta dalam pemberian
dukungan administrasi, pengendalian pelaksanaan anggaran dan
dukungan kegiatan perjalanan dinas di lingkungan DPR RI, Biro
Perencanaan dan Keuangan harus dapat menyelesaikan berbagai
permasalahan khususnya di bidang keuangan. Sejalan dengan itu,

pengertian kata akuntabel dan terintegrasi adalah :

Akuntabel : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus
mencapai sasaran maupun manfaat yang dapat
dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan

dengan peraturan yang berlaku.

Terintegrasi : Proses operasi dibidang keuangan dapat
terhubung dengan baik melalui teknologi dan
aplikasi yang terkomputerisasi secara baik secara

fisik maupun secara fungsional.



b. Misi

Untuk memberikan dukungan bagi terwujudnya visi tersebut
dan berpedoman pada visi Biro Perencanaan dan Keuangan serta
tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan yang
berperan sebagai pendukung dan fasilitator dalam kegiatan-kegiatan
keuangan di lingkungan DPR RIl, Misi Biro Perencanaan dan
Keuangan tahun 2016- 2019 adalah:

“Menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang i

akuntabel, professional, prima dan tepat waktu” |

Penjelasan Misi :

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan. Biro Perencanaan dan
Keuangan merupakan unit kerja yang mendukung di bidang
keuangan bagi DPR Rl dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi),
DPR Rl memerlukan dukungan di bidang keuangan serta
administrasi perjalanan dinas yang akuntabel, terintegrasi, dan
optimal dari berbagai sumber. Ada 1 (satu) Misi atau langkah utama
yang disusun untuk mencapai Visi; “Mewujudkan perencanaan dan
pengelolaan keuangan yang akuntabel dan terintegrasi." Namun
pada pelaksanaan mendukung tercapainya visi, misi Biro
Perencanaan dan Keuangan dijabarkan menjadi beberapa langkah.

Pada penjabaran misi dalam pelaksanaan perencanaan
anggaran yaitu upaya peningkatan kualitas pada proses
perencanaan anggaran dalam menyusun anggaran baik Dewan
maupun Setjen. Peningkatan kualitas tersebut dilakukan dengan
cara peningkatan koordinasi dengan unit kerja lainnya, pembentukan
aplikasi perencanaan yang terintegrasi dan ketaatan terhadap

peraturan yang berlaku sehingga Biro Perencanaan dan Keuangan



dapat menjadi mitra strategis dalam pengambilan kebijakan untuk

pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPR RI.

c.  Struktur Organisasi

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR R
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Didalam struktur organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan
terdapat beberapa bagian, diantaranya Bagian Perencanaan dan
terdapat beberapa sub bagian yakni Subbagian Penyusunan
Program dan Anggaran DPR dan Subbagian Penyusunan Program
dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.



d.

Tugas dan Fungsi
Sebagai analis perencanaan terdapat beberapa tugas fungsi

yang dimiliki yaitu sebagai berikut :

1.

Menyusun kerangka acuan kerja terkait pelaksanaan kegiatan
berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Kepala
Bagian.

Menyusun konsep naskah rencana kerja (RENJA) Dewan dan
Setien DPR RI pagu usul DPR Rl berdasarkan buku arah,
kebijakan dan strategi pengelolaan anggaran DPR Rl yang
telah ditetapkan BURT DPR RI serta mengacu pada RKP DPR.
Membuat konsep Rencana Kerja (RENJA) Dewan dan Setjen
berdasarkan Pagu Indikatif (Pl) yang dikeluarkan dalam Surat
Edaran Bersama (SEB) Bappenas dan kemenkeu, serta
mengacu pada renja Dewan dan setjen usul DPR RI untuk di
tetapkan menjadi Renja Dewan dan setjen Pl.

Membuat konsep naskah Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Dewan dan Setjen DPR RI
berdasarkan pagu anggaran (PA) yang dikeluarkan dalam surat
edaran (SE) kemenkeu serta mengacu pada renja Dewan dan
Setijen usul DPR RI dan renja Dewan dan Setjen Pl untuk
ditetapkan menjadi RKA Dewan dan setjen PA.

Membuat konsep naskah rencana kerja dan anggaran
kementerian/lembaga (RKA-KL) dewan dan Setjen DPR RI
berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran (PAA) yang dikeluarkan
dalam surat edaran (SE) kemenkeu serta mengacu pada renja
dewan dan setjen usul DPR RI, Renja dewan dan Setjen P,
dan Renja Dewan dan setjen PS untuk ditetapkan menjadi RKA
Dewan dan Setjen PAA.

Membuat konsep naskah revisi/realokasi/tambahan anggaran
tahun berjalan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Dewan dan Setjen DPR.



7. Membuat konsep naskah/perumusan Renstra Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) sesuai dengan
Renstra DPR RI dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal, dan Badan
Keahlian DPR RI.

2. Kondisi Saat Ini
Dalam pelaksanaan dan tata pemerintahan yang baik perlu
diterapkannya sistem anggaran berbasis kinerja yang merupakan
salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas kinerja instansi
tersebut. Anggaran berbasis kinerja itu sendiri adalah penyusunan
anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri
dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator
kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran. Dalam
rangka memenuhi amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja,
yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk
menghasilkan output dan outcome. Dengan dikeluarkannya
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
yang mengamanatkan setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib
menyelenggarakan SAKIP yang dilaksanakan oleh entitas
Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang. Penyelenggaraan SAKIP ini
meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja,
Pengelolaan data Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu dan
Evaluasi Kinerja.
Kondisi saat ini yang menjadi i-su permasalahan adalah menurut
evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2018 yang dilaksanakan
Kemenpan RB, terdapat 84,21% pegawai dilingkungan Setjen dan

BK masih belum memahami ukuran keberhasilan/indikator kinerja



dalam upaya pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah dalam hal ini Perjanjian Kinerja. Pemerintah
menyatakan kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program
yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor:
PER/O9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
mendefinisikan kinerja instansi pemerintah sebagai gambaran
mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi
pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi
pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program
dan kebijakan yang ditetapkan.

Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) DPR RI tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terakhir ditetapkan
dalam Persekjen DPR Rl Nomor: 07/PERSEKJEN/2012 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dan telah terdapat dalam Rencana Strategis K/L yang merupakan
dokumen Perencanaan anggaran dan kegiatan K/L untuk periode 5
(lima) tahunan, sedangkan Perjanjian Kinerja (PK) adalah
lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi
yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun. Dalam
penyusunannya, baik Renstra ataupun PK disusun dengan
mencantuman sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan,
serta indikator dan target kinerjanya.

Kondisi saat ini memerlukan suatu indikator dalam
peningkatan kinerja yang digunakan sebagai salah satu bentuk
pengukuran apakah organisasi tersebut sudah berkinerja tinggi atau

sudah mencapai hasil yang maksimal. Dalam suatu perumusan



indikator dalam pelaporan harus juga disertai dengan penjelasan
serta perumusan indikator dan target kinerjanya, bagaiamana
indikator tersebut dihitung dan bagaimana upayaupaya pencapaian
target indikator tersebut dicapai. Dalam arti singkat bahwa
diperlukannya dokumen pendukung yang dapat menjelaskan lebih
detail mengenai indikator-indikator yang dirumuskan pada dokumen
SAKIP, maka dari itu pembuatan draft kamus indikator dianggap
perlu sebagai upaya upaya memfasilitasi dan sebagai dasar
pelaksanaan indikator kinerja yang tekah dirumuskan sebelumnya.

3. Kondisi yang di Harapkan

Adanya kondisi yang diharapkan dengan mengoptimalisasi
penggunaan draft kamus indikator ini juga tidak terlepas dari syarat-
syarat yang harus ada di Indikator tersebut. Syarat-syarat yang
berlaku untuk semua indikator kinerja tersebut adalah sebagai
berikut:

1. Relevan; indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang
diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan
keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur.

2. Penting/menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukan
keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian.

3. Efektif dan layak; data/informasi yang berkaitan dengan indikator
kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan
dianalisis dengan biaya yang layak.

Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, setidak-tidaknya

memenuhi kriteria yang terdiri dari:

1. Specific;

2. Measurable;

3. Achievable:



4. Relevant,

5. Time Bond:

Specific, indikator kinerja harus sesuai dengan program dan
kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi
yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau
sasaran.

Measurable atau dapat menggambarkan sesuatu yang diukur,
indikator yang baik itu sendiri merupakan ukuran dari suatu
kerbehasilan dimana harus terdapat kesepakatan tentang
interpretasi terhadap hasil yang akan digunakan sebagai ukuran.
Indikator tersebut harus mempunya satu dimensi dan tepat secara
operasional. Mempunyai satu dimensi artinya bahwa indikator
hanya mengukur satu fenomena dalam satu indikator.

Achievable atau dapat dicapai, indikator kinerja yang ditetapkan
harus menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan
dalam kendali organisasifinstansi. Jadi dalam menetapkan suatu
indikator  kinerja perlu dipikickan juga bagaimana nanti
mengumpulkan data kinerjanya, apakah masih dalam kendali
instansi yang bersangkutan atau tidak.

Relevant, suatu indikator kinerja harus dapat mengukur
sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator kinerja
tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih
rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur.

Time Bond, waktu/periode pencapaian indikator kinerja
ditetapkan, yaitu indikator kinerja yang disusun memiliki target waktu
yang jelas. Kapan kegiatan tersebut harus selesai. Apakah bulan
pertama, ataukah bulan ke dua. Target waktu juga bisa diterapkan
pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin. Misal, kapan laporan
keuangan harus selesai pada tiap tahunnyaftiap triwulannya atau
kapan proses pemeliharaan rutin harus dilakukan.

Dengan adanya penjelasan tersebut diharapkan indikator yang akan



di internalisasi menjadi draft kamus indikator ini mampu
mencerminkan kejelasan dan kriteria yang akan digunakan pada
Perjanjian Kinerja yang selanjutnya akan menjadi bahan penilaian

kinerja pemerintah yang ada di Sekretariat Jenderal DPR Rl ini.

4. Identifikasi Ilsu

Dalam pelaksanaan penyusunan rencana aktualisasi ini maka
terdapat uraian yang berhubungan dengan fenomena yang terjadi di

unit kerja diantaranya adalah :

1.  Terdapat unit kerja yang masih menyusun rencana anggaranya
tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
Contohnya seperti penyusunan Term Of Reference (TOR) yang
tidak dibuat sesuai dengan standar yang sesuai dengan
peraturan menteri keuangan. Ketidaksesuaian itu
mengakibatkan banyak nya usulan anggaran yang dirancang
setien dan BK DPR Rl ditolak oleh Kementerian Keuangan Rl

2. Penyusunan cash planning unit-unit kerja masih belum akurat.
Hal itu disebabkan oleh perencanan Anggaran yang tidak
sesuai dengan kebutuhan. Hal Ini berkaitan dengan rendahnya
penyerapan anggaran vyang telah dialokasikan yang
menyebabkan sulitnya bagi Setjen dan BK dalam mengajukan
rencana anggoran untuk dialokasi pada tahun mendatang
karena saat ini pengajuan anggaran Setjen dan BK DPR RI
untuk tahun depan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya.

3.  Menurut evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2018 yang
dilaksanakan oleh Kemenpan RB, terdapat 84,21% persen
pegawai di lingkungan setjen dan BK, masih belum memahami
ukuran keberhasilan/indikator kinerja dalam rangka pengukuran
dan peningkatan kinerja yang bertujuan meningkatkan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal ini



Perjanjian Kinerja maka setiap instansi pemerintah perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan demikian
pembuatan draft kamus indikator diperlukan agar menjadi

standar petunjuk pelaksanaan indikator kinerja.

5. Teknik Analisis (USG)

Tabel 1.1 Teknik Analisis (USG)
Pemilihan Isu Prioritas dengan Teknik Analisa USG

KRITERIA JUMLAH
NO ISU G T8 = NILAl | PERINGKAT
1 | Terdapat unit kerja yang | 3 4 3 i 3

masih menyusun
rencana  anggarannya
tidak sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

2 | Penyusunan cash | 4 3 4 2 2

planning unit-unit kerja

yang masih  belum

akurat. Hal itu

disebabkan oleh

perencanaan anggaran

yang tidak sesuai

dengan kebutuhan. —
3 | Kurangnya pemahaman | 4 4 4 1 1

ukuran
keberhasilan/indikator
kinerja pegawai Setjen
dan BK DPR RI.

Dalam informasi tersebut terlihat bahwa hasil peringkat
pertama setelah dilakukannya teknik analisis (USG) merupakan isu
yang kali ini penulis angkat yaitu kurangnya pemahaman ukuran
keberhasilan/indikator kinerja pegawai Setjen dan BK DPR RI,
dengan demikian penyusunan draft kamus indikator ini diharapkan
dapat membantu pegawai Setjen dan BK DPR RI meningkatkan

pemahaman ukuran keberhasilan/indikator kinerja.

6. Gagasan Pemecahan Isu
Fenomena yang timbul dari sebuah isu haruslah segera
mendapatkan perhatian dan diupayakan untuk diselesaikan atau
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dicari solusi pemecahan masalahnya, menurut penulis penyusunan
draft kamus indikator ini dibuat dalam upaya membantu unit kerja
memahami ukuran keberhasilan/indikator kinerja dala rangka upaya
pengukuran dan peningkatan kinerjanya sebagai standar petunjuk
pelaksanaan indikator kinerja yang berupa buku/draft kamus
indicator tersebut yang diharapkan akan meningkatkan pemahaman
tentang ukuran keberhasilan kinerja yang nantinya akan menjadi
unsur kesatuan dari bagian SAKIP yang menjadi salah satu alat

untuk mengukur Kinerja pemerintah.

TUJUAN

Tujuan yang diharapkan atas gagasan pemecahan isu yang telah

dipilih, terdapat paparan yang harus diketahui dalam penyusunan draft

kamus indikator kinerja ini bertujuan untuk:

a.

Memberikan pemahaman kepada pejabat dan pegawai akan arti
pentingnya uraian tugas dan jabatan serta tugas fungsi serta ukuran
keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi.

Memberikan panduan bagi pimpinan K/L, pimpinan eselon |, pimpinan
eselon |l, dan pelaksana kegiatan dalam menjabarkan indikator kinerja
yang telah diamanatkan dokumen SAKIP dalam pelaksanaan

pencapaian indikator kinerja.

MANFAAT
Setelah mengetahui tujuan dibuatnya draft kamus indikator tersebut

maka diharapkan terdapat manfaat yang besar dalam penggunaan dan

pelaksanaanya diantaranya yaitu :

a.

Menjadi standar petunjuk pelaksanaan indikator kinerja yang
diharapkan memberi manfaat kepada pegawai Setjen dan BK DPR Rl
dalam memahami keberhasilan/indikator kinerja.

Membantu ogranisasi untuk menyelesaikan tugas kinerja sebagai

lembaga pemerintahan dalam sistem akuntabilitas
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BAB I
PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja
Identifikasi Isu

Isu yang Diangkat

Gagasan Pemecahan Isu

Biro Perencanaan dan Keuangan

1.

Masih terdapat unit kerja yang masih menyusun rencana
anggarannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

. Penyusunan cash planning unit-unit kerja masih belum akurat yang

disebabkan oleh perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan
kebutuhan.

Kurangnya pemahaman ukuran keberhasilan/indikator kinerja
pegawai Setjen dan BK DPR RI.

Kurangnya pemahaman ukuran keberhasilan/indikator kinerja pegawai
Setjen dan BK DPR Rl
Penyusunan draft kamus indikator untuk meningkatkan pemahaman

sekaligus menjadi kerangka acuan dan menjadi standar petunjuk

pelaksanaan indikator kinerja dalam di Setjen dan BK DPR RI
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TABEL 2.1 RANCANGAN KEGIATAN AKTUALISASI

No. Kegiatan | Tahapan Kegiatan | Output/ Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi Penguatan Nilai
Hasil Terhadap  Visi Organisasi
Misi Organisasi
Kegiatan 1: | - Permintaan Rumusan | « Pada tahap pertama kegiatan ini,yakni | Kegiatan ini | Serangkaian
Rapat dengan| saran danarahan | Draft rapal dengan bagian perencanaan | mendukung visi | kegiatan yang
Bagian untuk  memulai | Indikator penulis yang dibantu dan didampingi | organisasi yaitu | dimulai dari
Perencanaan pembuatan draft dengan mentor melakukan rapat | “Mewujudkan tahapan pertama
dalam rangka Kamus Indikator internal dengan seluruh rekan kerja di | perencanaan hingga akhir
penyusunan | - Menyusun farmat Bagian Perencanaan terkait | dan yang berupa
konsep Draft| drait Kamus penyusunan Draft Kamus Indikator | pengelolaan hasil dari Draft
Kamus Indikater sesuai dengan baik, sopan dan terstruktur | keuangan yang | Kamus Indkator
Indikator dengan (Etika Publik), agar perumusan yang | akuntabel dan | ini  diharapkan
kebutuhan akan dilakukan ini dapat berjalan lancar | terintegrasi" mampu
serta menghasilkan output yang | dengan menjadikan
optimal. Dalam tahapan ini, perancang | disusunnya Draft | Sekretariat
partisipatif  (Akuntabilitas} dalam | Kamus Indikator | Jenderal dan
pelaksanaan rapat dengan harapan | ini  diharapkan | Badan Keahlian
bahwa penyusunan Draft Kamus | dapat ini terus
Indikator ini dibuat dalam masa | memeberikan melakukan
Pelatihan Dasar CPNS sebagai bentuk | pemahaman perbaikan
tanggung jawab dan kejelasan target | kepada pejabat | penerapan
(Akuntabilitas), yang nanti nya Draft | dan pegawai arti | reformasi
Kamus Indikator ini berperan penting | Pentingnya birokrasi  untuk
sebagai turunan penjabaran uraian | Uraian tugas dan | mewujudkan
tugas dan jabatan dalam indikator | jabatan serta | tatakelola
kinerja di Setjen dan BK DPR Rl ini. tugas fungsi dan | pemerintahan

Tahapan kegiatan selanjutnya adalah
dengan penyusunan format yang akan
di garap di dalam Draft Kamus Indikator
tersebut, di mulai dengan penggunaan
Indikator Kinerja yang telah tercantum
pada Perjanjian Kinerja 2019 Setjen
dan BK DPR RI dengan
bermusyawarah serta bekerja sama
(Nasionalisme).

ukuran
keberhasilan dari
pelaksanaan
tugas dan fungsi
tersebut.

yang baik yang
memuat nilai-
nilai

1. Religius

2. Akuntabel

3. Profesional
4. Integritas
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Indikator ini perancang partisipatif
(Akuntabilitas) dengan
mengedepankan rumusan produk
yang konsisten (Akuntabilitas)
hingga kedepannya dapat
diintrepretasikan dengan baik bagi
pengguna nya khususnya
pegawai di Sekretarial Jenderal
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No. Kegiatan Tahapan Kegiatan| Output/ Keterkaitan Substansi Mata Kontribusi Penguatan Nilai
Hasil Pelatihan Terhadap Visi Organisasi
Misi Organisasi
2 Kegiatan 2 : - Rapat dengan | Saran + Dalam tahap kegiatan ini, penulis | Dalam  kegiatan | Peningkatan
Diskusi dengan Bagian masukan yang didampingi  mentor | ini kontribusi | kinerja dengan
pihak  terkait Organisasi dan | dari membuat agenda rapat bersama | terhadap visi dan | terus
yaitu dengan Tatalaksana perumus pihak terkait yaitu dengan Bagian | misi  organisasi | memberikan
Bagian terkait informasi | an bahan Organisasi dan Tatalaksana. | lebih menekankan | tata kelola yang
Organisasi dan dan gambaran | kegiatan Dalam agenda rapal ini penulis | bahwa tugas | baik yang
Tatalaksana dalam pembuat meminta dengan hormat dan | serta fungsi suatu | bertujuan
dan Bagian penyusunan an draft sopan (Etika Publik) sebuah | output meningkatkan
Kepegawaian. serta kamus masukan serta arahan bagaimana | diperlukannya kinerja ini
menampung indikator sebuah indikator kinerja memiliki | masukan dari | secara
saran dan juga kriteria yang dapat diukur dan | bagian lain yang | langsung
rumusan  draft menghasilkan output itu sendiri | dalam bentuk | merupakan
kamus indikator. tergambar dan tersusun jelas. | kerjasama berupa | kegiatan
- Rapat dengan Dengan bentuk hasil akhir berupa | masukan  agar | internalisasi
Bagian Draft Kamus Indikator yang | Penguatan nilai organisasi
Kepegawaian merupakan bagian dari inovasi | terhadap Sekretariat
terkait informasi (Komitmen Mutu) yang digarap | tercerminya Jenderal dan
dan gambaran ini maka ditemukan solusi dengan | "perencanaan Badan
dalam penambahan penjelasan dan | dan pengelolaan | Keahllan DPR
penyusunan jangka waktu pencapaian sebagai | keuangan yang | Rl yaitu nilai-
serta bahan pendukung dalam | akuntabel dan | nilai
menampung penjelasan indikator kinerja yang | terintegrasi” 1. Akuntabel
saran dan juga tertuang pada metode 2. Profesional
rumusan  draft pengukurannya. 3. Integritas.
kamus indikator » Pada saat proses menampung
rumusan kegiatan dari
penyusunan Draft Kamus




dan Badan Keahlian DPR Rl
sebagai tujuan evaluasi untuk
menilai kemajuan pelaksanaan
program  reformasi  birokrasi
berupa peningkatan akuntabilitas
kinerja.

Pada tahapan diskusi dengan
Bagian kepegawaian perancang
dengan hormat (Etika Publik)
didampingi dengan mentor
menjelaskan  maksud  tujuan
bahwa akan disusunya sebuah
draft kamus indikator. Bagian
Kepegawaian ini berperan
sebagai sualu bagian yang akan
menggerakan pegawai di Sejten
dan BK DPR ini uniuk
mengimplementasikan
penggunaan Draft Kamus
Indikator ini yang merupakan
sebuah  bentuk  kepentingan

bersama (Nasionalisme).
Dengan kejelasan target
(Akuntabilitas) bahwa
penyusunan Draft Kamus

Indikator  ini akan membantu
Lembaga Setjen dan BK DPR Rl
khususnya para pegawai untuk
mengetahui kejelasan tentang
target kinerja nya.
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Setjen dan BK DPR RI tahun
2019 dalam artian didalam
Draft Kamus Indikator ini
konsisten (Akuntabilitas)
terhadap bahan isian dan
tidak merubah nomenklatur
yang sudah ada dengan
menambahkan metode
perhitungan, jangka waktu
pencapaian serta penjelasan

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/ Keterkaitan Substansi Mata Kontribusi Penguatan Nilai
Hasil Pelatihan Terhadap Visi Organisasi
Misi Organisasi
3 Tahapan 3| » Menyusun format | e Terkumpulny | « Pada tahap ini perancang | Kegiatan ini | Dalam tahapan ini
Mengumpulka | draft Kamus | a  bahan- meruntutkan materi dari tahap |  mendukung penguatan nilaj
n materi- Indikator  sesuai bahan yang pengumpulan tersebut yang | s organisasi organisasi  telah
materi untuk |  dengan kebutuhan | akan selanjutnya disusun menjadi | gty mengandung
perumusan penyampaian diturunkan kesatuan padu secara menjadikan unsur :
draft  kamus | informasi dari| pada Draft konsisten (Akuntabilitas) | “Mewujudkan | 1 Akuntabilitas
indikator materi yang Kamus yang  diharapkan mampu | perencanaan | 2= Profesional
didapat. Indikator menggambarkan seluruh pola | gan 3. Integritas
» Menginternalisasi | e Tersusunya dari Draft Kamus Indikator | pengelolaan | Karena
Perjanjian Kinerja | output draft dengan cara berkomunikasi | keuangan didalamnya
ke dalam draft| kamus dengan baik (Etika Publik), | yang terjadi proses
Kamus Indikator | indikator kemudian menerima saran | akuntabel dan | Pertanggung
dan proses | berbentuk dan masukan dari bagian | terintegrasi” |/awaban sebuah
finalisasi booklet. terkait serta dukungan mentor | yang unit kerja
penyusunan Draft dan coach. didalamnya terhadap tugas
Kamus Indikator  Dalam kegiatan internalisai | mengandung | fungsi  sebagai
dilakukan  dengan  cara | ynsur penguatan  nilai
merumuskan hasil-hasil utama | tanggung Lembaga .
dan kondisi yang seharusnya | jawab sebab | Khususnya di
yang mengandung  unsur | dalam Setjen dan BK
indikator kinerja secara | penyusunan DPR RI.
professional (Manajemen | pDraft Kamus
ASN) vyang relevan dari| |ndikator.
sebuah Perjanjian Kinerja
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tiap-tiap indikator kinerja yang
diharapkan mampu dipahami
dengan mudah oleh pegawai
di Setjen dan BK DPR RI,
Dengan dasar musyawarah
dan kepentingan bersama
(Nasionalisme) dalam
penysunan  Draft  Kamus
Indikater  ini  diharapkan
mampu manjadi dasar acuan
pengimplementasian
pelaksanaan reformasi
birokrasi  sebagai  upaya
{Komitmen Mutu) terhadap
lembaga Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat ini Hal ini
dan bentuk rasa tanggung
jawab (Akuntabilitas) pada
tugas  fungsi  pemangku
jabatan.
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No. | Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/ Keterkaitan Substansi Mata Kontribusi Penguatan Nilai
Hasil Pelatihan Terhadap Visi | Organisasi
Misi Organisasi
4 Tahapan 4 . | - Sudah tersusunya | - Hasil akhir | « Setelah dilakukanya finalisasi | Dalam kegiatan | Dalam tahapan
Finalisasi Drafl Kamus | berupa output rumusan draft kamus | ini mampu | ini penguatan
Draft Kamus Indikator fisik draft indikator tahapan kegiatan | meningkatkan nilai  organisasi
Indikator ke | - Menyampaikan Kamus selanjutnya perancang | kemajuan telah
masing- draft kamus | Indikator melakukan brainstorming | pelaksanaan mengandung
masing indikator sekaligus terhadap bagian yang ada di | program unsur !
Bagian yang brainstorming bawah Biro Perencanaan dan | reformasi 1. Akuntabilitas
ada di Biro pada Bagian Keuangan dengan sikap | birokrasi dalam | 2. Profesional
Perencanaan Perencanaan hormat dan sopan serta | rangka mencapai | 3. Integritas
dan - Menyampaikan teknik kemunikasi yang baik | sasaran atau | Dimana  poin-
Keuangan draft kamus (Etika Publik) perancang | hasil berupa | poin  tersebut
indikator sekaligus langsung  menemui  para | peningkatan merupakan
brainstorming pejabat Eselon lll | kapasitas  dan | bagian dasar
pada Bagian diantaranya Kepala Bagian | akuntabilitas yang menjadi
Evaluasi dan Administrasi Keuangan, kinerja melalui | bahan acuan
Pelaporan Kepala Bagian Perjalanan, | peningkatan agar instansi
- Menyampaikan dan Kepala Bagian | pemahaman Sekretariat
draft kamus Perencanaan. Dalam tahap | terhadap ukuran | Jenderal  dan
indikator sekaligus kegiatan ini terdapat | kinerja oleh | Badan Keahlian
brainstorming kejelasan target | pejabat/pegawai ini menjadi
pada Bagian (Akuntabilitas) yang lebih | di lingkungan | organisasi yang
Administrasi menekankan kepada | Sekretariat terus  memiliki
Keuangan penyampaian informasi | Jenderal dan | peningkatan
- Menyampaikan bahwa pada kesempatan ini | Badan Keahlian | dapal upaya
draft kamus dalam proses pelatihan dasar | DPR RI. pelaksanaan
indikator sekaligus CPNS  sebagai  bentuk perbaikan
brainstorming tanggung jawab refarmasi
pada Bagian (Akuntabilitas) telah dibuat birokrasi secara
Perjalanan. dan tersusunnya rumusan berkelanjutan.
draft kamus indikator yang
selanjutnya dibutuhkan
adanya sharing pendapat
atau arahan dari keseluruhan
cakupan yang ada di rumusan
draft kamus indikator ini.
| Penambahan informasi

18




berupa jangka waktu
pencapaian serta penjelasan
dari tiap-tiap indikater kinerja
dalam draft kamus indikator
ini diharapkan mampu
membaniu pemahaman
kepada pejabat dan pegawai
akan pentingnya tugas dan

jabatan dan ukuran
keberhasilan, sehingga
diharapkan juga mampu
meningkatkan kualitas

penerapan reformasi birokrasi
dan menumbuhkan budaya
kinerja di lingkungan
Sekretariat  Jenderal dan
Badan Keahlian DPR Rl
Kemudian dari  kegiatan
keseluruhan  yang  telah
dilaksanakan didasari
dengan bantuan dan
kerjasama  (Nasionalisme)
dari  seluruh pihak vyang
terlibat baik secara langsung
maupun tidak diharapkan
dapat meningkatkan
kejelasan target
(Akuntabilitas) yang kualitas
pada penerapan reformasi
birokrasi yang menumbuhkan
budaya kinerja yang memiliki
integritas tinggi (Etika Publik)
di  lingkungan Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.
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B. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN

Kegiatan 1 : Rapat dengan Bagian Perencanaan
Rapat Internal dengan Bagian Perencanaan bertujuan untuk

mendapatkan masukan dan arahan penyusunan.

Diakhir bulan Juli setelah kegiatan Pelatihan Dasar On Campus
selesai, maka penulis memulai kegiatan dari aktualisasi ini dengan
melakukan rapat internal dengan Bagian Perencanaan yang
didampingi mentor dalam rangka penyusunan Draft Kamus Indikator
yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2018 di Ruang Rapat Bagian
Perencanaan. Rapat itu sendiri dilakukan dalam pertemuan yang
bersifat informal. Dalam bagian rapat tersebut membahas beberapa
hal yang berkaitan dengan penyusunan konsep, dan kebutuhan
unsur dari Draft Kamus Indikator yang dibutuhkan.

(Gambar 2.1 : Rapat inernal dengan Bagian Perencanaan 29/7/19)

Dalam pertemuan rapat internal ini dengan bermusyawarah
(Nasionalisme) bertujuan untuk mendapatkan saran, arahan serta
dukungan untuk memulai pembuatan, membahas kerangka
pemikiran-pemikiran yang dibutuhkan baik dalam proses hingga hasil
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akhir yang berupa Draft Kamus Indikator. Sebagaimana yang
diketahui sebelumnya, sebelum proses Draft Kamus Indikator ini
tersusun berdasarkan rumusan Indikator Kinerja yang menjadi
ukuran keberhasilan oraganisasi. Penyusunan Draft Kamus
Indikator ini, memerlukan beberapa unsur, seperti dasar hukum
penyusunan, latar belakang, hingga definisi istilah yang digunakan.

Dengan arahan dan dukungan dari tim Bagian Perencanaan,
dengan koordinasi dengan atasan (Whole Of Government) penulis
dapat mengambil beberapa manfaat berupa rencana penggunaan
Draft Kamus Indikator ini perlu ditambahkan adanya jangka waktu
pencapaian dari indikator kinerja itu sendiri sebagai bentuk inovasi
(komitmen mutu). Sebagaimana diketahui penerjemaahan Draft
Kamus Indikator harus memiliki tenggat waktu agar hasil output
keluaran yang diharapkan dapat berjalan sesuai rencananya, dan
para pegawai khususnya di Setien dan BK DPR RI ini dapat
mengetahui batas maksimal pengerjaan dari setiap indikator kinerja
tersebut.

Kemudian, penambahan saran tentang penjelasan mengenai
pencapaian dari indikator kinerja ini dibutuhkan sebagai gambaran
atau deskripsi penjelasan lebih lanjut agar tidak multi tafsir dalam
pengerjaan nya sehingga diharapkan bagi pegawai khusunya di
Setjen dan BK DPR RI ini dapat dipahami dengan mudah.

Konsep pembuatan rancangan Draft Kamus Indikator ini
merupakan bentuk inovasi dalam rangka memajukan peningkatan
komitmen mutu dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
dilingkungan Setjen dan BK DPR RI dalam perbaikan tata kelola
pemerintahan. Saat proses perumusan didalam rapat internal Bagian
Perencanaan ini juga mencerminkan nilai nasionalisme yakni

bermusyawarah dan bekerjasama guna kepentingan suatu instansi.
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Kegiatan 2 : Diskusi dengan Bagian Organisasi dan Tatalaksana

(Ortala) dan Bagian Kepegawaian

a. Rapat dengan Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Kegiatan kedua ini adalah rapat dengan Bagian Organisasi dan
Tatalaksana, yang bertujuan untuk menginformasikan bahwa
rancangan Draft Kamus Indikator ini akan di garap dalam aktualisasi
pelatihan dasar CPNS ini. Bertempat di ruangan rapat Bagian
Organisasi dan Tatalaksana dengan Bapak Koko Surya Dharma,
AK.S., M.Si. selaku Kepala Subbagian Organisasi.

(Gambar 2.2 Rapat dengan Bagian Organisasi dan Tatalaksana 5/8/19)
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Dalam rapat ini lebih ke diskusi yang menekankan pada poin
penjelasan dari metode perhitungan dan jangka waktu pencapaian
dalam rumusan Draft Kamus Indikator tersebut. Proses diskusi ini
Pak Koko memberikan masukan dan arahan bahwa perlu adanya
penjelasan lebih lanjut dari tiap-tiap indikator kinerja dan sesuai
dengan kriteria survei yang ditentukan.

Dengan menampilkan bahan tayang berupa rumusan yang
terdapat beberapa tambahan seperti metode perhitungan, jangka
waktu pencapaian serta penjelasan dirasa mampu mendeskripsikan
suatu indikator kinerja itu dengan baik, hanya saja perlu
ditetapkannya konsistensi pada tiap-tiap indikator kinerja baik berupa
bahasa yang mudah dipahami.

Masukan yang membangun guna kepentingan sebagai upaya
untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan
Setjen dan BK ini penting adanya, karena ini akan mempengaruhi
terhadap pengembangan potensi SDM dalam pelaksanaan tata
kelola. Dengan penambahan penjelasan dari sebuah Draft Kamus
Indikator ini telah disepakati bersama bahwa poin ini akan
menggambarkan persamaan persepsi para pegawai di lingkungan
Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI terhadap kualitas penerapan

sistem akuntablitias yang berlaku secara internal.
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b. Diskusi dengan Bagian Kepegawaian
Pada tahapan kegiatan selanjutnya penulis didampingi mentor
melakukan diskusi bersama Bagian Kepegawaian dengan lbu Rita

Komariah, S.E., M. AP. sebagai Analis Kepegawaian Muda.

.

(Gambar 2.3 Diskusi dengan Bagian keea aian 8/8/19)

Diskusi kali dengan Ibu Rita Bagian Kepegawaian Iebih
menekankan bahwa reformasi birokrasi Kementrian/Lembaga di
Indonesia sangat dinamis, dimana sebagai suatu upaya peningkatan
integritas organisasi di Setjen dan BK DPR RI ini perlu adanya
bentuk dari turunan output yang mampu meningkatkan penerapan
sistem integritas yang berlaku secara internal hal ini dimulai dengan

adanya pemahaman ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu tugas
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fungsi serta ukuran keberhasilan dalam bekerja semisal Draft kamus
Indikator.

Selanjutnya sebagai bentuk upaya pelaksanaan reformasi
birokrasi di Sekretariat Jenderal dan Badan Kehalian Dewan
Perwakilan Rakyat ini diperlukanya konsistensi pelaksanaan dan
meningkatkan performa budaya kerja dan mengidentifikasi langkah-
langkah perbaikan yang diperlukan agar perbaikan budaya dan
perubahan mind set aparatur terlihat nyata dalam keseharian bekerja
dengan menyusun rencana yang harus berdasarkan nilai organisasi
yang dimulai dengan keterkaitan pekerjaan masing-masing individu
pegawai di Setjen dan BK DPR RI ini.

Dari seluruh kegiatan diskusi bersama Bagian Organisasi dan
Tatalaksana dan juga Bagian Kepegawaian tentulah banyak memiliki
makna dari nilai-nilai  PNS, seperti bertanggung jawab
(Akuntabilitas) pada tugas fungsi pemangku jabatan dengan
adanya Draft Kamus Indikator ini. Dengan dasar musyawarah dan
kepentingan bersama (Nasionalisme) dalam penysunan Draft
Kamus Indikator ini diharapkan mampu manjadi dasar acuan
pengimplementasian pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai upaya
(Komitmen Mutu) terhadap lembaga Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat ini.

c. Kegiatan Coaching

Disela-sela pelaksanan tahapan kegiatan perumusan Draft
Kamus Indikator pada kesempatan ini penulis melakukan coaching
dengan Dr. Shanty Irma Idrus, sebagai Widyaiswara sekaligus coach
yang mendampingi dalah tahapan kegiatan ini penulis diarahkan
agara output yang dihasilkan yakni berupa Draft Kamus Indikator ini
dapat digarap semaksimal mungkin, mengingat jangka waktu hanya
30 hari kerja diharapkan implementasi pengerjaan Draft Kamus

Indikator ini sesuai dengan kemampuan penulis. Tidak hanya itu
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pada tahap ini Coach mengingatkan tentang Efektif dan Efesien
(Komitmen Mutu) terhadap pengerjaan waktu dan hasil, dalam arti
kata lain penyusunan ini dapat di pertanggungjawabkan

(Akuntabilitas) baik segi konten isi dan penerapannya.

(Gambar 2.4 : Coaching, pembahasan tahapan kegiatan 5/8/19)

Kegiatan 3 : Mengumpulkan materi-materi untuk perumusan

draft kamus indikator

Pada tahapan kegiatan ke 3 ini penulis memasuki tahap
pengumpulan materi-materi untuk penyusunan Draft Kamus
Indikator, pada awal mula perumusan ini diperlukan adanya
rumusan, setelah dilakukannya diskusi bersama Bagian Organisasi
dan Tatalaksana beserta Bagian Kepegawaian dapat disimpulkan
bahwa draft yang disusun ini diharapkan mampu dipahami dengan
mudah oleh pembaca nya dalam hal ini adalah pegawai di
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, maka dari itu dari
tata bahasa serta petunjuk penjelasan harus mampu mencerminkan

setiap indikator kinerja.
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Indikator Kinerja itu sendiri menjadi bagian dari penyusunan
konsep Perjanjian Kinerja, dimana Perjanjian Kinerja itu adalah
lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi

lebih tinggi ke lebih rendah yang memuat indikator kinerja.

- ﬁ"f

(Gambar 2.5 Diskusi dengan mentor 6/8/19)

Penyusunan konsep dari format Draft Kamus Indikator kali ini
dirumuskan dan bertujuan sebagai pedoman yang diharapkan akan
membantu pegawai khusunya di Setjen dan BK DPR R ini
memahami tferkait tugas dan fungsi nya dengan mudah maka
dengan demikian format Draft Kamus Indikator ini dibuat dan
memperjelas indikator kinerja, dengan konsultasi dan dibantu oleh
mentor maka tersusunlah gagasan untuk contoh pembuatan Draft

Kamus Indikator :
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(Gambar 2.6 Contoh perumusan Draft Kamus Indikator)
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Dari rumusan tersebut dalam dilihat bahwa setiap indikator
kinerja diinternalisasi atau dalam arti kata lain indikator ini benar-
benar dapat membuat dampak yang baik, dapat dipahami dan dapat
dilakukan bagi tiap-tiap pegawai, fanpa mengubah Indikator Kinerja
dalam suatu Perjanjian Kinerja. Dalam rumusan tersebut
memperlihatkan Target, Metode Perhitungan dan juga Jangka Waktu
Pencapaian. Perlu diketahui di dalam Perjanjian Kinerja hanya
terdapat Indikator Kinerja dan juga Target, maka dari itu penjabaran
di Draft Kamus Indikator ini mempermudah aktualisasi Indikator

Kinerja tersebut.

(Gambar 2.7 Finalisasi rancangan Draf Kamus Indikator 20/8)

Pada penjelasan tersebut lebih menekankan bagaimana
metode yang digunakan, atau implementasi contoh yang dapat
memudahkan pembaca serta memakai istilah yang dapat dipahami
dengan mudah.

Dalam kegiatan ke tiga ini, taat pada peraturan perundang-
undangan (Etika Publik) sebagai dasar acuan pada proses

penyusunan Draft Indikator sebagai turunan dari Perjanjian Kinerja
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ini harus benar-benar dapat menyatukan kepentingan bersama
(Nasionalisme) serta memiliki kejelasan target (Akuntabilitas) pada

setiap produk rumusan yang dihasilkan.

Kegiatan 4 : Brainstorming mengenai penyusunan Draft Kamus

Indikator ke Bagian Perencanaan dan Keuangan

a. Brainstorming dengan Kepala Bagian Administrasi

Keuangan

Tahap kegiatan ke 4 ini adalah melakukan brainstorming ke
Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian DPR RI. Brainstorming itu dilakukan dalam rangka
membantu dalam pengarahan dan mengeluarkan ide paparan terkait
penyusunan draft kamus indikator. Pada tahap kegiatan
brainstorming kali ini dilakukan dengan langsung bertemu dengan

Pejabat Eselon lll diruangan masing-masing.

(Gambar 2.8 : Brainstorming dengan Kepala Bagian Administrasi
Keuangan 23/8)
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Kesempatan pertama perancang melaksanakan kegiatan bersama
Bapak Agus Sutari, S.Sos. selaku Kepala Bagian Administrasi Keuangan
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl Dengan
memperkenalkan diri dengan baik dan sopan (Etika Publik) perancang
menuturkan paparan bahwa telah tersusunnya draft kamus indikator ini
dalam rangka proses aktualisasi pelatihan dasar CPNS yang berupa
output sebuah buku rancangan draft kamus indikator. Kesempatan ini
Bapak Agus Sutari, S.Sos. memaparkan bahwa memang di Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian ini ﬁertu adanya suatu mekanisme
penjelasan lebih lanjut terkait indikator kinerja bagi para pegawai,
sehingga diharapkan ada suatu arahan jelas dalam pengukuran kinerja
yang berimbas pada perbaikan sistem integritas di Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian DPR RI.

b. Brainstorming dengan Kepala Bagian Perjalanan

(Gambar 2.9 : Brainstorming dengan Kepala Bagian Perjalanan 23/8)

Pada kesempatan ini kegiatan berlanjut dengan Brainstorming dengan

Kepala Bagian Perjalanan |bu Dra. Sri Lestari, M.M. selaku sebagai
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Kepala Bagian Perjalanan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
RI, dalam paparan yang sama dari tahapan kegiatan sebelumnya kegiatan
ini menjabarkan bahwa telah tersusunnya rancangan draft kamus
indikator, kemudian kegiatan lebih kepada sharing bahwa penambahan
jangka waktu pencapaian dan penjelasan diharapkan mampu membantu
memudahkan untukl dipahami oleh pegawai dan pejabat di Sekretariat

Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ini.

c. Brainstorming dengan Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan

(Gambar 2.10 : Brainstorming dengan Kepala Bagian Evaluasi dan
Pelaporan 27/8)
Kesempatan kali ini kegiatan dilanjutkan dengan Brainstorming dengan
Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Suryatna, S.IP. dengan
menyampaikan maksud dan tujuan dengan sopan dan baik (Etika Publik)
dan memaparkan kejelasan target (Akuntabilitas) tentang aktualisasi
pelatihan dasar CPNS kali ini. Aktivitas dan Brainstorming yang
dilaksanakan menekankan bahwa arah kedepan sebuah kamus indikator
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ini diharapkan memiliki output yang yang mencerminkan aktivitas kinerja
sebuah bagian atau suatu biro jadi kita mampu mengukur seberapa
tercapainya sebuah indikator kinerja pada tahun anggaran berjalan,
dengan demikian kita mampu mengukur serta memperbaiki indikator
mana saja yang perlu dibenahi dalam pelaksanaannya. Dari draft kamus
indikator yang dirancang ini menurut Bapak Suryatna, S.IP. sudah
mencakup dan sudah memenuhi kebutuhan dari instansi yang pada
nantinya tetap memerlukan kesempurnaan dalam penyusunan kamus

indikator kedepan.

d. Brainstorming dengan Kepala Bagian Perencanaan

Tahapan akhir ini saya berkesempatan melakukan Brainstorming dengan
Kepala Bagian Perencanaan Ibu Dewi Pusporini, S.T., M.E. dari paparan
aktualisasi ini arahan serta masukan pada saat awal penyusunan sudah
diberikan dan lebih menekankan bahwa kita harus mampu membantu
menjebatani para pejabat/pegawai yang belum memahami tugas dan
fungsi serta ukuran keberhasilannya sehingga diharapkan pekerjaan yang

dilakukan dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi.

(Gambar 2.11 Brainstorming dengan Kepala Bagian Perencanaan 23/8)
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Maka dari itu dari kegiatan keseluruhan yang telah dilaksanakan
dengan bantuan dan kerjasama (Nasionalisme) dari seluruh pihak yang
terlibat baik secara langsung maupun tidak, disertai dengan rasa
profesionalitas (Manajemen ASN) diharapkan dapat meningkatkan
kejelasan target (Akuntabilitas) yang kualitas pada penerapan reformasi
birokrasi yang menumbuhkan budaya kinerja yang memiliki integritas
tinggi (Etika Publik) di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat ini.

C. STAKEHOLDER
Stakeholder atau dalam kata lain adalah pihak yang memiliki hubungan
dan kepentingan terhadap permasalahan yang sedang diangkat kali ini adalah :

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
2. Kepala Biro Kepegawaian

3. Kepala Bagian Perencanaan

4. Kepala Bagian Kepegawaian

5. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana
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D.

ANALISIS DAMPAK KEGIATAN

A. Tabel 2.1 Analisis Dampak

Dampak Kegiatan Jika
Dilakukan

No

Dampak Kegiatan Jika Tidak
Dilakukan

1 Memberikan pemahaman
kepada pejabat dan pegawai
khususnya di Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian
DPR Rl akan arti pentingnya
uraian tugas serta fungsi dalam
dari
yang
terangkum dalam kamus Draft

ukuran keberhasilan

pelaksanaan  tugas,
Kamus Indikator ini sebagai

suatu petunjuk atau keterangan

untuk mempermudah
penjelasan dari Indikator
Kinerja.

2 Mengimplementasikan
pelaksanaan reformasi birokrasi
kepada seluruh unit kerja tidak
sebatas

hanya kelompok

birokrasi instansi saja, tetapi
kepada pegawai di seluruh unit
kerja secara nyata dan
menyeluruh sehingga persepsi
pegawai terhadap pelaksanaan
refomasi birokrasi yang akan

menjadi acuan dalam rangka

| evaluasi pelaksanaan reformasi

| Rendahnya

Dikhawatirkan pejabat dan pegawai
di Sekretariat Jenderal dan Badan
DPR Rl ini tidak
tentang wuraian tugas

juga dikhawatirkan
dalam melakukan
bentuk
akuntablitias menjadi seorang ASN.

Keahlian
memahami
fungsi dan
kesulitan

pekerjaan sebagai

implementasi
pelaksanaan reformasi birokrasi di
lingkungan Sekretariat Jenderal dan
Badan keahlian DPR Rl ini, yang
akan mengakibatkan rendahnya nilai
evaluasi pelaksanaan oleh PAN RB
yang apabila didapatkan penilaian
menurunkan citra

rendah akan

instansi,
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1

birokrasi oleh PAN RB untuk
tahun yang akan datang.

-"ﬁf"l'encegah terjadinya/munculnya

perbedaan persepsi atau

Akan terjadinya perbedaan persepsi

dari masing-masing bagian yang

pendapat antara pihak yang | bekepentingan, karena tidak ada
bekepentingan contohnya | dasarnya petunjuk arahan mengenai
dalam Perjanjian Kinerja yang | indikator kinerja yang dilakukan.

menjadi dasar Laporan Kinerja

Pemerintah.

4 | Dalam penyusunan Draft | Tidak adanya panduan dan tidak
Kamus indikator ini diharapkan | ada arah dalam menghitung output
menjadi panduan untuk | dalam penyusunan laporan kinerja.

menyusun output dan laporan

kinerja.

B. Analisis Dampak Jika Tidak Dilaksanakan Dengan Nilai-nilai ANEKA
Pengembangan materi dasar diklatsar terbagi dalam 5 (lima) point
utama yang dikenal dengan sebutan ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme,
Etika, Komitmen Mutu, Anti Korupsi). ANEKA dalam proses
pelaksanaannya harus menjadi nilai dasar, nilai utama dan nilai yang
selalu diperhatikan. Pemahaman serta internalisasi nilai-nilai ANEKA bagi
para CPNS menjadi penting dan harus dirasukkan dalam jiwa ASN agak
kelak saat memangku jabatan, ASN dapat mewujudkan program kerja
yang jelas dan profesional, dengan demikian semua proses dari
aktualisasi yang kedepannya akan mempengaruhi aktivitas dari suatu
instansi tidak bisa terlepas dari nilai nilai tersebut. Jika kegiatan
dilaksanakan tanpa mengaplikasikan nilai ANEKA :
1. Akuntabilitas
PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan
yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam
politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam
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menjalankan tugas dan fungsinya. Bila nilai akuntabilitas tidak

diterapkan, maka dampak yang dapat terjadi antara lain:

a. Kegiatan tidak berjalan dengan baik, bahkan bisa tidak terlaksana,
target dan sasaran kegiatan tidak terwujud optimal;

b. Kegiatan terlaksana tetapi tidak ada bukti yang cukup menguatkan
sebagai pertanggungjawaban;

c. Adanya kesimpangsiuran info/prosedur, karena penjelasan yang
kurang;

Nasionalisme

Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap PNS. Nasionalisme

yang kuat akan membentuk setiap PNS yang memiliki orientasi

berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara.

Pegawai akan berpikir tidak lagi sektoral dengan mental block-nya,

tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar

yakni bangsa dan negara. Bila nilai nasionalisme tidak diterapkan,

maka dampak yang dapat terjadi antara lain:

a. Kegiatan tidak terlaksana sesuai target dan sasaran kegiatan;

b. Persatuan kesatuan, kekompakan tidak terjalin;

Etika Publik

Pelayanan Publik yang profesional membutuhkan tidak hanya

kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika.

Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana

nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain

dipraktekkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap

kesejahteraan masyarakat.

Komitmen Mutu

Karakteristik ideal dari tindakan yang berorientasi mutu dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, antara lain:

diarahkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai

pelanggan, baik menyangkut layanan yang merujuk pada producer
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view maupun customer view. Bila nilai komitmen mutu tidak
diterapkan, maka dampak yang dapat terjadi antara lain:
a. Ketidaktercapaian target kerja
b. Menurunkan kredibilitas instansi tempat bekerja di mata
masyarakat
Kesadaran anti korupsi akan menjadikan Pegawai Negeri Sipil tidak
memberikan ruang dan waktu sedikitpun untuk munculnya niat dan
kesempatan korupsi dalam perjalanan karir dan pengabdiannya.
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dampaknya tidak
hanya sekedar menimbulkan kerugian keuangan negara namun
dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat
jangka pendek tetapi dapat pula bersifat jangka panjang. Bila nilai
anti korupsi tidak diterapkan, maka dampak yang dapat terjadi antara
lain:
a. Turunnya kualitas pelayanan publik

b. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
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TIME SCHEDULE

TABEL 2.2 Time Schedule

Juli-Agustus 2019

Kegiatan Week - Juli Week - Agustus

4 5 1 2 3

Rapat dengan Bagian
Perencanaan dalam rangka
penyusunan konsep Draft
Kamus Indikator

Diskusi dengan Bagian
Perecanaan dan pihak terkait
(Kepegawaian dan Ortala)

Mengumpulkan  materi-materi
dan pengerjaan untuk
perumusan draft Kamus
Indikator

Brainstorming mengenai draft
Kamus Indikator ke Biro
Perencanaan dan Keuangan
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E:

BAB Il

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pemecahan isu yang merujuk pada penyusunan

Draft Kamus Indikator ini, yaitu :

1)

2)

4)

Kegiatan 1 : Saran dan Arahan dari internal Bagian Perencanaan
yang tepat dalam penyusunan draft kamus indikator ini diharapkan
dapat memudahkan para pegawai di Setjen dan BK DPR RI ini
mengetahui tugas fungsi masing-masing sebagai buntuk penerapan
perbaikan reformasi birokrasi di masa yang akan datang.
(Akuntabilitas, Etika Publik, Nasionalisme)

Kegiatan 2 : Penginformasian lebih lanjut kepada pihak terkait yaitu
Bagian Organisasi dan Tatalaksana beserta Bagian Kepegawaian
diperlukan dalam menunjan kesempurnaan dan konsistensi terhadap
apa yang menjadi gagasan yang nantinya dapat terimplementasi
baik dalam pelaksanaannya. (Akuntabilitas, Etika Publik,
Nasionalisme, Komitmen mutu)

Kegiatan 3 : Penyusunan format draft kamus indikator ini
menampung berbagai masukan dan gagasan, materi dan bahasa
yang mudah di pahami dipilih untuk memudahkan pegawai yang
sebelumnya belum tergambar jelas pada indikator kinerja dalam
sebuah perjanjian kinerja, maka dari itu diuraikan dengan baik dalam
penjelasan di dalam draft kamus indikator tersebut. (Akuntabilitas,
Etika Publik, Nasionalisme, Komitmen mutu)

Kegiatan 4 : Adanya kegiatan Brainstorming ini diharapkan dapat
menginformasi kepada para pejabat dengan lebih menekankan
proses sosialisasi bahwa telah tersusunnya draft kamus indikator
yang diharapkan mampu membantu para pegawai dan pejabat di
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ini memahami
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tentang ukuran indikator kinerja. (Akuntabilitas, Etika Publik,

Nasionalisme)

F. SARAN
1)  Untuk Penyelenggara Pelatihan

Dalam penyelenggaraan pelatihan angkatan ke |l kali ini
diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl sudah sangat baik, namun demikian
perlu adanya hal-hal vyang dapat diperbaiki dalam sistem
penyelenggaraannya seperti, adanya petunjuk teknis tentang peraturan
yang mendasar pada saat Pelatihan dasar ini, karena hingga pelatihan
berakhir kami sebagai peserta tidak memiliki paduan tata tertib tertulis,
bahkan hanya sebatas lisan yang kadang kala berbeda penyampaian oleh
petugas jaga pada saat itu. Diharapkan dengan adanya buku atau paduan
teknis peserta pelatihan dapat memahami peraturan, tata tertib, cara yang
digunakan pada saat pelatihan.

Kemudian, pengaturan tentang manajemen waktu pada saat
pelaksanaan pelatihan, kami di angkatan Il ini merasa kekurangan waktu
saat harus melaksanakan atau membuat rancangan aktualisasi dengan
waktu yang sangat singkat sekali, yang dirasa belum maksimal pada saat

pelaksanaan evaluasi rancangan aktualisasi.

2)  Untuk Instansi/Unit Kerja Peserta

a. Dengan telah dirancangnya draft kamus indikator ini di masa
yang akan dapat diharapkan dapat membantu unit instansi
dalam upaya-upaya meningkatkan hasil dari evaluasi PAN RB
dalam rangka mencapai sasaran atau berupa peningkatan dan
akuntabilitas kinerja.

b. Menurunnya tingkat ketidak pahaman akan arti tugas fungsi
dari pegawai khususnya di Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian DPR Rl sehingga meningkatkan efektifitas dalam
bekerja.
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Mengimplementasikan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada
seluruh unit kerja tidak hanya sebatas kelompok kerja reformasi
birokrasi instansi saja, tetapi kepada pegawai di seluruh unit
kerja secara nyata dan amenyeluruh sehingga persepsi
pegawai terhadap perlaksanaan reformasi birokrasi akan

semakin terlihat nyata dan membaik.
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LAPORAN HASIL RAPAT

Pengundang : BAGIAN PERENCANAAN

No. Surat Undangan PRBAUSETIEN DAN B DPR RIOEZ018

Tgl. Surat Undangan  © 035 Agustus 2019

Tgl RDK 05 Agusius 2019

Waktu - 183000 8.4019:30:00

Tempat | Ruihg Rapal Panecanasn

Acars : Pengembangan Aplikasi Sistem informasl Perancanean dan Peryusunan Konsep
Harnus indikator

Penerta : Kapals Bio Perencanasn dan Keuangan, Kepala Subbagian Perjusunan Program

CATATAN ! KESIMPULAN

PENDAHUL AN

dan Anggaran DPR, Kepais Subbagian MonBorng dan Evaluasi. Kepala Subbagian
Penyusunan Program dan Anggaran Sskretarial Jenderal dan Badan Keabian,
Pranata Kompuier Madys, Pranam Kompuisr Pelaksana, Penyusun Bahan
Kebijakan, Pengelola Dato, Analis Laporan Keuangen, Pengsicla Anggaran, Anafis
Parancanaan, PENFY

Tomait porkembangan aplikasi sisiem informasl porancanaan dan Penyusunan konsop kamus indikator

PE

MBAHASAN
1. Dl Setjen dan 8K DPR R telph dilakukan panyusunan Pardanjjan Kineds 2018 dimulal dari Eselon 1
ringga Esalon IV
2 MMHMMMMWMMWMM
cengan panyusunan kamus indikator. Hal il diakukan untuk memyamakan konsensus terkadl dengan
matoda parhitungan dan persamaan persepisl antata pihak yang berkepentingan forkall dengan

Parjangian Kinerfa

1 Arah kedepan Padanpan Kinerda dan Wamus indiator sian menyasar dan Pajabat Palaksana (Sinfh
hingga para Pejabat Pimpinan Tinggl Madya (Esslon [} mass dar fu pariu Perjangan Kiners dan
Kamus Indikator peru disingkronisasl dengan pocial Seffen dan 85K DPR dengan  hyumn

KEPUTUSAN

1. Disusunoys Kamus indikator
2 Adanya Rancangan skuntabéitias berbasis kinsra pedy dikermbangian iebin lanfue
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Jakirta, 08 Agustus 2018

Kepala Subbagian Pamyusunan Program dan
Anggarn Sekratarial Jenderal dan Sadan
Kaahlan,

Dody Bagus Prakass, §.6. M.Ak
NIP. 138404232005121003
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Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN COACH
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN lI

TAHUN 2019
Nama . Irma Yulistiani, S.E. Nama Coach : Dr. Shanty Irma Indrus, S.T., MM.
Instansi  : Bagian Perencanaan/Biro Perencanaan dan Keuangan
NIP. : 199406212019032001
No Vanggal Isu Permasalahan yang Dibahas | Media Komunikasi ReRomeas Tanda Tangan Coach*
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1 W) gul Tﬂtl‘?&?an keagtutun ! \)\-‘A Swar E-;,Lgf’ceu. ‘
il
Selalv  togwiih
/ 3 Tab T W \givuas. /feliin \/\
g ﬂTjtuiJ'j O?Gﬁ' I E].dhrq ,A— 1::;;':5 hl'l’[fg'(}fi {{}‘p = N
0S -08- 2of hapeas : \ MelakSanak ain
3 s 9 Tahapa Pﬁp{] alues L(;tnﬁg;,l.f) F;P_C}?r%\w Setu _LB[‘%M ‘
4 |20-08-2019 | oulpet  kegytabis Lo euie Meyyikd ATGI‘L kaws (/\
- F‘p lpe ffugf - '
5




6
T
8
9
10
11
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(*) Pembimbingan yang sah adalah Kepala Bidang Pelaksanaan
&i;rﬂl:gg:‘i;?gan yang ditandatangani Pusdikliat Setjen dan BK DPR Rl

i’-
Rusmanto, SH., MH
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Diskusi bersama Bapak Koko Surya Dharma, AK.S., M.Si. selaku
Kepala Subbagian Organisasi

Pada kesempatan ini perancang didampingi mentor menyampaikan
usulan yang dibuat untuk penyusunan draft kamus indikator, diskusi ini
berfokus pada masukan dan arahan agar draft kamus indikator
diharapkan mampu mencermintan harapan dan kondisi di Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI terkait dengan rencana kerja
yang berupa output untuk masing-masing pegawai. Penjelasan yang
nnci juga diharapkan mampu membantu pegawai dalam memahamoi
maksud dari kejelasan farget yang berupa hasil, dan wakiu
penyelesaiannya.

Diskusi bersama Ibu Rita Komanah, S E., M. AP. sebagai Analis
Kepegawaian Muda

Pada kesempatan diskusi kali ini penyampaian dari rancangan yang
sudah dibuat kepada Ibu Rifa lebih menekankan bahwa dimasa yang
akan datang instansi Sekretanat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
perlu memiliki mekanisme yang memudahkan pegawai untuk
mengetahui apa saja oufput pekerjaan yang akan atau yang sudah
dikenjakan pada masa wakiu kenja yang berhubungan langsung dengan
prestasi kinerja. Dengan penyusunan draft kamus indikator ini juga
diharapkan mampu menjabarkan dan memudahkan para pegawai
memahami proses internqalisasi dari indikator kinerja yang akan
dilaksanakan.
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Konsep Penyusunan Draft Kamus Indikator

Pada dasamya penyusunan draft kamus indikator ini bertujuan untuk menjadikan
suatu pedoman atau suaty petunjuk atas indikator kinerja yang merujuk pada output.
Dituntutnya ada sebuah draft indikator kinerja ini diharapkan akan memudahkan
pegawal dilingkungan Sekretarial Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl ini
mengetahui gambaran tentang fungsi dan tugas tersebut.

Hal ini didasan pada reformasi birokrasi pada penilaian evaluasi PAN RB tentang
kemajuan pelaksaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran
atau hasil berupa peningkatan akuntabilitas kinerja.

Di dalam Draft kamus indikator ini akan coba memuat gambaran bagaimana indikator
kinefja tu memiliki target. metode perhitungan yang digunakan dan jangka waldu
pencapaiannya sehingga dapat memudahkan dalam implementasinya.

(Mentoring tentang Konsep Penyusunan Draft Kamus Indikator dengan Bapak
Dedy Bagus Prakasa, S.E., M.Ak.)
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MNama : Irma Yulistiani, S.E.

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik indonesia

MENTOR

KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN It

TAHUN 2019

Mama Mentor : Dedy Bagus Prakasa, 5.E., M.Ak.

Instansi  : Bagian Perencanaan/Biro Perencanaan dan Keuangan
MIP. : 199406212019032001
Tanggal Rekomendasi Ti Tangan
No. Pambimbingan IsuPemaualahfn yang Dmss Media Komunikasi . PambFbinoss Mentor*
mglakionakar 1
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(Kartu Kendali dengan Mentor)
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PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS] BIROKRAS]
REPUBLIK INDONESIA

Nomgr : Bf 130 /M RB.C8/2018 31 Dasember 2018
Hal : Hasil Evalugsi Palaksaraan
Refarmasl Birokrasi Tahun 2018

ih. Sekretaris Janderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat R
i
Jakarts

Sesuai dangan Perafuran Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tantang Grand
Dszign Rafgrmasi Birokrasl Tahun 2010-2025, Peraturan Mented PAN dan RB
Nomar 11 Tahun 2015 Tentang Rosd Map Raformasi Birpkrasi Tahun 2015-2019,
kami telah malakukan evaluss! atas pelaksanazan reformasi birokrasi pada
Sekretariat Jendaral dan Badan Keahiian Dewan Parwakilan Rakyst Palaksanaan
gvahsasi barpadoman pada Peraturan Manterd PAN dan RB Momor 30 Tahun 2018
Tentang Parubahan atas Peraturan Mentari PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014
Tantang Pedoman Evaluasi Raformasi Birckrasi Instansi Pamarintah.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi
birokrasi dalam rang«a mencapai sasaran atau hasil barupa peningkatan kapasitas
dan akuntabilitas kinarja, pamerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan
peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sskratariat Janderal dan
Badan Kaahlian Dswan Perwakilan Rakyat Simpulan hasll evaluasi adalah sebagal
berikul:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Raiyat adalah 72,71 a;l!u kategori "BB" dengan rincian

—
}it:- Komponen Penllalan Fﬂubnt ;T; :iii!t.nl

A | Pengungkit i | |
| 1 | Manajemen Perubahan 500 | 4N 414 |
| 2 | Penataan Peraturan Parundang-undangan | 500 | 334 344 |
[ 3 [ Penataan dan Panguatan Organisasi 1600 384 | 384 |

(Lampiran Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018)
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No Komponen Panilalan Bobot :::; ;':I:;
4 | Penataan Tataaksasa 500 | 360 | 338 |
5 | Penataan Sistem Manajamen SOM 1500 | 1323 | 1325
§ | Penguatan Akuntabiitas Bog | 276 | 27T
7 | Panguatan Pergawssan 1200 : 681 | 720
B | Peningkalan Kualitas Pelayanan Pubiik 800 | 387 404
Sub Total Komponen Pengungkit 80,00 | 41,36 | 42,08
B | Hasil
WKapasitas Dan Aku inarla
Ll ol 00| 12| 128
2 | Pemerintah Yang Bersih Dan Babas KKN 1000] 9821 9,23
'3 | Kuaiitas Pelayanan Publik 1000 7.55] 8,55
{ Sub Total Komponen Hasil 4000 2869 3065
" Tindeks Reformas! Birokrasi 100,00 0 71,081 1

2. Seiretarlat Jenderal dan Badan Keahtar Dewar Perwakilan Rakyal ‘mfah
malakukan berbagal upaya unfuk kemajuan pelaksansan reformas! birokrasi dl
lingkungannya. Upaya terssbut telah marghasikan berbagal kemajuan
parbaikan tata kelola pemedniahan separt

2 Seffen dan BK DPR Ri telah melakukan berbagai upaya perbalkan pada
penaerapan raformasi birokrasl untuk mewujudkan fatakelolz pemerintahan
yang balk. Parbalkan tersebut antara fain melalui panarapan rekrutman CENS
Tahun 2018, selsksi tarbuka untuk pengisian JPT, assesmeni terhadap
pegawal secara Dberfahap, dan peningkatan kualitas SDM dengan
pelaksanaan pengembangan karr dan pangembangan poters) SDM melaiui
pendidikan dan pelatinan balk ketrampilan maupun keahlian;

b. Telah manetapkan Nilai organisasi yaitu Reigius, Akuntabel, Profasional dan
Integritas (RAPI) sebagat baglan yang mewamai nilai dan pariaku pegawai oi
lingkungan Safjan dan BKDPR RI;

& Paningkatan panggunaan IT dalam mempermudah dalam paiaksanaan tugas

dan fungs! sarta lelah menggunakan 72 aplikasi berbasis IT khususnya pada
saluruh unit esalon Il

@ Membangun Sistam Pelayanan Satu Atap untuk peningxatan pamberian
pelayznan kepada Dewan dar pelayanan publlk lainnya, sara tefah
menyusun noma, standar dan pedoman dalam beniuk penyusunan SOP,
Standar Pelayanan maupun preses EBismis dan telah memifki dan
maiaksanapakan pelayaran bergasarkan 1030 S0P
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e. Mengimplementasikan penguatan pengawasan, antara lain penanganan
gratifikasi, penarapan SPIP, pengaduan masyarakat dan Whistie-8lowing
System, serta penanganan Benturan Kepantingan;

3. Kami telah melakukan survel terkait pelaksanaan reformasi birokrasi df
Sakratariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyal dengan
hasil sebagai berkut.

8. Survei Inlemal
1) Integrias Jabatan

Dari hasil survey integritas jabatan bahwa
84 21% responden telah memahami tugas
fungsi yang harus dilaksanakan namun tidak
memahami ukuran kaberhasilan
pelaksanaan fugssnya. Kemudian 8.70%
responden yang memahami tuges fungsi
yang harus dilagsanakan dan memahami
pula ukuran keberhasilan pelaksanaan
tugasnya. Serta sejumlah 7,01% responden
yang belum memahami tugas fungsi dan ukuran keberhasilannya.

2} integritas Organisasi

Survei internal terhadap integritas organisasi menunjukkan indaks 3,22
dalam skala 0 - 4 dengan rincian:

i Mo, Komponan Indeks 2018 |
| 1. | Budaya Qrganisasi dun Sistem Antl Korups: i
| 2. [integrias tarkas pangalolaan SDM 3323
3. | Intagritas terkait pangsiolaan anggaran 3,23
4. | Integritas kesesuaian perintah atzsan dengen a‘uran dan
norma 319
E Indeks Integritas Organisasi 322

Indeks integritas organisasi di atas menggambarkan parsepsi para
pegawal di lingkungan Sekretarial Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Parwakilan Rakyat terhadap kualitas pensrapan sisiem integritas yang
barlaku secara Intarmal. Pada tahun 2018 Indeks integritas organisasi
Sekretariat Jendera! dan Badan Keahlian Dewan Parwakilan Rakyat

adafah 3,22, turun jika dibandingkan dengan nilai tahun 2017, sebesar
3,35
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#

W

b Surval Ekstemal

1) Indaks kuaiitas palayanan publk yang dihasilkan dan hasil survei terhadap
panarima layanan yang ciplih melald purposive random sampiing,
manunjukkan hasil yang belum memuaskan. Calam s<ala 4, has|
surva' parsapsi celayanan menunjukkan angka 3,43,

2} froeks persepsi antl korupsi marupakan parsapsi pensdima layanan
terhadap Integritas petugas pembedt layaran. Intagritas ini ditinjau tidak
hanya dari sister [ayanan yang mungkin barpotansi menyimpang, namun
luga perlaku pemberi layaran dalam bersikap, misalrya menawarkan
layanan yang labih cepat, kesediaan manarma gratifikasl kelersadiaan
sarana pengaduan dan sebagainya. Hasil survei atas indeks parsapsi anti
kerupsl menunjukkan gambaran yang belum memuaskan. Dalam skala
4_indeks persepsi anll korupsi menunjukkan angka 3,57

4, Dalam rangka labih maningkatian kualitas penarapan raformas birokrasi saria

7

‘ebfh menumbuhkan budaya kinera di lingkungan Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahllan Dewan Perwakiian Rakyat, tardagat baberapa kal yang masih
pariu disempumakan yaih:

2 Meng'mplemantasikan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada seluruh unit
karja tidak hanya saba'as xalompok kerja reformasi birokrasi instansi saja,
tetapi kapada pegawai di sefuruh unit karja secara nyata dan manyauruh
sahingga persepsi pegawal terhadap pelaksanaan reformas: birckrasi akan
samakin terfihat nyata dan membai®;,

b. Mengupayskan korsistansi pelaksanzan reformasi birgkrasi melalui peran
pimpinan sabagal role modal dan penguatan agen perubahan sacara terus
manerus sahingga perubahan terinat nyata pada saluruh pegawai;
Menetapkan target tarukur dan menambah jumiah agen perubahan untuk
manggarakkar organisas’ dalam me'akukan perubahan sartta melakukan
monitoring secara barkala;

c. Dalam rangka mempercepat perbalkan budays kerda, pedu melakukan
evaluasi ales kamajuan kinera “agen perubahan® serta mengidentifikasi
langkah langkah perbaikan yang diperfukan agar perbalkan budaya dan
perubanan ming sat aparatur teriihat nyata dalam keseharian bekarja dangan
meanyusun rencana tindak berdasarkan nilai organisasi, perubahan apa yang
ingin dicapal dan rencana tindak lanjutnya;

d. \Memberikan pemahaman kspada pejabat dan pagawal akan adl pentirgnya
uaraian fugas dan jacatan serta tugas fungsi sara ukuran kebarhasiian darl

pelaksanasn trugas dan fungsi dimaXsud. Darl data survel sebesar B4.21%
respondan pejabat/oegawal tdak memanami ukuran keberhasilan tugas dan
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furgainya. Serta sejuriah 7 .01% pejabatipegawai (rssponden) balum
marrahaml fugas dan fungsi serta ukuran keberhaslannya, sehingga
pakeriaan yang dilakukan tdak dapal® mendukung pencapaian tujuan
organisas);

. Hasil survet pada tahun 2018 Indeks integrilas orgarisasi Sekretarial Jandaral
dan Badan Kesahlian Dewan Parwakian Rakyat adalah 322, turun jika
dibandingkan dangan nial tahun 2017, sebesar 3,35 olsh sebab iu perlu
memperbalki sistem Integritas yang lelah dibangun lerutsma pada budaya
organisasi antl korupsi sacara berkala,

. Dad hasil survel tarhadap Indeks persepsi antl korups! terhadap pegawai
Seffien dan BK DPR Rl masih menunjukkan gambacan yang bsium
memuaskan. Dalam skala 4, indeks persapsi antl Korupsi manunjukkan angka
3,57. Olah sabab [t parfu mamperbaixi sister integritas dalam pamberian
pelayanan di lingkungan Setjan dan BK DPR RI;

. Dengan ditstagkarnya PP Mo 49 Tahun 2018 tantang pegawai pemarintah
dangan pedanjian kinera (PPPK) parlu segera manata pagawal di lingkungan
Sefian dan Badan Weahlian DPR, sehingge saslurth pagawal dapat
diklasifikasixan pada janis pegawal yang dikeral dalam UU ASN yaiu PNS
dan PPPK;

Marsncanakan kebutuhan pegawai dangan  mamperhatikan  bentuk
organisasi yang ideal, lapat fungsi, dan adaptif yang dapat diperaleh malalul
hasll evaluasi kelembagaan secara berkala sehingga kemudian dapat
diwujudkan pula redistribusi pegawai yang labih optimal sesuai dengan
kebutuhan organisasi;

i, Manyempurnakan rumusan ukuran kinefa secara berenjang sera
melaksanakan pemaniauan dan pengukuran kinerja terssbut sscara
elexironix di saluruh leve! organisasi sacara berkala, melakukan penyalarasan
antara kinerja yang akan dicapal dengan anggaran rill yang dipariukan dalam
melaksanakan kegiatan tarhadap hasilkdnera terssbut, serta melakukan
parbaikan atas hasil pemantauan capalan kinerfa malalul perencanaan kinerja
Jntuk tahun benkuinya;

Menerapkan peniaian kinerja individu yang sasual dengan kinera organisasi
pada seluruh formasi [abatan dan manetapkan hasil pengukuran kinera
individu sabagai dasar pemberian lunjangan kinerja yang didasarkan kagada
Kinarja;

. Merningkatkan penerapan  s-governmant untux  memudahkan dan
memparcepat pelaksanaan lugas inlarmal instans! dan [uga sebagai lugas
layaran koordinasi dengan stakeholders Satjen dan BK DPR.  Salanjuinya
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memparcapat pensrapan SPBE dl bidang kaarsipan yaitu panerapan
kearsioan berbasls alakironik yang lerintegrasi;

| Parly melakukar paningkatan matuntas SPIP dan kapasitas pengawasan
intemn dergan penilaian tingkat kacabilitas Inspektorat Utama (IACM]) yang
saal ini masih manulu lavel 3;

m. Melakukan evaluasi afas palaksanaan penanganan gralifikasi, implamentasi
kebijakan whistfe blowing system, penanganan bariuran kepantingan, secara
barkala dan manindaklanjuti hasl evaluasi larsebut;

n. Mefanjutkan perbangunan unit kera yang akan diusulkan menjadi unit
wilayah bebas korups! dan wilayah birokrasi bersih melayani (WEBK/WBEM)
dan seielah dilakukan evaluasi oleh APIP bagl yang lolos berdasarkan
standar panilaian (berdasarkan ParmenPAN-RB Nomor 52 Tahun 2014)
dapat Siusulikan x2pada Tim Panliai Nasiona dalam hal ini Kemensarian PAN
dan RB.

Dernikian lzporan hasi svaluasi atas ksmajuan pelaksanaan raformas!
birokrasi di lingkungan Sekra‘ariat Jendara! dan Badan Kaahlian Dewan Parwakilan
Rakyat. ¥aml menghargal Lpaya Saudara beserta selurub [ajaran dalam
melaksanakan raformas? birakrasi di lingxungan Sekretarat Jenderal dan Badan
Keahian Dewan Perwakilan Rakyat Salanfutnya Kaml harapkan agar Saudam
dapat meningkatkan upaya-upaya palaksanaan psrbaikan reformasi birokcast dl
{nstarsi Saudara secara berkalanjutan.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

d"ﬂﬂ gunaan Aparatur Negara
tan f{oMnasi Birokrasi

Tambusan,
1. Prasiden Rapublik Indonasia,
2. Wakil Presiden Rapublik Indonesia selaku Katua Kamite Pengarah Reformasi
Birokrasi Nasignal (KPRBN);
3. Katua Tim Indepandan Reformasi Birokras! Nasiona:,
4 Katua Tim Paniamin Kualtas Reformasi Birokras: Nasional
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SEKRETARIAT JENDRAL DAN BADAN KEAHLIAN
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan Rahmat dan KaruniaNya sehingga dapat tersusunnya Draft Kamus Indikator
sebagai output dari laporan aktualisasi dalam rangka Pelatihan Dasar Calon Pegawai
Negeri Sipil. Draft Kamus Indikator merupakan penjelasan atas dasar indikator dan target
kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
tahun 2019.

Disusunnya Oraft Kamus Indikator diharapkan dapat membantu kinerja unit kerja
di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl dalam mengisi target
kinerja. Penyusunan Draft Kamus Indikator merupakan kegiatan yang bersifat learning
process yang bisa dilakukan penyempumaan dalam perjalanannya. Masukan dari unit
kerja yang membangun tentu sangat kami butuhkan agar lebih baik dan informatif di masa
yang akan datang.

Untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat
dalam penyusunan Draft Kamus Indikator ini. Semoga dapat bermanfaat dalam
peningkatan kinerja dan akuntabilitas di Sekretariat Jenderal dan Badan keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

'

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntablitas Kinerja instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019.

. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011

tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 fentang Petunjuk

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan
Indikator Kinerja Utama.



B. Latar belakang

Dalam amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan
bemegara sehingga menimbulkan hak dan kewajiban negara yang salah satunya
dapat dinilai dengan sistem penganggaran berbasis kinerja. Didalam undang-undang
tentang Keuangan Negara diperlukan penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan
yang telah dikenal dalam pengelolaan keuangan negara seperti akuntabilitas yang
berorientasi pada hasil hal ini diperiukan guna menjamin terselenggaranya prinsip-
prinsi pemerintahan dan juga sebagai acuan dalam reformasi manajemen keuangan

negara.

Dengan pengelolaan dan dukungan terhadap akuntabilitas tersebut telah
tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (SAKIP) yang
mengamanatkan setiap Kementrian Negara/Llembaga wajib menyelenggarakan
SAKIP tersebut yang dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara
berjenjang. Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat
diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang
disusun secara periodik. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi Rencana Strategis,
Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan data Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah
dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokemen perencanaan
untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam
penyelenggaraan SAKIP. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator



C.

kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian
amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang
diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana
anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pecapaian sasaran strategis

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja yang menggambarkan hasil-hasil
yang utama dan kondisi yang seharusnya, dan menjadi ukuran keberhasilan yang
menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat
dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Dalam pelaksanaannya perumusan indikator juga harus disertai dengan
penjelasan indikator dan target kinerjanya, bagaimana indikator tersebut dihitung dan
bagaimana pelaksanaan pencapaian target indikator tersebut. Dengan demikian
dalam perumusan indikator kinerja dalam dokumen SAKIP perlu juga disertai dengan
dokumen pendukung yang dapat menjelaskan lebih defail mengenai indikator-
incikator yang telah dirumuskan pada dokumen SAKIP, untuk itulah pembuatan draft
kamus indikator kinerja dianggap perlu, untuk memfasilitasi dan sebagai dasar
pelaksanaan indikator kinerja yang telah dirumuskan sebelumnya.

Definisi istilah

Dalam dokumen draft kamus indikator ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu
dalam pemerintahan.

2. Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna
anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan
perundang-undangan lainnya (termaksuk di dalamnya Lembaga Pemerintah
Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, dan Lembaga Tinggi)



!'_i.‘

|

10.

11.

12.

13.

14.

Unit Organisasi Eselon | adalah instansi di bawah Kementerian/Lembaga yang
dipimpin oleh pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan program unit
Eselon | dan/atau kebijakan Kementerian/Lembaga.

Unit Organisasi Eselon Il adalah instansi di bawah unit organisasi Eselon |
yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan
dari program untuk Eselon | danfatau kebijakan Kementerian/Lembaga.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode Perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

Tujuan adalah penjabaran visi K/L yang bersangkutan dan dilengkapi dengan
rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai
sasaran program prioritas presiden.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

Program adalah penjabaran kebijakan sesuai wvisi dan misi K/L yang
rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon | atau unit K/L yang berisi
kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur.

Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan
tugas dan fungsi eselon |l/Satker atau penugasan fertentu K/L yang berisi
komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang
terukur.

Sasaran Strategis K/L (Outcome) adalah kondisi yang akan dicapai secara
nyata oleh K/L yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya
hasil (outcome) satu atau beberapa program.

Sasaran Program (Oufcome) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu
program dalam rangka pencapaian sasaran strategis K/L yang mencerminkan
berfungsinya keluaran (OQutput).

Sasaran Kegiatan (Output) adalah keluaran (output) yang dihasilkan oleh suatu
kegiatan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran
dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.



1a.

16.

17.

Proses adalah upaya yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (oufpuf)
dengan menggunakan sumber daya (inpuf).

Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan
keberhasilan pencapaian sasaran strategis K/L.

Indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan
pencapaian hasil (Outcome) dari suatu program.

18.Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan

pencapaian keluaran (Output) dari suatu kegiatan.

19.Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap

indikator kinerja.

. Maksud dan Tujuan

Dalam keseluruhan rangkaian penyususunan draft kamus indikator kinerja
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl ini bertujuan untuk :

1

Memberikan panduan bagi pimpinan K/L, pimpinan eselon |, pimpinan eselon
Il, dan pelaksana kegiatan dalam menjabarkan indikator kinerja yang telah
diamanatkan dokumen SAKIP dalam pelaksanaan pencapaian indikator
kinerja.

Menjadi acuan dalam proses penelahaan dokumen SAKIP oleh Aparat
Pengawasan Intemn Pemerintah (APIP) dan KIL lainnya yang melakukan
penelaahan terhadap dokumen SAKIP.

Menjadi standar petunjuk pelaksanaan indikator kinerja yang diharapkan
memberi manfaat kepada pegawai Setjen dan BK DPR RI dalam memahami
keberhasilan/indikator kinerja,

Membantu ogranisasi untuk menyelesaikan tugas kinerja sebagai lembaga
pemerintahan dalam sistem akuntabilitas.



BABII
INDIKATOR KINERJA

A. Syarat dan Kriteria Indikator
Sebelum menetapkan seperangkat indikator kinerja, terlebih dahulu periu
diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja. Syarat-syarat
yarg berlaku untuk semua indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:
I. Relevan; indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara
cbjektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang
pencapaian apa yang diukur.

-2

Penting/menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukan keberhasilan,
kemajuan, atau pencapaian.
3. Efektif dan layak; datafinformasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang
bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang layak.
Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, setidak-tidaknya memenuhi
kriteria yang terdiri dan:
1. Specific,

2. Measurable;

3. Achievable;

4, Relevant
5. Time Bond:

Specific, indikator kinerja harus sesuai dengan program dan kegiatan sehingga
mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian

kinerja dari kegiatan dan atau sasaran.

Measurable atau dapat menggambarkan sesuatu yang diukur, indikator yang baik
merupakan ukuran dari suatu kerbehasilan. Harus terdapat kesepakatan tentang
interpretasi terhadap hasil yang akan digunakan sebagai ukuran. Indikator tersebut
harus mempunya satu dimensi dan tepat secara operasional. Mempunyai satu dimensi
artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena dalam satu indikator. Tepat



secara operasional artinya tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan
untuk satu indikator.

Sebagai suatu kelompok, indikator kinerja seharusnya secara cukup mampu
mengukur hasil. Pertanyaan yang sering dilonfarkan adalah "Berapa indikator kinerja
yang harus digunakan untuk mengukur suatu keluaran (outpuf) 7°, jawabannya
tergantung pada: kompleksitas output yang akan diukur, sumberdaya yang tersedia
untuk memonitor kinerja; dan jumlah informasi yang diperiukan untuk membuat
keputusan yang memadai. Untuk hasil-hasil yang langsung dan mempunyai
pengukuran yang benar dan terbukti, satu indikator saja sudah cukup. Namun, apabila
dengan satu indikator ternyata tidak cukup atau apabila ada manfaat yang dihasilkan
dari pengukuran terhadap beberapa sudut, maka dua atau lebih indikator mungkin
diperiukan.

Achievable atau dapat dicapai, indikator kinerja yang ditetapkan harus
menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali
organisasifinstansi. Jadi dalam menetapkan suatu indikator kinerja perlu dipikirkan juga
bagaimana nanti mengumpulkan data kinerjanya, apakah masih dalam kendali instansi
yang bersangkutan atau tidak.

Relevant, suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan
hasil yang akan diukur. Indikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang
lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur. Misalnya jumiah
dokumen perencanaan’ adalah ukuran langsung dari suatu oufpui Dokumen
Perencanaan dan keuangan sedangkan ‘Jumlah SDM yang profesional’ bukanlah
ukuran langsung dari suatu oufput Dokumen Perencanaan dan Keuangan, karena
profesionalitas SDM tidak berarti secara otomatis akan meningkatkan kuantitas dan
kualitas dari dokumen perencanaan dan keuangan yang dihasilkan.

Time Bond, waktu/periode pencapaian indikator kinerja ditetapkan, yaitu indikator
kinerja yang disusun memiliki target waktu yang jelas. Kapan kegiatan tersebut harus
selesal. Apakah bulan pertama, ataukah bulan ke dua. Target waklu juga bisa
diterapkan pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin. Misal, kapan laporan
keuangan harus selesai pada ftiap tahunnyaltiap triwulannya atau kapan proses
pemeliharaan rutin harus dilakukan.



B. Tipe dan Jenis Indikator
Berdasarkan tipenya, indikator kinerja dapat dibagi menjadi:

[. Kualitatif, menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang)

2]

Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80 unit)

3. Persentase: menggunakan perbandingan angka absolut dari yg diukur dengan
populasinya {misal: 50%, 100%)

4. Rasio: membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait

(misal: rasio jumiah guru dibandingkan jumiah murid)

Rata-rata: angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian (misal: rata-

Ln

rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu dikiat)
6. Indeks: angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu
rumus tertentu (misal: indeks pembangunan manusia)

C. Penggunaan indikator

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu
aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-
tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan.
Seiring dengan gelombang menuju kepemerintahan yang baik (good governance),
instansi pemerintah diwajibkan untuk memenuhi kinerja yang felah diperjanjikan dan
memberikan bukli mengenai pemenuhan janji tersebut. Kinerja yang dijanjikan harus
diukur apakah benar-benar telah dipenuhi. Untuk mengukur kinerja digunakan alat ukur
yang dalam buku ini disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja digunakan
sebagai dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan
(on-going), maupun setelahnya (ex-post). Dengan adanya informasi tersebut,
organisasi dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan,
mempertahankan keberhasilan, dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan
datang.
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SEKRETARIAT JENDERAL

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan

Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR Rl

NO. | INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA

PENGHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN
1. | Indeks kepuasan Anggota 67,5 Survei 10 bulan/
DPR RI terhadap Oktober 2019
dukungan layanan Setjen
DPRRI
2. | Nilai Reformasi Birokrasi BB Penilaian oleh | 12 bulan/
Kementerian PAN | Desember 2019/
dan RB Januari 2020

3. | Tingkat Kapabilitas APIP | Level3 | Penilaian oleh | 12 bulan/
dan Tingkat Maturitas Badan Pengawasan | Desember 2019/
SPIP Keuangan dan | Januari 2020

Pembangunan
(BPKP)

4. | Persentase pegawai yang 70% Jumiah PNS yang | 12 bulan/
mendapatkan Pendidikan mendapatkan Januari 2020
dan Pelatihan pendidikan dan

pelatihan dibagi
dengan jumlah PNS
Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian
DPRRI

5. | Persentase kepuasan 67,5% Survei 12 bulan/
Anggota DPR RI terhadap Oktober 2019
dukungan Teknologi
Informasi
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Penjelasan:

1.

Indikator Kinerja: Indeks kepuasan Anggota DPR Rl terhadap dukungan layanan
Setjen DPRRI

Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR Rl terhadap dukungan layanan
Setien DPR RI" dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam survei ini adalah wawancara terstruktur berdasarkan
kuesioner. Kegiatan survei ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaguanaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran
Pelayanan Publik (Permenpan No.14/2017). Berdasarkan Permenpan No.14/2017, di
dalam penentuan jumlah responden, margin error yang diperkenankan sebesar 1%,
5%, dan 10%. Tim Survei Kepuasan Anggota DPR Rl memutuskan bahwa margin
error yang digunakan sebesar 5% dengan confidence level 35% sehingga diperoleh
sampel Anggota DPR Rl sebesar 228 orang dari 560 orang. Adapun penjelasan detil
terkait kegiatan survei tercantum di Laporan Hasil Survei Tahun 2019.

Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR Rl tahun 2019 sehingga
Anggota DPR RI yang menjadi sampe! adalah Anggota DPR RI periode 2014-2019.
Anggota DPR Rl periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019
sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat
diperoleh paling lambat di bulan Oktober 2019.

Indikator Kinerja: Nilai Reformasi Birokrasi

Penghitungan kinerja “Nilai Reformasi Birokrasi® berdasarkan penilaian oleh
Kementerian PAN dan RB. Apabila penilaian oleh Kementerian PAN dan RB tidak
diperoleh hingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Setien dan BK DPR RI Tahun
2019, maka diberikan keterangan Data Tidak Dapat Diperoleh/Not Available (N/A).

Indikator Kinerja: Tingkat Kapabilitas APIP dan Tingkat Maturitas SPIP
Penghitungan kinerja “Tingkat Kapabilitas APIP dan Tingkat Maturitas SPIP”
berdasarkan penilaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), selaku pembina Aparatur Pengawasan Intem Pemerintah (APIP), Intemal
Audit Capability Moge! (IA-CM). Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-
1633/K/JF/2011 tentang Pedomana Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah, yang mengadopsi dari model penilaian The Institute
of Internal Auditor, |IA-CM terdiri dari 5 (lima) level, yaitu:
a. Level 1: Initial

Tidak berkelanjutan, tergantung pada usaha individu
b. Level 2: Infrastructure

Prosedur dan praktik audit intern berulang dan berkelanjutan
¢. Level 3: Integrated

Praktik profesional dan manajemen audit intern diterapkan secara seragam
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4.

d. Level4: Managed
Audit intem mengintegrasikan informasi lintas unit organisasi untuk
mengembangkan tata kelola dan manajemen risiko

e. Level 5. Oplimizing
Audit intern belajar dari dalam dan luar organisasi untuk pengembangan yang
berkelanjutan

Indikator Kinerja: Persentase pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan
Pelatihan

Penghitungan kinerja “Persentase pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan
Pelalihan” berdasarkan jumlah PNS yang menerima diklat terhadap total jumlah PNS
di Setjen dan BK DPR RI.

Indikator Kinerja: Persentase Kepuasan Anggota DPR Rl terhadap dukungan
Teknologi Informasi

Penghitungan kinerja ‘Persentase Kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan
Teknologi Informasi” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Kegiatan survei
tidak dilakukan secara mandiri, namun dengan menyisipkan pertanyaan atau menjadi
salah satu bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan Anggota DPR Rl terhadap
Dukungan Layanan Setjen dan BK DPR RI.

Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR Rl tahun 2019 sehingga
Anggota DPR RI yang menjadi sampel adalah Anggota DPR RI periode 2014-2018.
Anggota DPR RI periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019
sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat
diperoleh paling lambat di bulan Oktober 2019.

Kinerja dinilai atas kecepatan, kualitas, dan ketepatan dalam memberikan pelayanan
keprotokolan.
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DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan

Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR Rl
fNO. INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA —l
PENGHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN
1. | Persentase kepuasan 67,5% Survei 10 bulan/
Anggota DPR RI terhadap Oktober 2019
dukungan persidangan
2. | Persentase kepuasan 67.5% Survei 10 bulan/
Anggota DPR RI terhadap Oktober 2019
dukungan kegiatan
diplomasi parlemen
3. | Persentase kepuasan 67,5% Survei 10 bulan/
Pimpinan DPR Rl Oktober 2019
terhadap dukungan
i kegiatan Pimpinan
4. | Indikator pemberitaan 100% Semua media 1 tahun/ Januari-
DPR Rl di media komunikasi Desember 2019
termanfaatkan |
Penjelasan:
1. Indikator Kinerja: Persentase kepuasan Anggota DPR Rl terhadap dukungan

persidangan

Penghitungan kinerja “Persentase Kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan
persidangan” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Kegiatan survei tidak
dilakukan secara mandiri, namun dengan menyisipkan pertanyaan atau menjadi salah
satu bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan Anggota DPR Rl terhadap Dukungan
Layanan Setjen dan BK DPR RI.

Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR Rl tahun 2019 sehingga
Anggota DPR RI yang menjadi sampel adalah Anggota DPR R periode 2014-2018.
Anggota DPR Rl periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Okiober 2019
sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat
diperoleh paling lambat di bulan Oktober 2018,

Kinerja dinilai atas kecepatan, kualitas, dan ketepatan dalam memberikan pelayanan
persidangan.

13



2,

Indikator Kinerja: Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap kegiatan
diplomasi parlemen

Penghitungan kinerja “Persentase Kepuasan Anggota DPR Rl terhadap dukungan
persidangan” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Kegiatan survei tidak
dilakukan secara mandiri, namun dengan menyisipkan pertanyaan atau menjadi salah
satu bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan Anggota DPR Rl terhadap Dukungan
Layanan Setjen dan BK DPR R,

Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR RI tahun 2019 sehingga
Anggota DPR Rl yang menjadi sampel adalah Anggota DPR RI periode 2014-2019.
Anggota DPR RI periode 2018-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019
seningga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat
diperoleh paling lambat di bulan Oktober 2019.

Kinerja dinilai atas kecepatan, kualitas, dan ketepatan dalam memberikan pelayanan
diplomasi parlemen.

Indikator Kinerja: Persentase kepuasan Pimpinan DPR Rl terhadap dukungan
kegiatan Pimpinan

Penghitungan kinerja “Persentase kepuasan Pimpinan DPR RI terhadap dukungan
kegiatan Pimpinan” dilakukan melalui survei ke Pimpinan DPR RI. Kegiatan survei
dilakukan secara mandiri oleh Deputi Bidang Persidangan cg. Biro Kesekretariatan
Pimpinan.

Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR Rl tahun 2019 sehingga
Pimpinan DPR RI yang menjadi sampel adalah Pimpinan DPR Rl periode 2014-2019.
Pimpinan DPR RI periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019
sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat
diperoleh paling lambat di bulan Oktober 2019.

Indikator Kinerja: Indikator pemberitaan DPR Rl di media

Penghitungan kinerja “Indikator pemberitaan DPR Rl di media” dilakukan dengan
menganalisis kanal media pemberitaan yang digunakan oleh DPR Rl dalam
menyampaikan informasi ke publik. Kanal media pemberitaan adalah media
elektronik, media cetak, dan media sosial.

Untuk menghitung pencapaian target setiap bulan, dapat menggunakan penghitungan
proses 1/12 (satu per dua belas).
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BIRO PERSIDANGAN |
Satker Setjen

Kode dan Nomenkiatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan

Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI
NO. | INDIKATOR KINERJA | TARGET METODE JANGKA WAKTU
PENGHITUNGAN PENCAPAIAN

1. | Persentase dukungan | 100% 1 tahun = 100% 1 tahun/ Januari-
Persidangan Komisi | Desember 2019
kepada Anggota DPR Setiap masa
R! yang optimal persidangan = 20%

2. | Persentase dukungan | 100% 1 tahun = 100% 1 tahun/ Januari-
Persidangan Komisi Il Desember 2019
kepada Anggota DPR Setiap masa
Rl yang optimal persidangan = 20%

3. | Persentase dukungan | 100% 1 tahun = 100% 1 tahun/ Januari-
Persidangan Komisi |l Desember 2019
kepada Anggota DPR Setiap masa
Rl yang optimal persidangan = 20%

4. | Persentase dukungan | 100% 1 tahun = 100% 1 tahun/ Januari-
Persidangan Komisi IV Desember 2019
kepada Anggota DPR Setiap masa
Rl yang optimal persidangan = 20%

5. | Persentase dukungan | 100% 1 tahun = 100% 1 tahun/ Januari-
Persidangan Komisi V Desember 2019
kepada Anggota DPR Setiap masa
Rl yang optimal persidangan = 20%

6. | Persentase dukungan | 100% 1 tahun = 100% 1 tahun/ Januari-
Persidangan Komisi VI Desember 2019
kepada Anggota DPR Setiap masa
Rl yang optimal persidangan = 20%

7. | Persentase dukungan | 100% 1 tahun = 100% 1 tahun/ Januari-
Persidangan  Komisi Desember 2018
VIl kepada Anggota Setiap masa
DPR Rl yang optimal persidangan = 20%

8. | Persentase dukungan | 100% 1 tahun = 100% 1 tahun/ Januari-
Persidangan  Komisi Desember 2019
VIl kepada Anggota Setiap masa
DPR Rl yang optimal persidangan = 20%
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NO. | INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA |
PENGHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN

8. |Persentase  dukungan 100% 1tahun=100% | 1 tahun/ Januari-

I Persidangan Komisi X Desember 2019
kepada Anggota DPR Rl Setiap masa
yang optimal persidangan = 20%

' 10. | Persentase  dukungan |  100% 1tahun=100% | 1 tahun/ Januari-
Persidangan Komisi X _ Desember 2019
xepada Anggota DPR Rl Sehap masa .
yang optimal persidangan = 20%

11. | Persentase dukungan 100% 1 tahun = 100% 1 tahun/ Januari-
Persidangan Komisi Xl - Desember 2019
k PR RI eliap masa
y:i:iapt?n:aﬂgm ’ persidangan = 20%

| 12. | Persentase Risalah rapat| 100% 1tahun =100% | 1 tahun/ Januari-
vang diselesaikan tepat Desember 2019
waktu Setiap masa

persidangan = 20%

13. | Persentase dukungan 100% 1tahun=100% | 1 tahun/ Januari-
Persidangan  Paripuma Desember 2019
yang optimal Setiap masa

persidangan = 20%

Penjelesan:

1. Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan Komisi | kepada Anggota
DPR RI yang optimal
Penghitungan kinerja “Persentase dukungan persidangan Komisi | kepada Anggota
DPR RI yang optimal" berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi
| Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Persidangan | adalah
terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi |.
Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang
dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa
persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja
yang dihasilkan sebesar 20%.

2. Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan Komisi Il kepada Anggota

DPR Rl yang optimal
Penghitungan kinerja “Persentase dukungan persidangan Komisi Il kepada Anggota
DPR RI yang optimal’ berdasarkan terlaksananya kegiatan persidanganirapat Komisi
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l. Qutcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Persidangan | adalah
terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi |!.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang
dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa
persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja
yang dihasilkan sebesar 20%.

Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan Komisi lll kepada Anggota
DPR Rl yang optimal

Penghitungan kinerja *Persentase dukungan persidangan Komisi Il kepada Anggota
DPR RI yang optimal" berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi
ll. Qutcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Persidangan | adalah
terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi lIl.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang
dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa
persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja
yang dihasilkan sebesar 20%.

Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan Komisi IV kepada Anggota
DPR Rl yang optimal

Penghitungan kinerja “Persentase dukungan persidangan Komisi 1V kepada Anggota
DPR Rl yang optimal” berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi
IV. Qufcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Persidangan | adalah
terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi IV.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumiah masa sidang
daiam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa
persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja
yang dihasilkan sebesar 20%.

Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan Komisi V kepada Anggota
DPR Rl yang optimal

Penghitungan Kinerja “Persentase dukungan persidangan Komisi V kepada Anggota
DFR Rl yang optimal” berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi
V. Qutcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Persidangan | adalah
teraksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi V.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang
dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa
persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja
yang dihasilkan sebesar 20%.
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6.

Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan Komisi VI kepada Anggota
DPR Rl yang optimal

Penghitungan kinerja “Persentase dukungan persidangan Komisi VI kepada Anggota
DPR RI yang optimal" berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi
VI. Qutcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Persidangan | adalah
terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi VI.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang
dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa
persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja
yang dihasilkan sebesar 20%.

Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan Komisi VIl kepada
Anggota DPR Rl yang optimal

Penghitungan kinerja “Persentase dukungan persidangan Komisi VI kepada Anggota
DPR RI yang optimal” berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi
VIl. Qutcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Persidangan | adalah
terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi VII.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang
dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa
persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja
yang dihasilkan sebesar 20%.

Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan Komisi VIl kepada
Anggota DPR Rl yang optimal

Penghitungan kinerja “Persentase dukungan persidangan Komisi VIIl kepada Anggota
DPR RI yang optimal” berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi
VIll. Qutcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Persidangan | adalah
terlaksananya kegiatan persidanganirapat Komisi VIII.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang
dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa
persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja
yang dihasilkan sebesar 20%.

Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan Komisi IX kepada Anggota
DPR RI yang optimal

Penghitungan kinerja "Persentase dukungan persidangan Komisi X kepada Anggota
DPR Rl yang optimal” berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi
IX. Qutcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Persidangan | adalah
terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi IX.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang
dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa
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10.

1.

12.

persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja
yang dihasilkan sebesar 20%.

Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan Komisi X kepada Anggota
DPR Rl yang optimal

Penghitungan kinerja “Persentase dukungan persidangan Komisi X kepada Anggota
DPR Rl yang optimal® berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi
X. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Persidangan | adalah
terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi X.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang
dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa
persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja
yang dihasilkan sebesar 20%.

Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan Komisi X| kepada Anggota
DPR RI yang optimal

Penghitungan kinerja “Persentase dukungan persidangan Komisi X| kepada Anggota
DPR RI yang optimal’ berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi
Xl. Qutcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Persidangan | adalah
terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi Xl.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang
da'am satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa
persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja
yang dihasilkan sebesar 20%.

Indikator Kinerja: Persentase Risalah Rapat yang diselesaikan tepat waktu
Pe~ghitungan kinerja “Persentase risalah rapat yang diselesaikan tepat wakiu’
berdasarkan terselesaikannya risalah rapat untuk setiap persidangan/rapat DPR RI.
Qutzome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Persidangan | adalah tersusunnya
risalah rapat yang diselesaikan tepat waktu dalam jangka waktu tertentu. Risalah
rapat merupakan bagian yang fidak terpisahkan dasri sualu kegiatan
persidangan/rapat sehingga untuk setiap kegiatan persidanganirapat harus memiliki
risalah.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang
dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa
persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja
yang dihasilkan sebesar 20%. Apabila di akhir tahun anggaran terdapat risalah yang
tidak dapat diselesaikan atas kegiatan persidangan/rapat, maka dapat menjadi
pengurang capaian kinerja.
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13. Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan Paripurna yang optimal

Penghitungan kinerja “Persentase dukungan persidangan Paripurna yang optimal®
berdasarkan terlaksananya kegiatan persidanganirapat paripurna, Oufcome dari
kegiatan yang dilakukan oleh Biro Persidangan | adalah terlaksananya kegiatan
persidangan/rapat paripumna.
Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang
dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa
persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja
yang dihasilkan sebesar 20%.

20



BIRO PERSIDANGAN I

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur :

002.01.01 Program Dukungan Managjemen Pelaksanaan

Program Tugas Teknis Lainmya Setjen DPR RI
NO. | INDIKATOR KINERJA TARGET METCDE JANGKA
PENGHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN

1. | Persentase dukungan | 100% 1tahun=100% | 1 tahun/ Januari-
persidangan yang Desember 2019
digunakan oleh Badan Sefiap masa
Legislasi sesuai peraturan persidangan = 20%

2. | Persentase  dukungan | 100% 1tahun=100% | 1 tahun/ Januari-
persidangan yang Desember 2019
digunakan oleh Badan Setiap nasa
Anggaran yang Ssesuai persidangal = 20%
peraturan

3. | Persentase dukungan | 100% 1tahun=100% | 1 tahun/ Januari-
persidangan yang Desember 2019
digunakan oleh Setiap masa
Mahkamah Kehormatan persidangan = 20%

Dewan sesuai peraturan

4. | Persentase  dukungan | 100% 1 tahun=100% | 1 tahun/ Januari-
persidangan yang Desember 2019
digunakan ocleh Badan Sefiap masa
Urusan Rumah Tangga persidangan = 20%
sesuai peraturan

5. | Persentase dukungan | 100% 1 tahun=100% | 1 tahun/ Januari-
persidangan yang Desember 2018
digunakan oleh Panitia Sefiap masa
Khusus sesuai peraturan persidangan = 20%

6. | Persentase dukungan 100% 1 tahun = 100% 1 tahun/ Januari-
persidangan yang Desember 2019
digunakan oleh Badan Sefiap rasa

Akuntabilitas Keuangan
Negara sesuai peraturan

persidangar = 20%
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Penjelasan:

1.

Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan yang digunakan oleh
Badan Legislasi sesuai peraturan

Penghitungan kinerja “Persentase dukungan persidangan yang digunakan oleh
Badan Legislasi  sesuai peraturan” berdasarkan ferlaksananya kegiatan
persidangan/rapat Badan Legislasi. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro
Persidangan Il adalah terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Badan Legislasi.
Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumiah masa sidang
dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa
persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja
yang dihasilkan sebesar 20%.

Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan yang digunakan oleh
Badan Anggaran yang sesuai peraturan

Pemghitungan kinerja "Persentase dukungan persidangan yang digunakan oleh
Badan Anggaran yang sesuai peraturan’ berdasarkan terlaksananya kegiatan
persidangan/rapat Badan Anggaran. Oulcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro
Persidangan |l adalah terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Badan Anggaran.
Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang
dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa
persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja
yang dihasilkan sebesar 20%.

Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan yang digunakan oleh
Mahkamah Kehormatan Dewan sesuai peraturan

Penghitungan kinerja "Persentase dukungan persidangan yang digunakan oleh
Mahkamah Kehormatan Dewan sesuai peraturan” berdasarkan terlaksananya
kegiatan persidangan/rapat Mahkamah Kehormatan Dewan. Outcome dari kegiatan
yang dilakukan oleh Biro Persidangan |l adalah terlaksananya kegiatan
persidangan/rapat Mahkamah Kehormatan Dewan.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumiah masa sidang
dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa
persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja
yang dihasilkan sebesar 20%.

Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan yang digunakan oleh
Badan Urusan Rumah Tangga sesuai peraturan

Penghitungan kinerja "Persentase dukungan persidangan yang digunakan oleh
Badan Urusan Rumah Tangga sesuai peraturan” berdasarkan terlaksananya kegiatan
persidangan/rapat Badan Urusan Rumah Tangga. Oufcome dari kegiatan yang
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dilakukan oleh Biro Persidangan |l adalah teriaksananya kegiatan persidangan/rapat
Badan Urusan Rumah Tangga.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang
dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa
persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja
yang dihasilkan sebesar 20%.

Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan yang digunakan oleh
Panitia Khusus sesuai peraturan

Penghitungan kinerja “Persentase dukungan persidangan yang digunakan oleh
Panita Khusus sesuai peraturan” berdasarkan ferlaksananya kegiatan
persidanganirapat Panitia Khusus. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro
Persidangan |l adalah terlaksananya kegiatan persidanganirapat Panitia Khusus.
Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumiah masa sidang
daiam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa
persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja
yang dihasilkan sebesar 20%.

Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan yang digunakan oleh
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara sesuai peraturan

Penghitungan kinerja ‘Persentase dukungan persidangan yang digunakan oleh
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara sesuai peraturan” berdasarkan terlaksananya
kegiatan persidangan/rapat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Outcome dari
kegiatan yang dilakukan oleh Biro Persidangan Il adalah terlaksananya kegiatan
persidangan/rapat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang
dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa
persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja
yang dihasilkan sebesar 20%.
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BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan

Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI
NO. | INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA
PENGHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN

1. | Persentase dukungan 100% 1 tahun=100% | 1 tahun/ Januari-
kegiatan Kerjasama Desember 2019
Internasional yang sesuai Per bulan =
standar 1112 x 100%

2. | Persentase dukungan 100% 1 tahun = 100% 1 tahun/ Januari-
kegiatan Kerjasama Desember 2019
Regional yang sesuai Per bulan =
standar 1112 x 100%

3. | Persenfase dukungan 100% 1tahun=100% | 1 tahun/ Januari-
kegiatan Kerjasama Desember 2019
Bilateral yang sesuai Per bulan =
standar 112 x 100%

4. | Persentase dukungan 100% 1tahun=100% | 1 tahun/ Januari-
kegiatan Kerjasama Desember 2019
Diplomasi  Perorangan Per bulan =

| yang sesuai standar | 112x100%
Penjelasan:
1. Indikator Kinerja: Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Internasional yang

sesuai standar

Penilaian kinerja “Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Internasional yang
sesuai standar” berdasarkan teriaksananya kerjasama internasional yang dilakukan
oleh DPR RI/Badan Kerja Sama Antar Parlemen. Outcome dari kegiatan yang
dilakukan oleh Biro Kerja Sama Antar Parlemen adalah terlaksananya dukungan
kerjasama internasional, baik itu dukungan administratif maupun substansi.

Kinerja atas Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Internasional yang sesuai
standar akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam
aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12
(satu per dua belas) karena sulit memperkirakan jumlah kerjasama yang akan dijalin
oleh Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI.
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2.

Indikator Kinerja: Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Regional yang
sesuai standar

Penilaian kinerja “Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Regional yang sesuai
standar” berdasarkan terlaksananya kerjasama regional yang dilakukan oleh DPR
R!/Badan Kerja Sama Antar Parlemen. Qutcome dari kegiatan yang dilakukan oleh
Biro Kerja Sama Antar Parlemen adalah terlaksananya dukungan kerjasama regional,
baik itu dukungan administratif maupun substansi.

Kinerja atas Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Regional yang sesuai standar
akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi
monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per
dua belas) karena sulit memperkirakan jumlah kerjasama yang akan dijalin oleh
Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI.

Indikator Kinerja: Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Bilateral yang
sesuai standar

Penilaian kinerja “Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Bilateral yang sesuai
standar” berdasarkan terlaksananya kerjasama regional yang dilakukan oleh DPR
Ri/Badan Kerja Sama Anlar Parlemen. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh
Biro Kerja Sama Antar Parlemen adalah terlaksananya dukungan kerjasama bilateral,
baik itu dukungan administratif maupun substansi.

Kinerja atas Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Bilateral yang sesuai standar
akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi
monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per
dua belas) karena sulit memperkirakan jumlah kerjasama yang akan dijalin oleh
Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI.

Indikator Kinerja: Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Diplomasi
Perorangan yang sesuai standar

Penilaian kinerja “Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Diplomasi Parlemen
yang sesuai standar” berdasarkan terlaksananya kunjungan kerja diplomasi
perorangan Anggota DPR RI. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Kerja
Sama Antar Parlemen adalah teriaksananya dukungan kerjasama diplomasi
perorangan Anggota DPR R, baik itu dukungan administratif maupun substansi.
Kinerja atas Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Diplomasi Parlemen yang
sesuai standar akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per
bulan dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan
proses 1/12 (satu per dua belas) karena sulit memperkirakan jumlah kunjungan kerja
diplomasi perorangan Anggota DPR RI.
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BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur :

002.01.01

Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan

Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR R|
NO. | INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA
PENGHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN
1. | Persentase dukungan tata 100% Rekapitulasi 1 tahun/ Januari-
usaha dan Desmber 2019
kerumahtanggaan  yang
dimanfaatkan Ketua DPR
RI
2. | Persentase dukungan tata 100% Rekapitulasi 1 tahun/ Januari-
usaha dan Desmber 2019
kerumahtanggaan  yang
dimanfaatkan Wakil Ketua
DPR Rl Bidang Ekonomi
dan Keuangan
3. | Persentase dukungan tata 100% Rekapitulasi 1 tahun/ Januari-
usaha dan Desmber 2019
kerumahtanggaan  yang
dimanfaatkan Wakil Ketua
DPR RI Bidang Politik dan
Keamanan
4. | Persentase dukungan tata 100% Rekapitulasi 1 tahun/ Januari-
usaha dan Desmber 2019
kerumahtanggaan  yang
dimanfaatkan Wakil Ketua
DPR Rl Bidang Industri
dan Pembangunan
5. | Persentase dukungan tata 100% Rekapitulasi 1 tahun/ Januari-

usaha dan
kerumahtanggaan  yang
dimanfaatkan Wakil Ketua
DPR RI Bidang
Kesejahteraan Rakyat

Desmber 2019
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NO.| INDIKATORKINERJA | TARGET METODE JANGKA
PENGHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN
6. | Persentase dukungan tata 100% Rekapitulasi 9 bulan/ Januari-
usaha dan September 2019
kerumahtanggasn  yang
dimanfaatkan Wakil Ketua
DPR RI Bidang
Akuntabilitas  Keuangan
dan  Kerumahtanggaan,
Hubungan Antar Lembaga
7. |Persentase  dukungan 100% Rekapitulasi 1 tahun/ Januari-
persidangan Badan Desmber 2019
Musyawarah yang sesuai
standar
8. | Persentase dukungan 100% Rekapitulasi 1 tahun/ Januari-
persidangan Musyawarah Desmber 2019
Pimpinan yang sesuai
standar
9. | Persentase dukungan tata 100% Rekapitulasi 1 tahun/ Januari-
usaha Pimpinan Desmber 2019
Sekretariat Jenderal DPR
Rl yang sesuai standar
10. | Persentase dukungan tata 100% Rekapitulasi 1 tahun/ Januari-
usaha tenaga ahli, staf Desmber 2019
acministrasi Anggota, dan
PPNPN  yang sesuai
standar _
Penjelasan:
1. Indikator Kinerja: Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang

dimanfaatkan Ketua DPR RI

Penilaian kinerja “Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang
dimanfaatkan Ketua DPR RI" berdasarkan terlaksananya dukungan tata usaha dan
kerumahtanggaan yang dimanfaatkan Ketua DPR RI. Qutcome dari kegiatan yang
dilakukan oleh Biro Kesekrelariatan Pimpinan adalah terlaksananya dukungan tata
usaha dan kerumahtanggaan yang dimanfaatkan Ketua DPR RI.

Penilaian kinerja “Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang
dimanfaatkan Ketua DPR RI" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu
berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut
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dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di
luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang fahun anggaran. Bentuk ouput-
nya berupa laporan kegiatan tata usaha dan kerumahtanggaan Ketua DPR RI.
Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan
dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses
1/12 (satu per dua belas).

Indikator Kinerja: Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang
dimanfaatkan Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan

Penilaian kinerja “Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang
dimanfaatkan Wakil Ketua DPR Rl Bidang Ekonomi dan Keuangan® berdasarkan
terlaksananya dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang dimanfaatkan Wakil
Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Oufcome dari kegiatan yang
dilakukan oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan adalah terlaksananya dukungan lata
usaha dan kerumahtanggaan yang dimanfaatkan Wakil Ketua DPR RI Bidang
Ekonomi dan Keuangan.

Penilaian kinerja “Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang
dimanfaatkan Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan" dilakukan dengan
metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu
tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumiah
oufput yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun
anggaran. Bentuk oufput-nya berupa laporan kegiatan tata usaha dan
kerumahtanggaan Wakil Ketua DPR Rl Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan
dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses
1112 (satu per dua belas).

Indikator Kinerja: Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang
dimanfaatkan Wakil Ketua DPR Rl Bidang Politik dan Keamanan

Penilaian kinerja “Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang
dimanfaatkan Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan® berdasarkan
terlaksananya dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang dimanfaatkan Wakil
Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan. Outcome dari kegiatan yang
dilakukan oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan adalah terlaksananya dukungan tata
usaha dan kerumahtanggaan yang dimanfaatkan Wakil Ketua DPR Rl Bidang Politik
dan Keamanan.

Penilaian kinerja “Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang
dimanfaatkan Wakil Ketua DPR R! Bidang Politik dan Keamanan® dilakukan dengan
metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu
tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah
output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun
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anggaran. Bentuk oufputnya berupa laporan kegiatan ftala usaha dan
kerumahtanggaan Wakil Ketua DPR Rl Bidang Politik dan Keamanan.

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan
dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses
112 (satu per dua belas).

Indikator Kinerja: Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang
dimanfaatkan Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan

Penilaian kinerja "Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang
dimanfaatkan Wakil Ketua DPR Rl Bidang Industri dan Pembangunan” berdasarkan
terlaksananya dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang dimanfaatkan Wakil
Ketua DPR Rl Bidang Ekonomi dan Keuangan. Outcome dari kegiatan yang
dilakukan oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan adalah terlaksananya dukungan tata
usaha dan kerumahtanggaan yang dimanfaatkan Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri
dan Pembangunan.

Penilaian kinerja "Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang
dimanfaatkan Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan” dilakukan
dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka
waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti
jumlah outpuf yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang
tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan kegiatan fata usaha dan
kerumahtanggaan Wakil Ketua DPR R| Bidang Industri dan Pembangunan.
Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan
dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses
1112 (satu per dua belas).

Indikator Kinerja: Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang

dimanfaatkan Wakil Ketua DPR Rl Bidang Kesejahteraan Rakyat

Penilaian kineria "Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang
dimanfaatkan Wakil Ketua DPR Rl Bidang Kesejahteraan Rakyal" berdasarkan
teriaksananya dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang dimanfaatkan Wakil
Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat. Oufcome dari kegiatan yang dilakukan
oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan adalah terlaksananya dukungan tata usaha dan
kerumahtanggaan yang dimanfaatkan Wakil Ketua DPR Rl Bidang Kesejahteraan
Rakyat.

Penilaian kinerja "Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang
dimanfaatkan Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat" dilakukan dengan
metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka wakiu
tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah
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output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun
anggaran. Bentuk oufput-nya berupa laporan kegiatan tata usaha dan
kerumahtanggaan Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan
dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses
1/12 (satu per dua belas).

Indikator Kinerja: Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang
dimanfaatkan Wakil Ketua DPR Rl Bidang Akuntabilitas Keuangan dan
Kerumahtanggaan, Hubungan Antar Lembaga

Penilaian kineria “Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang
dimanfaatkan Wakil Ketua DPR Rl Bidang Akuntabilitas Keuangan dan
Kerumahtanggaan, Hubungan Antar Lembaga® berdasarkan terlaksananya dukungan
tata usaha dan kerumahtanggaan yang dimanfaatkan Wakil Ketua DPR RI Bidang
Akuntabilitas Keuangan dan Kerumahtanggaan, Hubungan Antar Lembaga. Outcome
dar kegiatan yang dilakukan oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan adalah
terlaksananya dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang dimanfaatkan Wakil
Ketua DPR RI Bidang Akuntabilitas Keuangan dan Kerumahtanggaan, Hubungan
Antar Lembaga.

Perilaian kinerja “Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang
dimanfaatkan Wakil Ketua DPR Rl Bidang Akuntabilitas Keuangan dan
Kerumahtanggaan, Hubungan Antar Lembaga" dilakukan dengan metode
Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka wakftu tertentu.
Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang
akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran.
Bentuk output-nya berupa laporan kegiatan tata usaha dan kerumahtanggaan Wakil
Ketua DPR RI Bidang Akuntabilitas Keuangan dan Kerumahtanggaan, Hubungan
Antar Lembaga.

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Uniuk pencapaian kinerja per bulan
dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/2
(satu per sembilan).

Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan Badan Musyawarah yang
sesuai standar

Penghitungan kinerja “Persentase dukungan persidangan Badan Musyawarah yang
sesuai standar” berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Badan
Musyawarah. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Kesekretariatan
Pimpinan adalah terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Badan Musyawarah.
Penilaian kinerja “Persentase dukungan persidangan Badan Musyawarah yang
sesuai standar” dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi
dokumen dalam jangka waktu terfentu. Metode tersebut dipilih karena sulit
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memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendaii unit kerja
dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk oufput-nya berupa laporan
kegiatan persidangan Badan Musyawarah.

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan
dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses
1112 (satu per dua belas).

Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan Musyawarah Pimpinan
yang sesuai standar

Penghitungan kinerja “Persentase dukungan persidangan Musyawarah Pimpinan
yang sesuai standar berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat
Musyawarah Pimpinan. Oufcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro
Kesekretariatan Pimpinan adalah terlaksananya kegiatan persidangan/rapat
Musyawarah Pimpinan.

Penilaian kinerja "Persentase dukungan persidangan Musyawarah Pimpinan yang
sesuai standar” dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi
dokumen dalam jangka wakiu tertentu. Metode tersebut dipilh karena sulit
memperkirakan secara pasti jumlah outpuf yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja
dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk oufpuf-nya berupa laporan
kegiatan persidangan Musyawarah Pimpinan.

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan
dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses
1/12 (satu per dua belas).

Indikator Kinerja: Persentase dukungan tata usaha Pimpinan Sekretariat
Jenderal DPR Rl yang sesuai standar

Penghitungan kinerja “Persentase dukungan tata usaha Pimpinan Sekretariat
Jenderal yang sesuai standar” berdasarkan terlaksananya dukungan tata usaha
terhadap Pimpinan Sekrefariat Jenderal DPR Rl yaitu, Sekretaris Jenderal, Depuli
Bidang Persidangan, dan Deputi Bidang Administrasi. Oufcome dari kegiatan yang
dilakukan oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan adalah terlaksananya dukungan tata
usaha bagi Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Penilaian kinerja "Persentase dukungan tata usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal
yang sesuai standar’ dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan
rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilin karena
sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit
kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan
kegiatan tata usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan
dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses
1/12 (satu per dua belas).
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10. Indikator Kinerja: Persentase dukungan tata usaha tenaga ahli, staf administrasi

Anggota, dan PPNPN yang sesuai standar

Penghitungan kinerja “Persentase dukungan tata usaha tenaga ahli, staf administrasi
Anggota, dan PPNPN yang sesuai standar® berdasarkan terlaksananya dukungan
tata usaha terhadap fenaga ahli, staf administrasi Anggota, dan PPNPN. Outcome
dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan adalah
terlaksananya dukungan tata usaha bagi tenaga ahli, staf administrasi Anggota, dan
PPNPN.

Penilaian kinerja “Persentase dukungan tata usaha tenaga ahli, staf administrasi
Anggota, dan PPNPN yang sesuai standar” dilakukan dengan metode Rekapitulasi,
yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. Melode
tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah oufput yang akan
dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk
output-nya berupa laporan kegiatan tata usaha bagi tenaga ahli, staf administrasi
Anggota, dan PPNPN.

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan
dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses
112 (satu per dua belas).
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BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan

Program Tugas Teknis Lainnya Setien DPR Rl
NO. INDIKATOR TARGET METODE JANGKA
KINERJA PENGHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN
1. | Tingkat keterikatan 615.000 Jumlah 1 tahun/
publik  terhadap | pengunjung/pengikut | pengunjung/follower/ Januari-
media sosial dan subscriber/likes di Desember
website DPR Rl kanal media sosial 2018
dan website DPR RI
2. | Peringkat Informatif Penghargaan dari 1 tahun/
pelayanan Pejabat Komisi Informasi Januari-
Pengelola Pusat (KIP) Desember
Informasi 2019
Dokumentasi |
3. | Tingkat keterikatan 100% Penayangan berita 1 tahun/
public  terhadap TV Parlemen di Januari-
siaran TV media elektronik Desember
Parlemen _ 2019
4. | Persentase 100% Jumlah majalah dan 1 tahun/
Majalah dan buletin Januari-
Buletin parlementaria yang Desember
Parlementaria didistribusikan 2019
yang disampaikan dibanding jumlah
kepada marlTalah dtan_ buletin
parlementaria yang
masyarakat diatak
Penjelasan:

1.

Indikator Kinerja: Tingkat keterikatan publik terhadap media sosial dan website
DPRRI

Penghitungan kinerja ‘Tingkat keterikatan publik terhadap media sosial dan website
DPR RI" berdasarkan jumlah pengunjung website DPR RI dan jumiah follower/likes di
kanal media sosial DPR Rl yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube. Jumlah
pengunjung/follower/likes merupakan outcome dari Biro Pemberitaan Parlemen dalam
membangun keterkatan publik atas berita-berita DPR RI sehingga saat publik
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mencari berita tentang DPR RI, kanal media sosial dan media online yang dimiliki
DPR RI menjadi referensi utama.

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinefja bulanan,
dapat dilihat dari jumiah pengunjung website DPR RI dan jumiah followerflikes di
kanal media sosial DPR Rl yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube di bulan
yang ditentukan.

Indikator  Kinerja: Peringkat Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi
Dokumentasi

Penghitungan kinerja “Peringkat Pelayanan Pejabat Pengelola Infomasi dan
Dokumentasi” berdasarkan penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat
(KIP). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berfungsi sebagai
pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan
amanat UU No.14/2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dengan keberadaan
PPID, maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih
mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

PPID Award merupakan penghargaan bagi badan publik atas transparansi dalam
menyampaikan informasi berdasarkan kriteria tertentu, Ada tiga jenis penghargaan
berdasarkan kualifikasinya yaitu Badan Publik Informatif, Badan Publik Menuju
Informatif, dan Badan Publik Cukup Informatif. PPID Award merupakan outcome Biro
Pemberitaan Parlemen dalam penyampaian informasi ke publik untuk selanjutnya
dinilai apakah PPID sudah cukup informatifitransparan atau belum.

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Kegiatan pemberian award umumnya
dilaksanakan di akhir tahun oleh KIP.

Indikator Kinerja: Tingkat Keterikatan Publik terhadap siaran TV Parlemen
Penghitungan kinerja “Tingkat Keterikatan Publik terhadap siaran TV Parlemen’
berdasarkan jumlah siaran TV Parlemen yang ditayangkan di media elektronik. Siaran
TV Parlemen dibiayai oleh APBN sehingga hasil dari siaran tersebut harus
tersampaikan ke masyarakat.

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan
dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses
1/12 (satu per dua belas).

Indikator Kinerja: Persentase Majalah dan Buletin Parlementaria yang
disampaikan kepada masyarakat

Penghitungan kinerja “Persentase Majalah dan Buletin Parlementaria yang
disampaikan kepada masyarakat' berdasarkan jumlah Majalah dan Buletin
Parlementaria yang disampaikan kepada masyarakat dibandingkan dengan jumlah
Majalah dan Buletin Parlementaria yang dicetak. Jumlah Majalah dan Buletin
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Parlementaria yang dicetak sebanyak 246.000 eksemplar, yang didistribusikan ke
4.000 titik di dalam negeri dan 1.000 titik di luar negeri.

Kinerjanya akan dipercleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan,
disesuaikan dengan jumlah Majalah dan Buletin Parlementaria yang didistribusikan.
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DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan

Program Tugas Teknis Lainnya Setien DPR RI

NO. | INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA

PENGHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN

1. | Persentase kepuasan 87,5% Survei 10 bulan/
Anggota DPR Rl terhadap Oktober 2019
dukungan keprotokolan

2. | Persentase pertimbangan 100% Jumlah 12 bulan/
hukum kepada DPR Ri pertimbangan Januari 2020

hukum yang
digunakan oleh
DPRRI

3. | Persentase kepuasan 85% Survei 10 bulan/
Anggota DPR Rl terhadap Oktober 2019
kompetensi SDM

4. | Persentase kepuasan |  77,50% Survei 10 bulan/
Anggota DPR Rl terhadap Oktober 2019
cukungan  administrasi
keuangan dan perjalanan
dinas

5. | Persentase kepuasan 37,50% Survei 10 bulan/
Anggota DPR Rl terhadap Oktober 2019
dukungan sarana dan
prasarana gedung

6. | Persentase kepuasan Survei 10 bulan/
Anggota DPR Rl terhadap 67,5% Oktober 2019
dukungan umum
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Penjelasan:

1.

Indikator Kinerja: Persentase kepuasan Anggota DPR Rl terhadap dukungan
keprotokolan

Penghitungan Kinerja “Persentase kepuasan Anggota DPR Rl terhadap dukungan
keprotokolan" dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Kegiatan survei tidak
dilakukan secara mandiri, namun dengan menyisipkan pertanyaan atau menjadi salah
satu bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan Anggota DPR RI terhadap Dukungan
Layanan Setjen dan BK DPR RI.

Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setien dan BK DPR Rl tahun 2019 sehingga
Anggota DPR Rl yang menjadi sampel adalah Anggota DPR RI periode 2014-2019,
Anggota DPR RI periode 2019-2024 akan dilantik pada fanggal 1 Oktober 2019
sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat
diperoleh paling lambat di bulan Oktober 2019.

Kinerja dinilai atas kecepatan, kualitas, dan ketepatan dalam memberikan pelayanan
keprotokolan.

indikator Kinerja: Persentase pertimbangan hukum kepada DPR RI

Outcome dari indikator kinerja ‘Persentase pertimbangan hukum kepada DPR RI'
adalah persentase atas pertimbangan hukum yang digunakan DPR RI. Ruang lingkup
‘digunakan” saat pertimbangan hukum tersebut disampaikan ke DPR RI. Pihak
kesetienan tidak dapat mengendalikan/mengintervensi sampai sejauh mana
pertimbangan hukum tersebut dimanfaatkan oleh DPR RI.

Jangka waktu pencapaian kegiatan tersebut adalah satu tahun sehingga
penghitungan kinerja dapat dilihat pada akhir tahun berjalan atau awal tahun
mendatang (T+1). Bagi unit kerja terkait (Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat)
ticak dapat menghitung pencapaian per bulan karena kasus hukum yang dialami oleh
DPR RI tidak dapat diprediksi/diestimasi. Berdasarkan kondisi tersebut, maka kinerja
dari indikator kinerja tersebut pada akhir tahun 2019 adalah 100% sepanjang Biro
Hukum dan Pengaduan Masyarakat memberikan dukungan pertimbangan hukum
bagi DPRRI.

Indikator Kinerja: Persentase kepuasan Anggota DPR Rl terhadap kompetensi
SDM

Penghitungan Kinerja "Persentase kepuasan Anggota DPR Rl terhadap kompetensi
SDM" dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Kegiatan survei tidak dilakukan
secara mandir, namun dengan menyisipkan pertanyaan atau menjadi salah satu
bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan Anggota DPR RI terhadap Dukungan
Layanan Setjen dan BK DPR RI.

Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR RI tahun 2018 sehingga
Anggota DPR Rl yang menjadi sampel adalah Anggota DPR RI periode 2014-2018.
Anggota DPR RI periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019
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sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat
diperoleh paling lambat di bulan Okltober 2019.
Kinerja dinilai atas kompetensi dan perilaku SDM.

Indikator Kinerja: Persentase kepuasan Anggota DPR Rl terhadap dukungan
administrasi keuangan dan perjalanan dinas

Penghitungan Kinerja "Persentase kepuasan Anggota DPR RI lerhadap dukungan
administrasi keuangan dan perjalanan dinas" dilakukan melalui Survei ke Anggota
DPR RI. Kegiatan survei tidak dilakukan secara mandiri, namun dengan menyisipkan
pertanyaan atau menjadi salah satu bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan
Anggota DPR R terhadap Dukungan Layanan Setjen dan BK DPR RI.

Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setien dan BK DPR RI tahun 2019 sehingga
Anggota DPR RI yang menjadi sampel adalah Anggota DPR RI periode 2014-2019.
Anggota DPR RI periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019
sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat
diperoleh paling lambat di bulan Oktober 2019.

Kinerja dinilai atas kecepatan, kualitas, dan ketepatan dalam memberikan dukungan
administrasi keuangan dan perjalanan dinas.

Indikator Kinerja: Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan
sarana dan prasarana gedung

Penghitungan Kinerja "Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan
sarana dan prasarana gedung” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.
Kegiatan survei tidak dilakukan secara mandir, namun dengan menyisipkan
pertanyaan atau menjadi salah satu bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan
Anggota DPR Rl terhadap Dukungan Layanan Setjen dan BK DPR RI.

Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR Rl tahun 2019 sehingga
Anggota DPR R! yang menjadi sampel adalah Anggota DPR RI periode 2014-2018.
Anggota DPR Rl periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019
sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat
diperoleh paling lambat di bulan Oktober 2019.

Kinerja dinilai atas kualitas atas Ruang Kerja Anggota DPR RI, Ruang Rapat
Paripurna dan Ruang Rapat AKD.

Indikator Kinerja: Persentase kepuasan Anggota DPR Rl terhadap dukungan
umum

Penghitungan Kinerja “Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan
sarana dan prasarana gedung’ dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.
Kegialan survei tidak dilakukan secara mandiri, namun dengan menyisipkan
pertanyaan atau menjadi salah satu bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan
Anggota DPR Rl terhadap Dukungan Layanan Setjen dan BK DPR RI.
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Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR Rl tahun 2019 sehingga
Anggota DPR RI yang menjadi sampel adalah Anggota DPR R periode 2014-2019.
Anggota DPR RI periode 2019-2024 akan dilantik pada fanggal 1 Oktober 2019
sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat
diperoleh paling lambat di bulan Oktober 2019.

Kinerja dinilai atas kecepatan, kualitas, dan kelepalan layanan pengalaman dalam
Gedung DPR Rl dan kualilas Alat Rumah Tangga Kantor (ARTK) dan
kelengkapannya pada ruang kerja Anggota DPR RI.
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BIRO PROTOKOL

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan

Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI

NO. | [INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA

PENGHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN

1. | Persentase dukungan 85% Jumlah Anggota 10 bulan/
keprofokolan yang DPR Rl yang Oktober 2019
dimanfaatkan oleh menerima
Anggota DPR Rl dan dukungan profokol
Pimpinan Sekretariat di bandara dibagi
Jenderal dan  Badan dengan Jumiah
Keahlian DPR R SR DRES )

(560 orang)

2. | Persentase 100% Jumlah 1 tahun/
penyelenggaraan upacara penyelenggaraan Desember 2019/
kenegaraan dan upacara Januari 2020
penyaluran delegasi kenegaraan yang
masyarakat yang sesuai sesuai SOP dibagi
dengan SOP dengan Jumlah

penyelenggaraan
upacara
kenegaraan

Penjelasan:

1.

Indikator Kinerja: Persentase dukungan keprotokolan yang dimanfaatkan oleh
Anggota DPR Rl dan Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Penghitungan Kinerja “Persentase dukungan keprotokolan yang dimanfaatkan oleh
Anggota DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI'
dilakukan dengan membandingkan jumiah Anggota DPR Rl yang menerima
dukungan keprotokolan di bandara dengan seluruh jumiah Anggota DPR RI (560
Anggota). Meskipun, per 1 Oktober 2019 bertambah menjadi 575 Anggota,
pembandingnya tetap 560 Anggota karena jangka wakiu penggunaan oleh Anggota
DPR RI pericde 2014-2019 lebih dominan dibandingkan Anggota DPR RI periode

2019-2024.




Jangka waktu pencapaian kegiatan adalah 10 bulan atau hingga bulan Oktober 2019.

Indikator Kinerja: Persentase penyelenggaraan upacara kenegaraan dan
penyaluran delegasi masyarakat yang sesuai dengan SOP

Penghitungan Kinerja “Persentase penyelenggaraan upacara kenegaraan dan
penyaluran delegasi masyarakat yang sesuai dengan SOP" dilakukan dengan
membandingkan jumiah penyelenggaraan upacara kenegaraan yang sesuai SOP
dibagi dengan jumlah penyelenggaraan upacara kenegaraan.

Jangka waktu pencapaian kegiatan adalah satu tahun. Untuk melihat capaian kinerja
bulanan, dapat membandingkan jumlah pelaksanaan upacara kenegaraan yang telah
terlaksana dibandingkan dengan rencana kegiatan pelaksanaan upacara kenegaraan.
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BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan

Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI
NO. | INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA |
PENGHITUNGAN WAKTU
| PENCAPAIAN
1. | Persentase pertimbangan 100% Rekapitulasi 1 tahun /
hukum kepada Pimpinan Januari-
DPR RI dan Pimpinan Desember 2019

Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI

2, | Persentase analisis surat 100% Rekapitulasi 1 tahun/
aspirasi dan Pengaduan Januari-
Masyarakat yang sesuai Desember 2019
SOP

Penjelasan:

1. Indikator Kinerja Persentase pertimbangan hukum kepada Pimpinan DPR RI

dan Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl

Penghitungan kinerja ‘Persentase pertimbangan hukum kepada Pimpinan DPR RI
dan Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI" berdasarkan
terlaksananya pemberian pertimbangan hukum kepada Pimpinan DPR Rl dan
Pimpinan Setjen dan BK DPR RI, Oufcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro
Hukum dan Pengaduan Masayarakat adalah disampaikannya pertimbangan hukum
kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Setjen dan BK DPR RI. Saat pertimbangan
hukum sudah disampaikan ke Pimpinan, maka kinerja dari Biro Hukum dan
Pengaduan Masyarakat terpenuhi.

Penilaian kinerja “Persentase pertimbangan hukum kepada Pimpinan DPR RI dan
Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI" dilakukan dengan
metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu
tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumiah
output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun
anggaran.

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan
dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses
1/12 (satu per dua belas).
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2.

Indikator Kinerja: Persentase analisis surat aspirasi dan Pengaduan Masyarakat
yang sesuai SOP

Penghitungan kinerja “Persentase analisis surat aspirasi dan Pengaduan Masyarakat
yang sesuai SOP" berdasarkan terlaksananya analisis surat aspirasi dan pengaduan
masyarakat yang sesuai SOP. Oufcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro
Hukum dan Pengaduan Masayarakat adalah disampaikannya analisis surat aspirasi
dan pengaduan masyarakat ke masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD)
terkait. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat memiliki aplikasi sebagai
penghubung..

Penilaian kinerja "Persentase analisis surat aspirasi dan Pengaduan Masyarakat yang
sesuai SOP" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi
dokumen dalam jangka waklu tertentu. Metode tersebut dipilin karena sulit
memperkirakan secara pasti jumiah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja
dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran.

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan
delam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses
1112 (satu per dua belas).
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BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan

Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI
NO. | INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA
PENGHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN
1. | Hasil penerapan merit | kategori 3 Penilaian oleh 1 tahun
sistem dalam manajemen Komisi Aparatur
ASN Sipil Negara (KASN)
2. | Persentase dukungan 100% Rekapitulasi 1 tahun/ Januari-
administrasi keanggotaan Desember 2019

dan kesekretariatan fraksi
yang sesuai SOP

3. | Hasil penilaian 4 Penilaian oleh 1 tahun
berdasarkan KemenPAN & RB
PERMENPAN RB no. 20

_ tahun 2018

4, | Meningkatnya kualitas | 11 layanan Rekapitulasi 1 fahun/ Januari-
dukungan kesehatan Desember 2019

5. | Layanan dukungan 1 layanan Rekapitulasi 1 tahun/ Januari-
operasional dan Desember 2019
pemeliharaan

Penjelasan:

1. Indikator Kinerja: Hasil penerapan merit sistem dalam manajemen ASN

Penghitungan kinerja “Hasil penerapan merit sistem dalam manajemen ASN'
berdasarkan atas Peraturan KASN No. 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri
Peneraparn Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Peraturan tersebut mengatur kriteria dan tata cara untuk mengevaluasi apakah
iantansi pemerintah sudah menerapkan sistem merit. Penilaian dilakukan dengan
metode penilaian mandiri (self assesment), dimana Tim Penilai Instansi yang dibentuk
oleh PPK melaksanakan penilaian berdasarkan kriteria dan sub-kriteria yang telah
ditetapkan KASN. Terdapat 8 kriteria penilaian. Hasil penilaian kemudian disampaikan
kepada PPK untuk kemudian disampaikan kepada Ketua KASN. Setelah diverifikasi
oleh Tim KASN maka hasil penilaian diajukan ke Pimpinan KASN untuk mendapatkan
persetujuan.

44




Hasil penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah dikelompokkan

dalam kategori penilaian sesuai nilai dan indeks yang dicapai, sebagaimana

dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi No.40 Tahun 2018 dan Peraturan KASN No.5 Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Kategori | (nilai 100-174), dengan indikator berwarna merah menunjukkan bahwa
instansi dinilai 'BURUK'. Instansi dalam kategori ini masih perlu dibimbing intensif
untuk dapat memenuhi persyaratan yang diharapkan dalam penerapan sistem
merit manajemen ASN

b. Kategori Il (nilai 175-249), dengan indikator berwama kuning, menunjukkan
bahwa instansi dinilai 'KURANG', Instansi dalam kategori ini perlu dibimbing
untuk melengkapi berbagai persyaratan sistem merit dalam manajemen ASN.

c. Ketegori Il (nilai 250-324), dengan indikator berwarna hijau, menunjukkan bahwa
instansi dinilai ‘BAIK". Instansi dalam kateogri ini masih perlu menyempurnakan
berbagai persyaratan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di
instansinya, tetapi sudah dapat menerapkan seleksi terbatas dari talent pool
dengan pengawasan KASN serta dievaluasi setiap tahun.

d. Kategori IV (nilai 325-400), dengan indikator berwamna biru, menunjukkan bahwa
instansi dinilai ‘SANGAT BAIK'. Instansi dalam kategon ini menunjukkan bahwa
sebagian besar persyaratan sudah dipenuhi dan sudah dapat dijinkan untuk
menjalankan seleksi terbatas di instansinya melalui falent pool dan dievaluasi
setiap 2 (dua) tahun.

Indikator Kinerja: Persentase dukungan administrasi keanggotaan dan
kesekretariatan fraksi yang sesuai SOP

Penghitungan kinerja “Persentase dukungan administrasi keanggotaan dan
kesekretariatan fraksi yang sesuai SOP" berdasarkan terlaksananya dukungan
administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi yang sesuai SOP. Outcome dari
kegiatan yang dilakukan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi adalah terlaksananya
dukungan administrasi bagi Anggota DPR RI dan fraksi-fraksi seperti seminar, FGD,
dan jamuan tamu.

Penilaian kinerja “Persentase dukungan administrasi keanggotaan dan
kesekretariatan fraksi yang sesuai SOP" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu
berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut
dipilin karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di
luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran.

Kirerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan
dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses
112 (satu per dua belas).
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3.

Indikator Kinerja: Hasil penilaian berdasarkan PERMENPAN RB No. 20 tahun
2018

Penghitungan kinerja "Hasil penilaian berdasarkan PERMENPAN RB No. 20 tahun
2018" berdasarkan PermenPAN & RB No.20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi
Kelembagaan Instansi Pemerintah. Berdasarkan PermenPAN & RB tersebut, terdapat
lima peringkat yaitu:
a. Peringkat Komposit 1 (nilai 0-20)
Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong
tidak baik.
b. Peringkat Komposit 2 (nilai 21-40)
Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong
kurang baik.
c. Peringkat Komposit 3 (nilai 41-60)
Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong
cukup efektif.
d. Peringkat Komposit 4 (61-80)
Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong
efektif.
e. Peringkat Komposit 5 (81-100)
Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong
sangat efektif.

Indikator Kinerja: Meningkatnya kualitas dukungan kesehatan

Penghitungan kinerja “Meningkatnya kualitas dukungan kesehatan" berdasarkan
terlaksananya dukungan kesehatan bagi Anggota DPR RI, PNS, dan PPNPN di
lingkungan Setjien dan BK DPR RI. Sebelas layanan yang diberikan oleh Biro
Kepegawaian dan Organisasi yaitu:

Spesialis Anak

Spesialis Jantung

Spesialis Mata

Spesialis Internis

Kesehatan Jiwa

Spesialis Neurologi

Spesialis Kebidanan dan Kandungan

Spesialis THT

Ahli Gizi

Patologi

. Apoteker

Penilaian kinerja “Meningkatnya kualitas dukungan kesehatan® dilakukan dengan
metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu
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tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah
output yang akan dicapaildi luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun
anggaran.

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan
dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses
1/12 (satu per dua belas).

Indikator Kinerja: Layanan dukungan operasional dan pemeliharaan
Penghitungan kinerja ‘“Layanan dukungan operasional dan opemeliharaan”
berdasarkan kegiatan rutinfoperasional yang dilakukan oleh Biro Kepegawaian dan
Organisasi. Kinerja lersebut merupakan kinerja generk dimana semua
Kementerian/Lembaga memilikinya dan besaran dan satuan oufpuf-nya sudah
ditentukan oleh Kementerian Keuangan.

Penilaian kinerja “Layanan dukungan operasional dan opemeliharaan® dilakukan
dengan meiode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka
waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti
jumlah output yang akan dicapaildi luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang
tahun anggaran.

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan
dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses
1112 (satu per dua belas).
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BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan

Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI
' NO. INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA
PENGHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN

1. | Persentase hasil 90% Total anggaran 1 tahun/
penelaahan/penelitian tahun 2019 yang Desember 2019/
terhadap rencana anggaran tidak diblokir Januari 2020
unit kerja yang sesuai terhadap total
dengan peraturan anggaran tahun

2019

2. | Persentase kualitas 82% Penilaian oleh 1 tahun/
evaluasi, monitoring dan Kementerian Desember 2019/
kualitas laporan keuangan Keuangan Januari 2020
DPR RI melalui
implementasi Pengendalian
Internal Pelaporan
Keuangan (PIPK)

3. | Indeks indikator kinerja 85 Penilaian oleh 1 tahun/
pelaksanaan anggaran Kementerian Desember 2019/
(IKPA) Keuangan Januari 2020

4 | Persentase dukungan 95% Survei 10 bulan/
perjalanan dinas secara Oktober 2019
tepat waktu dan sesuai

| prosedur
Penjelasan

1.

Indikator Kinerja : Persentase hasil penelaahan/penelitian terhadap rencana
anggaran unit kerja yang sesuai dengan peraturan

Penilaian Kinerja “Persentase hasil penelaahan/peneliian terhadap rencana
anggaran unit kerja yang sesuai dengan peraturan” dilakukan dengan
membandingkan antara total anggaran tahun 2019 yang tidak diblokir oleh
Kementerian Keuangan terhadap total anggaran tahun 2019.

Penyebab suatu anggaran diblokir oleh Kemenierian Keuangan adalah kurang efektif
dan efisien dalam menyusun anggaran dan fidak lengkapnya data dukung. Biro
Perencanaan dan Keuangan sebagai feading sector dalam penyusunan program
kerja dan anggaran berperan dalam mengoordinasikan agar anggaran yang disusun
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oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI efektif
dan efisien serta dilengkapi dengan data dukung.

Jangka wakiu pencapaian kinerja adalah satu tahun karena meskipun pada DIPA
(Awal) Tahun 2019 terdapat anggaran yang dibintang/blokir, Kementerian Keuangan
memberikan kesempatan untuk revisi buka bintang/blokir hingga jangka wakiu
tertentu dalam tahun berjalan.

Indikator Kinerja: Persentase kualitas evaluasi, monitoring dan kualitas laporan
keuangan DPR Rl melalui implementasi Pengendalian Internal Pelaporan
Keuangan (PIPK)

Penilaian Kinerja "Persentase kualitas evaluasi, monitoring dan kualitas laporan
keuangan DPR Rl melalui implementasi Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan
(FIPK)" dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang didasarkan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian,
dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. PIPK
adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan
yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang
andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Kinerja atas penilaian PIPK tersebut akan diperoleh sekitar bulan Januari 2020.

Indikator Kinerja: Indeks indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)
Penilaian Kinerja “Indeks indikartor kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)" dilakukan
oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk
mengukur  kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementeran
Negara/lLembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan
anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Kinerja atas penilaian IKPA tersebut akan diperoleh sekitar bulan Januari 2020.

Indikator Kinerja: Persentase dukungan perjalanan dinas secara tepat waktu
dan sesuai prosedur

Penghitungan Kinerja "Persentase dukungan perjalanan dinas secara tepat waktu dan
sesuai prosedur” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Kegiatan survei tidak
dilakukan secara mandiri, namun dengan menyisipkan pertanyaan atau menjadi salah
satu bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan Anggota DPR Rl terhadap Dukungan
Layanan Setjen dan BK DPR RI.

Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR Rl tahun 2019 sehingga
Anggota DPR RI yang menjadi sampel adalah Anggota DPR RI periode 2014-2019.
Anggota DPR RI pericde 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019
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sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat
diperoleh paling lambat di bulan Oktober 2019.
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BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Satker Setjen
Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Program Tugas Teknis Lainnya Setien DPR RI
NO. | INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA
PENGHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN
1. | Persentase dokumen 100% Rekapitulasi 1 tahun/ Januari-
administrasi  BMN yang Desember 2019
dimanfaatkan sebagai
pengambilan keputusan
2. | Persentase keluhan 100% Jumlah keluhan | 1 tahun/ Januari-
terhadap saran, prasarana yang ditindaklanjuti | Desember 2019
gedung dan instalasi yang dibanding dengan
ditindaklanjuti jumiah keluhan
yang masuk
3. | Persentase keluhan 100% Jumiah keluhan | 1 tahun/ Januari-
terhadap sarana dan yang ditindaklanjuti | Desember 2019
prasarana Rumah Jabatan dibanding dengan
Anggota  dan Rumah jumliah keluhan
Jabatan Pimpinan yang yang masuk
ditindaklanjuti
4, | Persentase dukungan 100% Tingkat hunian 1 tahun/ Januari-
pengguna wisma DPR R (occupancy rate) | Desember 2019
yang terakomodasi
5. | Tercapainya 1 tahun/ Januari-
pembangunan Gedung 1 layanan Desember 2019
Nusantara 1A dan
Poliklinik
6. | Tercapainya 1layanan 1 tahun/ Januari-
pembangunan Alun-Alun Desember 2019
Demokrasi
7. | Layanan dukungan 1 layanan Rekapitulasi 1 tahun/ Januari-
operasional dan Desember 2019
pemeliharaan
Penjelasan:
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Indikator Kinerja: Persentase dokumen administrasi BMN yang dimanfaatkan
sebagai pengambilan keputusan

Penghitungan kinerja “Persentase dokumen administrasi BMN yang dimanfaatkan
sebagai pengambilan keputusan” berdasarkan digunakannya dokumen administrasi
BMN oleh Setjen dan BK DPR Rl dalam pengambilan keputusan. Batasan digunakan
adalah saat dokumen tersebut disampaikan ke Pimpinan Setjen dan BK DPR RI. Ada
12 dokumen administrasi BMN yang dihasilkan yaitu:

a. Laporan BMN Semester 1 dan 2 Tingkat Satker

Laporan BMN Semester 1 dan 2 Tingkat Lembaga

Laporan BMN Tahunan Unaudited Tingkat Satker

Laporan BMN Tahunan Unaudited Tingkat Lembaga

Laporan BMN Tahunan Audited Tingkat Satker

Laporan BMN Tahunan Audited Tingkat Lembaga

Laporan Inventarisasi/Opname Fisik Semester 1 dan 2

Laporan Penatausahaan BMN

i. Laporan Penghapusan dan Pelelangan

j. Laporan Pelaksanaan Sewa Menyewa BMN

k. Laporan Rencana Kebutuhan BMN

|.  Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN

Penilaian kinerja "Persentase dokumen administrasi BMN yang dimanfaatkan sebagai
pengambilan keputusan® dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan
rekapitulasi dokumen dalam jangka wakiu tertentu. Metode tersebut dipilih karena
sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapaifdi luar kendali unit
kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran.

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan
dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses
1/12 (satu per dua belas).
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Indikator Kinerja: Persentase keluhan terhadap sarana, prasarana gedung dan
instalasi yang ditindaklanjuti

Penghitungan kinerja "Persentase keluhan terhadap sarana, prasarana gedung dan
instalasi yang ditindaklanjuti’ berdasarkan jumlah keluhan terhadap sarana,
prasarana gedung dan instalasi yang ditindaklanjuti dibanding dengan jumlah keluhan
terhadap sarana, prasarana gedung dan instalasi yang masuk. Oufcome dari kegiatan
Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah menindaklanjuti keluhan yang
masuk untuk selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan kapasitas anggaran.

Untuk menghitung kinerja bulanannya, dapat disesuaikan dengan kinerja realisasi
anggaran karena realisasi anggaran berkorelasi positif dengan realisasi kinerja.

Indikator Kinerja: Persentase keluhan terhadap sarana dan prasarana Rumah
Jabatan Anggota dan Rumah Jabatan Pimpinan yang ditindaklanjuti
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Penghitungan kinerja “Persentase keluhan terhadap sarana dan prasarana Rumah
Jabatan Anggota dan Rumah Jabatan Pimpinan yang ditindaklanjuti" berdasarkan
jumiah keluhan terhadap sarana dan prasarana Rumah Jabatan Anggota dan Rumah
Jebatan Pimpinan yang ditindaklanjuti dibanding dengan keluhan terhadap sarana
dan prasarana Rumah Jabatan Anggota dan Rumah Jabatan Pimpinan yang masuk.
Outcome dari kegiatan Biro Pengelolaan Barang Milk Negara (BMN) adalah
menindaklanjuti keluhan yang masuk untuk selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan
kapasitas anggaran.

Untuk menghitung kinerja bulanannya, dapat disesuaikan dengan kinerja realisasi
anggaran karena realisasi anggaran berkorelasi positif dengan realisasi kinerja.

Indikator Kinerja: Persentase dukungan pengguna wisma DPR Rl yang
terakomodasi

Penghitungan kinerja "Persentase dukungan pengguna wisma DPR Rl yang
terakomodasi® berdasarkan tingkat hunian (occupancy rate) Wisma DPR RI.
Persentase tingkat hunian Wisma DPR RI merupakan hasil (outcome) atas kualitas
dan pelayanan yang diberikan oleh Wisma DPR RI. Apabila kualitas dan pelayanan
yang diberikan bagus/buruk, maka tingkat hunian akan tinggi/frendah.

Untuk menghitung kinerja bulanan, dapat dihitung berdasarkan tingkat hunian hingga
bulan yang bersangkutan.

Indikator Kinerja: Tercapainya pembangunan Gedung Nusantara 1A dan
Poliklinik

Penghitungan kinerja ‘Tercapainya pembangunan Gedung Nusantara 1A dan
Poliklinik™ berdasarkan tahapan pembangunan gedung Nusantara 1A dan Poliklinik
yang bersumber dari Kementerian PUPERA. Namun, anggaran pembangunan
gedung Nusantara 1A dan Poliklinik masih diblokir/bintang sehingga belum dapat
dilaksanakan.

Indikator Kinerja: Tercapainya pembangunan Alun-Alun Demokrasi
Penghitungan kinerja “Tercapainya pembangunan Alun-Alun Demokrasi" berdasarkan
tahapan pembangunan gedung Nusantara 1A dan Poliklinik yang bersumber dari
Kementerian PUPERA. Namun, anggaran pembangunan gedung Nusantara 1A dan
Poliklinik masih diblokir/bintang sehingga belum dapat dilaksanakan.

Indikator Kinerja: Layanan dukungan operasional dan pemeliharaan
Penghitungan kKinerja ‘Layanan dukungan operasional dan opemeliharaan”
berdasarkan kegiatan rutin/operasional yang dilakukan oleh Biro Pengelolaan Barang
Milik Negara. Kinerja tersebut merupakan kinerja generik dimana semua
Kementerian/Lembaga memilikinya dan besaran dan satuan oufput-nya sudah
ditentukan oleh Kementerian Keuangan.
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Penilaian kinerja “Layanan dukungan operasional dan opemeliharaan” dilakukan
dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka
waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti
jumiah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang
tahun anggaran.

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan
dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses
1/12 (satu per dua belas).
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Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur :

BIRO UMUM

0020101 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan

Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI
NO. | INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA
PENGHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN
1. | Persentase Pelaksanaan 85% Jumiah pengadaan | 1 tahun/ Januari-
Pengadaan Yang yang berhasil (tidak | Desember 2019
Dilaksanakan Secara gagal} dibanding
Tepat Waktu total pengadaan
yang dilaksanakan
2. | Persentase 85% Jumlah surat yang | 1 tahun/ Januari-
Pendistribusian Surat didistribusikan tepat | Desember 2019
Yang Tepat Waktu waktu dibanding
surat yang masuk
3. | Persentase = Dukungan 90% Jumiah kendaraan | 1 tahun/ Januari-
Kendaraan yang dinas yang Desember 2019
Dimanfaatkan Dalam dimanfaatkan untuk
Kegiatan DPR RI kegiatan DPR RI
dibanding total
kendaraan yang
dimiliki/dialokasikan
untuk kegiatan DPR
RI
4, | Persentase  Dukungan 80 % Jumiah kriteria yang | 1 tahun/ Januari-
Pengamanan Dalam Yang sudah sesuai Desember 2019
Sesuai Dengan Pedoman dengan pedoman
Pengamanan DPR RI pengamanan dalam
5. | Jumlah Pengadaan 4 unit Jumlah kendaraan | 1 tahun/ Januari-
Kendaraan Bermotor motor yang dibeli Desember 2019
6. | Jumiah Pengadaan | 1.506 unit | Jumlah pengadaan | 1 tahun/ Januari-
Perangkat Pengolah Data perangkat pengolah | Desember 2013
dan Komunikasi data dan komunikasi
7. | Jumlah Pengadaan | 2.365unit | Jumiah pengadaan | 1 tahun/ Januari-
Peralatan Fasiltas peralatan fasilitas Desember 2019
Perkantoran perkantoran
8. | Layanan Dukungan 1 layanan | Rekapitulasi 1 tahun/ Januari-

Operasional dan
Pemeliharaan

Desember 2019
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Penjelasan:

1.

Indikator Kinerja: Persentase Pelaksanaan Pengadaan Yang Dilaksanakan
Secara Tepat Waktu

Penghitungan kinerja "Persentase Pelaksanaan Pengadaan Yang Dilaksanakan
Secara Tepat Waktu" berdasarkan jumlah lelang yang berhasil (tidak gagal lelang)
dibandingkan jumlah lelang yang dilaksanakan.

Kinerja dapat dilihat di bulan Desember karena sifatnya akumulatif dar Januari-
Desember 2019.

Indikator Kinerja: Persentase Pendistribusian Surat Yang Tepat Waktu
Penghitungan kinerja “Persentase Pendistribusian Surat Yang Tepat Wakiu®
berdasarkan jumlah surat yang didistribusikan tepat waktu dibanding jumlah seluruh
surat yang dikirim. Kategori tepat waktu ditentukan oleh unit kerja berdasarkan
Prosedur Operasional Standar (SOP).

Kinerja dapat dilihat di bulan Desember karena sifatnya akumulatif dari Januari-
Desember 2019.

Indikator Kinerja: Persentase Dukungan Kendaraan yang Dimanfaatkan Dalam
Kegiatan DPR RI

Penghitungan kinerja “Persentase Dukungan Kendaraan yang Dimanfaatkan Dalam
Kegiatan DPR RI" berdasarkan jumlah kendaraan dinas yang dimanfaatkan untuk
kegiatan DPR Rl dibanding total kendaraan yang dimiliki/dialokasikan untuk kegiatan
DPR RIl. Di Bagian Kendaraan fterdapat pengalokasian kendaraan dinas yang
digunakan untuk kegiatan operasional Setien dan BK DPR RI dan operasional DPR
Rl seperti bus dan patroli pengawalan.

Kinerja dapat dilihat di bulan Desember karena sifatnya akumulatif dari Januari-
Desember 2019.

Indikator Kinerja: Persentase Dukungan Pengamanan Dalam Yang Sesuai
Dengan Pedoman Pengamanan DPR RI

Penghitungan kinerja “Persentase Dukungan Pengamanan Dalam Yang Sesuai
Dengan Pedoman Pengamanan DPR RI" berdasarkan jumlah kriteria yang sudah
sesuai dengan pedoman pengamanan dalam.

Kinerja dapat dilihat di bulan Desember karena sifatnya akumulatif dari Januari-
Desember 2019.

Indikator Kinerja: Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor

Penghitungan kinerja “Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor” berdasarkan jumiah
kendaraan dinas yang dibeli. Kinerja bulanan dihitung berdasarkan kendaraan dinas
yang dibeli saat bulan yang bersangkutan.
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Indikator Kinerja: Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Penghitungan kinerja “Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi”
berdasarkan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang dibeli seperti
komputer, printer, dan lainnya. Kinerja bulanan dihitung berdasarkan perangkat
pengolah data dan komunikasi yang dibeli saat bulan yang bersangkutan.

Indikator Kinerja: Jumlah Pengadaan Peralatan Fasiltas Perkantoran
Penghitungan kineria “Jumlah Pengadaan Peralatan Fasiltas Perkantoran®
berdasarkan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran yang dibeli seperti AC,
Televisi, dan meubelair. Kinerja bulanan dihifung berdasarkan pengadaan peralatan
fasilitas perkantoran yang dibeli saat bulan yang bersangkutan.

Indikator Kinerja: Layanan Dukungan Operasional dan Pemeliharaan
Penghilungan kinerja ‘Layanan dukungan operasional dan opemeliharaan”
berdasarkan kegiatan rutinfoperasional yang dilakukan oleh Biro Umum. Kinerja
tersebut merupakan kineria generk dimana semua Kementerian/Lembaga
memilikinya dan besaran dan satuan outpul-nya sudah ditentukan oleh Kementerian
Keuangan.

Penilaian kinerja "Layanan dukungan operasional dan opemeliharaan” dilakukan
dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka
waktu terientu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti
jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang
tahun anggaran.

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan
dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses
1/12 (satu per dua belas).
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INSPEKTORAT UTAMA
Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan

Program Tugas Teknis Lainnya Setjien DPR Rl
NO. | INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA
PENGHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN
1. | Nilai internal 8 (delapan) BB Penilaian oleh 1 tahun/
| |area perubahan KemenPAN & RB | Desember 2019
2. |Llevel Internal Audit| level3 Penilaian oleh 1 tahun/
. Capability Models (IACM) BPKP Desember 2019
3. | Persentase tindaklanjut 65% Jumiah 1 tahun/
atas rekomendasi hasil rekomendasi yang | Desember 2019
pengawasan internal dan ditindaklanjuti
eksternal dibanding seluruh
hasil rekomendasi
pengawasan
| internal dan
. eksternal
Penjelasan:

1. Indikator Kinerja: Nilai internal 8 (delapan) area perubahan
Penghitungan kinerja "Nilai internal 8 (delapan) area perubahan” berdasarkan
penilaian oleh KemenPAN & RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan
Setien dam BK DPR RI. Terdapat delapan area perubahan berdasarkan PermenPAN
& RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, yaitu:
a. Mental Aparatur

Pengawasan

Akuntabilitas

Kelembagaan

Tatalaksana

Sumber Daya Manusia Aparatur

Peraturan Perundang-Undangan

Pelayanan Publik

o mo a0 o

2. Indikator Kinerja: Level Internal Audit Capability Models (IACM)
Penghitungan kinerja “Level Internal Audit Capability Model (JACM)" berdasarkan
penilaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), selaku
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pembina Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Internal Audit Capability
Modgel (IA-CM). Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011
lentang Pedomana Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah, yang mengadopsi dari model penilaian The Institute of Internal Auditor,
IA-CM terdiri dari 5 (lima) level, yaitu:

a.

Level 1: Initial

Tidak berkelanjutan, tergantung pada usaha individu

Level 2: Infrastructure

Prosedur dan praktik audit intern berulang dan berkelanjutan

Level 3: Integrated

Praktik profesional dan manajemen audit intern diterapkan secara seragam

Level 4: Managed

Audit intern mengintegrasikan informasi lintas unit organisasi untuk
mengembangkan tata kelola dan manajemen risiko

Level 5: Optimizing

Audit intern belajar dari dalam dan luar organisasi untuk pengembangan yang
berkelanjutan

Indikator Kinerja: Persentase tindaklanjut atas rekomendasi hasil pengawasan
internal dan eksternal

Penghitungan kinerja “Persentase tindaklanjut atas rekomendasi hasil pengawasan
internal dan eksternal” berdasarkan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti terhadap
seluruh rekomendasi hasil pengawasan intemal dan eksternal.

Kinerja dapat dilihat di bulan Desember karena sifatnya akumulatif dari Januari-
Desember 2019.
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INSPEKTORAT |

Satker Setjen
Kode dan Nomenklatur 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI
NO. | INDIKATOR KINERJA TARGET METODE | JANGKA
PENGHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN
1. | Persentase tindaklanjut 80% Jumlah 1 tahun/ Januari-
atas rekomendasi oleh rekomendasi yang | Desember 2019
auditi di lingkup bidang ditindaklanjuti
tugas inspektorat | dibanding seluruh
hasil rekomendasi
pengawasan |
internal dan
eksternal

Penjelasan:
1. Indikator Kinerja: Persentase tindaklanjut atas rekomendasi oleh auditi di
lingkup bidang tugas Inspektorat |
Penghitungan kinerja "Persentase tindaklanjut atas rekomendasi oleh auditi di lingku
bidang tugas Inspekiorat |I" berdasarkan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti
terhadap seluruh rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal di lingkup
bidang tugas Inspektorat | yaitu Deputi Bidang Administrasi, Pusat Pendidikan dan
Pelatihan, dan Pusat Data dan Informasi.
Kinerja dapat dilihat di bulan Desember karena sifatnya akumulatif dari Januari-
Desember 2019.
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INSPEKTORAT II

Satker Setjen
Kode dan Nomenklatur 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Program Tugas Teknis Lainnya Setien DPR RI
NO.| INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA
PENGHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN
1. | Persentase tindaklanjut 80% Jumiah 1 tahun/ Januari-
atas rekomendasi oleh rekomendasi yang | Desember 2019
auditi di lingkup bidang ditindaklanjuti
tugas inspektorat Il dibanding seluruh
hasil rekomendasi
pengawasan
internal dan
ekstenal

Penjelasan:
Indikator Kinerja: Persentase tindaklanjut atas rekomendasi oleh auditi di
lingkup bidang tugas Inspektorat Il
Penghitungan kinerja “Persentase tindaklanjut atas rekomendasi oleh auditi di lingku
bidang tugas Inspekiorat " berdasarkan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti
terhadap seluruh rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal di lingkup
bidang tugas Inspektorat Il yaitu Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian

1

DPR.

Kinerja dapat dilihat di bulan Desember karena sifatnya akumulatif dari Januari-

Desember 2019.
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PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Satker Setjen
Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Program Tugas Teknis Lainnya Setien DPR R
NO. | INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA
PENGHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN
1. | Persentase Perencanaan 80% Jumiah perencanaan | 1 tahun/ Januari-
Program  Pengembangan program Desember 2019
Kompetensi,  Kurikulum, pengembangan
dan Modul sesuai standar kompetensi,

Kompetensi.

kurikulum, dan modul
yang sesuai standar
dibandingkan seluruh
perencanaan program
pengembangan
kompetensi,
kurikulum, dan modul
yang dihasilkan

Administrasi Pusdiklat.

2. | Persentase lulusan diklat 80% Jumlah lulusan diklat | 1 tahun/ Januari-
dengan nilai  minimal dengan nilai minimal | Desember 2019
memuaskan memuaskan

dibandingkan jumlah
seluruh lulusan diklat

3. | Persentase persepsi 80% Jumlah 1 tahun/ Januari-
peserta diklat terhadap penyelenggaraan Desember 2019
penyelenggaraan  diklat diklat yang dinilai
dengan penilaian minimal minimal Baik oleh
Baik. peserta dibandingkan

dengan jumiah
seluruh
penyelenggaraan
diklat
4. | Jumiah Dokumen | 4 Dokumen | Hasil Akhir 1 tahun/ Januari-

Desember 201 !-L
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Penjelasan:

1.

Indikator Kinerja: Persentase Perencanaan Program Pengembangan
Kompetensi, Kurikulum, dan Modul sesuai standar kompetensi

Penghitungan kinerja “Persentase Perencanaan Program Pengembangan
Kompetensi, Kurikulum, dan Modul sesuai standar kompetensi" berdasarkan jumiah
perencanaan program pengembangan kompetensi, kurikulum, dan modul yang sesuai
standar kompetensi dibandingkan dengan jumlah perencanaan program
pengembangan kompetensi, kurikulum, dan modul yang dihasilkan. Standar
kompetensi tersebut secara umum berada di bawah koordinasi Lembaga Administrasi
Negara (LAN) sebagai pihak yang memberikan akreditasi bagi kegiatan diklat yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Kinerja dapat dilihat di bulan Desember karena sifatnya akumulatif dari Januari-
Desember 2018,

Indikator Kinerja: Persentase lulusan diklat dengan nilai minimal memuaskan
Penghitungan kinerja “Persentase lulusan diklat dengan nilai minimal memuaskan”
berdasarkan jumiah lulusan diklat yang mendapatkan nilai minimal memuaskan
dibanding seluruh jumlah lulusan diklat. Salah satu keberhasilan Pusat Pendidikan
dan Pelatihan terhadap kegiatan diklat adalah berhasil lulus dengan nilai minimal
memuaskan sehingga apa yang didapat oleh peserta selama mengikuti kegiatan
dikiat dapat diserap/diterima dengan baik.

Kinerja dapat dilihat di bulan Desember karena sifatnya akumulalif dari Januari-
Desember 2019.

Indikator Kinerja: Persentase persepsi peserta diklat terhadap penyelenggaraan
diklat dengan penilaian minimal Baik

Penghitungan kinerja “Persentase persepsi peserta diklat terhadap penyelenggaraan
diklat dengan penilaian minimal Baik" berdasarkan jumiah penyelenggaraan diklat
yang dinilai minimal Baik oleh peserta dibandingkan dengan jumlah seluruh
penyelenggaraan diklat. Setiap kegiatan diklat akan dinilai/dievaluasi oleh peserta.
Outcome Pusat Pendidikan dan Pelatihan adalah bagaimana pelaksanaan diklat
tersebut dinilai baik oleh peserta.

Kinerja dapat dilihat di bulan Desember karena sifatnya akumulatif dari Januari-
Desember 2019.

Indikator Kinerja: Jumlah Dokumen Administrasi Pusdiklat

Penghitungan kinerja “Jumlah Dokumen Administrasi Pusdiklat® berdasarkan Hasil
Akhir, dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi
dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit
memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja
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dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Dokumen administrasi Pusdiklat antara

lain:
a.
b.
G
d.

Rencana kegiatan (action plan)
Rencana keuangan (cash planning)
Laporan pertanggungjawaban
Laporan kinerja
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PUSAT DATA DAN INFORMASI

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur :

002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan

Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI
NO. | INDIKATOR KINERJA | TARGET METODE JANGKA
PENGHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN
1. [Jumlah kunjungan ke | 1.409 Jumlah pengunjung 1 tahun/
perpustakaan DPR Rl orang Januari-
B Desember 2019
2. | Persentase dukungan | 100% Rekapitulasi 1 tahun/
teknologi informasi yang Januari-
dimanfaatkan oleh DPR Rl Desember 2019
3. | jumlah pengguna | 800 orang Jumlah 1 tahun/
informasi kearsipan dan pengunjung/pengguna Januari-
kunjungan ke museum Desember 2019
DPRRI
4. | Jumlah dokumen
administrasi Pusdatin:
a Rencana  kegiatan | 1 dokumen Rekapitulasi 1 tahun/
Pusat Data dan Januari-
Informasi Desember 2019
b. Rencana keuangan 1 dokumen Rekapitulasi 1 tahun/
Pusat Data dan Januari-
Informasi Desember 2019
¢. Laporan Tim Pusat 15 Hasil Akhir 1 tahun/
Data dan Informasi dokumen Januari-
| Desember 2019
d. Laporan 1 dokumen Rekapitulasi 1 tahun/
pertanggungjawaban Januari-
Pusat Data dan Desember 2019
Informasi
e. Laporan Kinerja Pusat | 1 dokumen Rekapitulasi 1 tahun/
Data dan Informasi Januari-
Desember 2019
5. | Layanan Dukungan 1 Layanan Rekapitulasi 1 tahun/
Operasional dan Januari-
Pemeliharaan Desember 2019
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Penjelasan:

1.

Indikator Kinerja: Jumlah kunjungan ke perpustakaan DPR Rl

Penghitungan kinerja “Jumlah kunjungan ke perpustakaan DPR RI" berdasarkan
jumiah pengunjung yang berkunjung ke Perpustakaan DPR RI. Jumlah pengunjung
merupakan outcome atas perbaikan dan pengembangan yang dilakukan oleh Pusat
Data dan Informasi.

Kinerja dapat dilihat di bulan Desember karena sifatnya akumulatif dari Januari-
Desember 2019.

Indikator Kinerja: Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan
oleh DPRRI

Penghitungan kinerja “Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan
oleh DPR RI" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi
dokumen dalam jangka wakiu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit
memperkirakan secara pasti jumlah oufput yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja
dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Dukungan teknologi informasi berupa
aplikasi dan jaringan IT. Qutcome dari aplikasi dan jaringan yang tersedia adalah
dimanfaatkannya untuk kepentingan DPR RI. Saat ini, terdapat lebih dari 70 aplikasi
untuk mendukung tugas DPR Rl yang di bawah kooridnasi masing-masing unit kerja
terkait.

Indikator Kinerja: Jumiah pengguna informasi kearsipan dan kunjungan ke
museum DPRRI

Penghitungan kinerja “Jumlah pengguna informasi kearsipan dan kunjungan ke
museum DPR RI" berdasarkan jumlah pengguna dan pengunjung arsip dan museum
DPR RI. Jumlah pengguna dan pengunjung merupakan outcome atas tersedianya
data dan pengembangan yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi.

Kinerja dapat dilihat di bulan Desember karena sifatnya akumulatif dari Januari-
Desember 2019.

Indikator Kinerja: Rencana Kegiatan Pusat Data dan Informasi

Penilaian kinerja "Rencana kegiatan Pusat Dala dan Informasi” dilakukan dengan
metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu
tertentu. Metode ltersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah
output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun
anggaran. Bentuk oufput-nya berupa laporan action plan.

Kinerja atas Rencana kegiatan Pusat Data dan Informasi akan diperoleh di bulan
Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan
evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 {satu per dua belas).

Rencana Keuangan Pusat Data dan Informasi
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Penilaian kinerja "Rencana keuangan Pusat Data dan Informasi® dilakukan dengan
metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu
tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah
output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun
anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan cash planning.

Kinerja atas Rencana kegiatan Pusat Data dan Informasi akan diperoleh di bulan
Desember. Unluk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan
evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

Laporan Tim Pusat Data dan Informasi

Penilaian kinerja "Laporan Tim Pusat Data dan Informasi® dilakukan dengan metode
Hasil Akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila kegiatan Tim tersebut telah
berakhir. Apabila output yang dihasilkan bukan berupa hardcopy, maka unit kerja
harus menyusun laporan kegiatan.

Jumiah laporan tim yang dilaporkan sebagai kinerja adalah kegiatan tim yang bersifat
Orang/Bulan (OB).

Laporan Pertanggungjawaban Pusat Data dan Informasi

Penilaian kinerja "Laporan pertanggungjawaban Pusat Data dan Informasi” dilakukan
dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka
wakiu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti
jumlah output yang akan dicapaildi luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang
tahun anggaran. Bentuk oufput-nya berupa laporan pertanggungjawaban anggaran.
Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Pusat Data dan Informasi akan diperoleh
di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring
dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi

Penilaian kinerja "Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi® dilakukan dengan
metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu
tertentu, Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumiah
output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun
anggaran. Bentuk oufput-nya berupa laporan kinerja atas capaian output dan realisasi
anggaran.

Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Pusat Data dan Informasi akan diperoleh
di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring
dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).
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BADAN KEAHLIAN

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.11 Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan

Program
'NO.| INDIKATORKINERJA | TARGET METODE JANGKA
PENGHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN
1. | Indeks Kepuasan Anggota 67,5 Survei Oktober 2018

DPR RI terhadap
dukungan Badan Keahlian,
ang terdiri atas :

- Sistem, Mekanisme,
dan Prosedur

- Waktu Penyelesaian

- Produk Spesifikasi
Jenis Pelayanan

- Kompetensi dan
Perilaku SDM

- Penanganan
Pengaduan,  Saran,
dan Masukan

Penjelasan:

1.

Indikator Kinerja: Indeks kepuasan Anggota DPR Rl terhadap dukungan layanan
Setjen DPR RI

Penghitungan kinerja ‘Indeks kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan layanan
Setien DPR RI" dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam survei ini adalah wawancara fersirukiur berdasarkan
kuesioner. Kegiatan survei ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaguanaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran
Pe'ayanan Publik (Permenpan No.14/2017). Berdasarkan Permenpan No.14/2017, di
dalam penentuan jumiah responden, margin error yang diperkenankan sebesar 1%,
5%, dan 10%. Tim Survei Kepuasan Anggota DPR Rl memutuskan bahwa margin
error yang digunakan sebesar 5% dengan confidence level 95% sehingga diperoleh
sampel Anggota DPR RI sebesar 228 orang dari 560 orang. Adapun penjelasan detil
terkait kegiatan survei tercantum di Laporan Hasil Survei Tahun 2018.
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Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR RI tahun 2019 sehingga
Anggota DPR Rl yang menjadi sampel adalah Anggota DPR Rl periode 2014-2019.
Anggota DPR Rl periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019
sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat
digeroleh paling lambat di bulan Oktober 2019.
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PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan

Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI
NO. | INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA
PENGHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN
1. | Persentase konsep awal 100% Rekapitulasi 1 tahun/
Naskah Akademis, Draft Januari-
RUU, kajian RUU dan Desember
Peraturan Lainnya yang 2019
digunakan oleh DPR RI
2. | Jumiah dokumen
administrasi Pusat

Perancangan  Undang-
Undang, terdiri atas:

a. Rencana kegiatan | 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun/
Pusat Perancangan Januari-
Undang-Undang Desember

L 2019

b. Rencana keuangan | 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun/
Pusat Perancangan Januari-
Undang-Undang Desember

2019

¢. Laporan 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun/
pertanggungjawaban Januari-
Pusat  Perancangan Desember
Undang-Undang 2019

d. Laporan Kinerja Pusat | 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahury
Perancangan Undang- Januari-
Undang Desember

2019
Penjelasan:

1. Indikator Kinerja: Persentase konsep awal Naskah Akademis, Draft RUU, kajian
RUU dan Peraturan Lainnya yang digunakan oleh DPR RI
Qutcome dari Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU) adalah saat output berupa
Naskah Akademis, Draft RUU, Kajian RUU dan Peraturan Lainnya digunakan oleh
DPR RI. Batas “digunakan® adalah saat Pusat PUU menyampaikan/menyerahkan
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hasil kerjanya ke Anggota DPR RI. Pusat PUU tidak dapat mengintervensi/masuk ke
dalam substansi apakah oufput yang dihasilkan akan digunakan dalam pembahasan
tugas dan fungsi DPR RI.

Sepanjang tahun 2019, Pusat PUU menargetkan sebanyak 15 kajian sehingga untuk
penghitungan kinerja bulanannya dapat dilihat sudah seberapa banyak kajian yang
digunakan oleh DPR RI. Apabila realisasi hingga akhir tahun 2019 lebih dari 15
kajian, maka capaian kinerjanya dapat melebihi 100%.

Indikator Kinerja: Rencana kegiatan Pusat Perancangan Undang-Undang
Penilaian kinerja “Rencana kegiatan Pusat Perancangan Undang-Undang” dilakukan
dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka
waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti
jumiah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang
tahun anggaran. Bentuk oulput-nya berupa laporan action plan.

Kinerja atas Rencana kegiatan Pusat Perancangan Undang-Undang akan diperoleh
di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring
dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

Indikator Kinerja: Rencana keuangan Pusat Perancangan Undang-Undang
Penilaian kinerja "Rencana keuangan Pusat Perancangan Undang-Undang” dilakukan
dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dailam jangka
waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti
jumiah output yang akan dicapaildi luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang
tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan cash planning.

Kinerja atas Rencana keuangan Pusat Perancangan Undang-Undang akan diperoleh
di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring
dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

Indikator Kinerja: Laporan pertanggungjawaban Pusat Perancangan Undang-
Undang

Penilaian kinerja “Laporan pertanggungjawaban Pusat Perancangan Undang-
Undang” dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi
dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit
memperkirakan secara pasti jumlah oufput yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja
dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan
pertanggungjawaban anggaran.

Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Pusat Perancangan Undang-Undang akan
diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi
monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 {satu per
dua belas).
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Kode dan Nomenklatur :

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
Satker Setjen

002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan

Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR Rl
NO INDIKATOR KINERJA TARGET | METODE JANGKA
PERHITUNG WAKTU
AN PENCAPAIAN
1. | Persentase kajian 100% Rekapitulasi | 1 tahun/ Januari-

pemantauan UU, evaluasi UU, Desember 2019

dan pemantauan peraturan

pelaksanaan uu dan

keterangan DPR R! vyang

digunakan DPR Rl

2. | Jumiah Dokumen Administrasi

Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang,

terdiri atas:

a. Rencana kegiatan Pusat| 1 Dokumen | Rekapitulasi | 1 tahun/Januari-
Pemantauan Pelaksanaan Desember 2019
Undang-Undang

b. Rencana keuangan Pusat | 1 Dokumen Rekapitulasi | 1 tahun/ Januari-
Pemantauan Pelaksanaan Desember 2019
Undang-Undang l

¢c. Laporan Tim  Pusat | 1 Dokumen Hasil Akhir 1 tahun/ Januari-
Pemantauan Pelaksanaan Desember 2018
Undang-Undang

d. Laporan 1 Dokumen Rekapitulasi | 1 tahun/ Januari-
pertanggungjawaban Desember 2019
Pusat Pemantauan
Pelaksanaan  Undang-

Undang

e. Laporan Kinerja Pusat | 1 Dokumen Rekapitulasi | 1 tahun/ Januari-
Pemantauan Pelaksanaan Desember 2019
Undang-Undang
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Penjelasan:

1.

Indikator Kinerja: Persentase kajian pemantauan UU, evaluasi UU, dan
pemantauan peraturan pelaksanaan UU dan keterangan DPR Rl yang digunakan
DPRRI

Quicome dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Pusat Panlak UU)
adalah saat output berupa kajian pemantauan UU, evaluasi UU, dan pemantauan
peraturan pelaksanaan UU dan keterangan DPR RI digunakan oleh DPR RI. Batas
‘digunakan” adalah saat Pusat Panlak UU menyampaikan/menyerahkan hasil
kerjanya ke Anggota DPR RI. Pusat Panlak UU tidak dapat mengintervensi/masuk ke
dalam substansi apakah output yang dihasilkan akan digunakan dalam pembahasan
tugas dan fungsi DPR RI.

Sepanjang tahun 2019, Pusat Panlak UU menargetkan sebanyak 21 kajian sehingga
untuk penghitungan kinerja bulanannya dapat dilihat sudah seberapa banyak kajian
yang digunakan oleh DPR RI. Apabila realisasi hingga akhir tahun 2018 lebih dari 21
kajian, maka capaian kinerjanya dapat melebihi 100%.

Indikator Kinerja: Rencana kegiatan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang

Penilaian kinerja “Rencana kegiatan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang” dilakukan dengan mefode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi
dokumen dalam jangka waklu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit
memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapaildi luar kendali unit kerja
dan dilaksanakan sepanjang fahun anggaran. Bentuk outpul-nya berupa laporan
action plan.

Kinerja atas Rencana kegiatan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi
monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per
dua belas).

Indikator Kinerja: Rencana keuangan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang

Penilaian kinerja “Rencana keuangan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang™ dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi
dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit
memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja
dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan cash
planning.

Kinerja atas Rencana keuangan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi
monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per
dua belas).
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4,

Indikator Kinerja: Laporan Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Penilaian kinerja “Laporan Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang"
dilakukan dengan metode Hasil Akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila
kegiatan Tim tersebut telah berakhir. Apabila output yang dihasilkan bukan berupa
hardcopy, maka unit kerja harus menyusun laporan kegiatan.

Jumlah laporan tim yang dilaporkan sebagai kinerja adalah kegiatan tim yang bersifat
Orang/Bulan (OB).

Indikator Kinerja: Laporan pertanggungjawaban Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang

Penilaian kinerja “"Laporan pertanggungjawaban Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan
rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena
sulit memperkirakan secara pasti jumiah oufput yang akan dicapai/di luar kendali unit
kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan
pertanggungjawaban anggaran.

Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang akan diperoleh di bulan Desember. Unluk pencapaian kinerja per bulan
dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses
1/12 (satu per dua belas).

Indikator Kinerja: Laporan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang

Penilaian kinerja “Laporan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang”
dilzkukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen
dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan
secara pasti jumlah outpul yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan
dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan kinerja
atas capaian oufput dan realisasi anggaran.

Kinerja atas Laporan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang akan
diperoleh di bulan Desember, Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi
monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per
dua belas).
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PUSAT KAJIAN ANGGARAN

digunakan DPR RI

Satker Setjen
Kode dan Nomenklatur 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI
NO INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA
PERHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN
1. | Persentase 67.5% Survei Oktober 2019
analisis/referensiflaporan
tentang APBN yang digunakan
DPRRI
2. | Jumlah dokumen administrasi
Pusat Kajian Anggaran, terdiri
alas:
a. Rencana kegiatan Pusat 1 Rekapitulasi 1 tahun/
Kajian Anggaran Dokumen Januari-
Desember
| 2019 |
b. Rencana keuangan Pusat 1 Rekapitulasi 1 tahun/
Kajian Anggaran Dokumen Januari-
Desember
2019
¢. Laporan 1 Rekapitulasi 1 tahun/
pertanggungjawaban Pusat | Dokumen Januari-
Kajian Anggaran Desember
L 2019
d. Laporan Kinerja Pusat 1 Rekapitulasi 1 tahun/
Kajian Anggaran Dokumen Januari-
Desember
2018
e. Laporan Tim Pusat Kajian 1 Hasil Akhir 1 tahun/
Anggaran Dokumen Januari-
Desember
2019
Penjelasan:
1. Indikator Kinerja: Persentase analisis/referensillaporan tentang APBN yang

Penghitungan kinerja “Persentase analisis/referensiflaporan tentang APBN yang
digunakan DPR RI" dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Kegiatan survei
tidak dilakukan secara mandiri, namun dengan menyisipkan pertanyaan atau menjadi
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salah satu bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan Anggota DPR Rl terhadap
Dukungan Layanan Setjen dan BK DPR RI.

Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR R tahun 2019 sehingga
Anggota DPR Rl yang menjadi sampe! adalah Anggota DPR RI periode 2014-2019.
Anggota DPR RI periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019
sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat
diperoleh paling lambat di bulan Oktober 20189.

Indikator Kinerja: Rencana kegiatan Pusat Kajian Anggaran

Penilaian kinerja "Rencana kegiatan Pusat Kajian Anggaran” dilakukan dengan
metode Rekapilulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu
tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumiah
output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun
anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan action plan.

Kinerja atas Rencana kegiatan Pusat Kajian Anggaran akan diperoleh di bulan
Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan
evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

Indikator Kinerja: Rencana keuangan Pusat Kajian Anggaran

Penilaian kinerja "Rencana keuangan Pusat Kajian Anggaran' dilakukan dengan
metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu
tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumiah
output yang akan dicapaildi luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun
anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan cash planning.

Kinerja atas Rencana keuangan Pusat Kajian Anggaran akan diperoleh di bulan
Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan
evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

Indikator Kinerja: Laporan pertanggungjawaban Pusat Kajian Anggaran
Penilaian kinerja "Laporan perfanggungjawaban Pusat Kajian Anggaran” dilakukan
dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka
wekiu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti
jurlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang
tahun anggaran. Bentuk oulpuf-nya berupa laporan pertanggungjawaban anggaran.
Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Pusat Kajian Anggaran akan diperoleh di
bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan
evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

Indikator Kinerja: Laporan Kinerja Pusat Kajian Anggaran

Penilaian kinerja "Laporan Kinerja Pusat Kajian Anggaran® dilakukan dengan metode
Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka wakiu tertentu.
Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumiah output yang
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akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran.
Bentuk output-nya berupa laporan kinerja atas capaian output dan realisasi anggaran.
Kinerja atas Laporan Kinerja Pusat Kajian Anggaran akan diperoleh di bulan
Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan
evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

Indikator Kinerja: Laporan Tim Pusat Kajian Anggaran

Penilaian kinerja "Laporan Tim Pusat Kajian Anggaran” dilakukan dengan metode
Hasil Akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila kegiatan Tim tersebut telah
berakhir. Apabila oulput yang dihasilkan bukan berupa hardcopy, maka unit kerja
harus menyusun laporan kegiatan.

Jumlah laporan tim yang dilaporkan sebagai kinerja adalah kegiatan tim yang bersifat
Orang/Bulan (OB).
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PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan

1.

Program Tugas Teknis Lainnya Sefjen DPR RI
NO INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA
PERHITUNGA WAKTU
N PENCAPAIAN
1. | Presentase 100% Rekapitulasi | 1 tahun/ Januari-
analisis/referensiflaporan Desember 2019
tentang Akuntabilitas
Keuangan  Negara dan
Kinerja K/L yang digunakan
oleh DPR RI
2. | Jumlah Dokumen
Administrasi Pusat Kajian
Akuntabilitas Keuangan
Negara, terdiri atas:
a. Rencana kegiatan Pusat | 1 Dokumen | Rekapitulasi | 1 tahun/ Januari-
Akuntabilitas Keuangan Desember 2019
Negara
b. Rencana keuangan | 1 Dokumen | Rekapitulasi | 1 tahun/ Januari-
Pusat Akuntabilitas Desember 2019
Keuangan Negara
¢. Laporan 1 Dokumen | Rekapitulasi | 1 tahun/ Januari-
pertanggungjawaban Desember 2018
Pusat Akuntabilitas
Keuangan Negara
d. Laporan Kinerja Pusat | 1 Dokumen | Rekapitulasi | 1 tahun/ Januari-
Akuntabilitas Keuangan Desember 2019
Negara
Penjelasan:

Indikator Kinerja: Presentase analisis/referensi/laporan tentang Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Kinerja K/IL yang digunakan oleh DPR RI

Qutcome dari Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (KAKN) adalah saat
output berupa analisis/referensi/laporan tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Kinerja K/L digunakan oleh DPR RI. Batas "digunakan” adalah saat Pusat Panlak UU
menyampaikan/menyerahkan hasil kerjanya ke Anggota DPR RI. Pusat KAKN tidak
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dapat mengintervensi/masuk ke dalam substansi apakah ouiput yang dihasilkan akan
digunakan dalam pembahasan tugas dan fungsi DPR RI.

Sepanjang tahun 2019, Pusat KAKN menargetkan sebanyak 20 kajian sehingga
untuk penghitungan kinerja bulanannya dapat dilihat sudah seberapa banyak kajian
yang digunakan oleh DPR RI. Apabila realisasi hingga akhir tahun 2019 lebih dari 20
kajian, maka capaian kinerjanya dapat melebihi 100%.

Indikator Kinerja: Rencana kegiatan Pusat Akuntabilitas Keuangan Negara
Penilaian kinerja “Rencana kegiatan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara”
dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen
dalam jangka waklu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan
secara pasti jumlah oufput yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan
dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan action
plan.

Kinerja atas Rencana kegiatan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara akan
diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi
monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per

dua belas).

Indikator Kinerja: Rencana keuangan Pusat Akuntabilitas Keuangan Negara
Penilaian kinerja "Rencana keuangan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara®
dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen
dalam jangka waktu terientu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan
secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerjia dan
dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan cash
planning.

Kinerja atas Rencana keuangan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara akan
diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi
monitering dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per
dua belas).

Indikator Kinerja: Laporan pertanggungjawaban Pusat Akuntabilitas Keuangan
Negara

Penilaian kinerja “Laporan pertanggungjawaban Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan
Negara" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi
dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit
memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapaildi luar kendali unit kerja
dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan
pertanggungjawaban anggaran.

Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan
Negara akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam
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aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12
(satu per dua belas).

Indikator Kinerja: Laporan Kinerja Pusat Akuntabilitas Keuangan Negara
Penilaian kinerja "Laporan Kinerja Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara"
dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen
dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan
secara pasli jumlah oufpuf yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan
dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Beniuk output-nya berupa laporan kinerja
atas capaian output dan realisasi anggaran.

Kinerja atas Laporan Kinerja Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara akan
diceroleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi
monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per
dua belas).
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PUSAT PENELITIAN
Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan

Program Tugas Teknis Lainnya Setjien DPR RI
NO | INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA WAKTU |
PERHITUNGAN | PENCAPAIAN
1. | Persentase hasil penelitian, 100% Rekapitulasi 1 tahun/ Januari-
jumal,  buku,  Naskah Desember 2019
Akademis, info singkat,
Folicy Brief, Prociding dan
survei yang digunakan oleh
DPRRI
2. | Jumlah Dokumen
Administrasi Pusat
Penelitian, terdiri atas:
. Rencana  kegiatan | 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun/ Januari-
Pusat Peneliian Desember 2018
b. Rencana keuangan | 1Dokumen | Rekapitulasi 1 tahun/ Januari-
Pusat Penelitian Desember 2019
c. Laporan 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun/ Januari-
pertanggungjawaban Desember 2019
Pusat Penelitian
d. Laporan Kinerja Pusat | 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun/ Januari-
Penelitian Desember 2019
Penjelasan:

1. Indikator Kinerja: Persentase hasil penelitian, jurnal, buku, Naskah Akademis,
info singkat, Policy Brief, Prociding dan survei yang digunakan oleh DPR RI
Outcome dari Pusat Penelitian adalah saat output berupa hasil penelitian, jurnal,
buku, Naskah Akademis, info singkat, policy brief, prociding dan survei digunakan
oeh DPR Rl Batas ‘“digunakan” adalah saat Pusat Penelitian
menyampaikan/menyerahkan hasil kerjanya ke Anggota DPR RI. Pusat Penelitian
tidak dapat mengintervensi/masuk ke dalam substansi apakah output yang dihasilkan
akan digunakan dalam pembahasan tugas dan fungsi DPR RI.

Sepanjang tahun 2019, Pusat Penelitan menargetkan sebanyak 130 hasil
penelitianfiurnal/buku/ Naskah Akademisfinfo singkat/palicy brieflprociding/survei
sehingga untuk penghitungan kinerja bulanannya dapat dilihat sudah seberapa
banyak hasil penelitianfjurnal/buku/ Naskah Akademisfinfo  singkat/policy

82



brief/prociding/survei yang digunakan oleh DPR RI. Apabila realisasi hingga akhir
tahun 2019 lebih dari 130, maka capaian kinerjanya dapat melebihi 100%.

Indikator Kinerja: Rencana kegiatan Pusat Penelitian

Penilaian kinerja “Rencana kegiatan Pusat Penelitian” dilakukan dengan metode
Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu.
Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang
akan dicapaildi luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran.
Bentuk output-nya berupa laporan action plan.

Kinerja atas Rencana kegiatan Pusat Penelitian akan diperoleh di bulan Desember.
Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat
menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

Indikator Kinerja: Rencana keuangan Pusat Penelitian

Penilaian kinerja “Rencana keuangan Pusat Penelitian” dilakukan dengan metode
Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu.
Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumiah output yang
akan dicapaildi luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran.
Bentuk output-nya berupa laporan cash planning.

Kinerja atas Rencana keuangan Pusat Penelitian akan diperoleh di bulan Desember.
Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat
menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

Indikator Kinerja: Laporan pertanggungjawaban Pusat Penelitian

Perilaian kinerja ‘Rencana keuangan Pusat Peneliian” dilakukan dengan metode
Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu.
Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang
akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran.
Bentuk output-nya berupa laporan pertanggungjawaban anggaran.

Kinerja atas Rencana keuangan Pusat Penelitian akan diperoleh di bulan Desember.
Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat
menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

Indikator Kinerja: Laporan Kinerja Pusat Penelitian

Penilaian kinerja “Laporan Kinerja Pusat Penelitian” dilakukan dengan metode
Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu.
Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumiah output yang
akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran.
Bentuk output-nya berupa laporan kinerja atas capaian output dan realisasi anggaran.
Kinerja atas Laporan Kinerja Pusat Penelitian akan diperoleh di bulan Desember,
Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat
menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).
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DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR Ri
JANGKA
l NOL INDIKATOR KINERJA TARGET PE:}-IEIEII:E AN WAKTU
PENCAPAIAN
1. | Persentase kepuasan Anggota |  67,5% Survei 10 bulan/
DPR RI terhadap dukungan Oktober 2018
keprotokolan
2. | Persentase pertimbangan 100% Jumiah 12 bulan/
hukum kepada DPR Rl pertimbangan Januari 2020
hukum yang
digunakan oleh DPR
RI
3. | Persentase kepuasan Anggota 85% Survei 10 bulan/
DPR RI terhadap kompetensi Oktober 2019
SDM
4. | Persentase kepuasan Anggota | 77,50% Survei 10 bulan/
DPR RI terhadap dukungan Oktober 2019
administrasi keuangan dan
perjalanan dinas
5. | Persentase kepuasan Anggota | 37,50% Survei 10 bulan/
DPR Rl terhadap dukungan Oktober 2019
sarana dan prasarana gedung
8. | Persentase kepuasan Anggota |  67,5% Survei 10 bulan/
DPR RI terhadap dukungan Oktober 2019
umum _|f
Penjelasan;

1.

Indikator Kinerja: Persentase kepuasan Anggota DPR R terhadap dukungan

keprotokolan

Penghitungan Kinerja "Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan
keprotokolan® dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Kegiatan survei tidak
dilakukan secara mandiri, namun dengan menyisipkan pertanyaan atau menjadi salah
satu bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan Anggota DPR Rl terhadap Dukungan

Layznan Setjen dan BK DPR RI.

Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Sefjen dan BK DPR R! tahun 2019 sehingga
Anggota DPR R! yang menjadi sampel adalah Anggota DPR Rl periode 2014-2019,
Anggota DPR RI periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019
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sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat
diperoleh paling lambat di bulan Oktober 2019.

Kinerja dinilai atas kecepatan, kualitas, dan ketepatan dalam memberikan pelayanan
keprotokolan.

Indikator Kinerja: Persentase pertimbangan hukum kepada DPR R!

Outcome dari indikator kinerja “Persentase pertimbangan hukum kepada DPR RI'
adalah persentase atas pertimbangan hukum yang digunakan DPR RI. Ruang lingkup
‘digunakan” saat pertimbangan hukum tersebut disampaikan ke DPR RI. Pihak
kesetienan tidak dapat mengendalikan/mengintervensi sampai sejauh mana
pertimbangan hukum tersebut dimanfaatkan oleh DPR RI.

Jangka wakiu pencapaian kegiatan tersebut adalah satu tahun sehingga
penghitungan kinerja dapat dilihat pada akhir fahun berjalan atau awal tahun
mendatang (T+1). Bagi unit kerja terkait (Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakaf)
tidak dapat menghitung pencapaian per bulan karena kasus hukum yang dialami oleh
DPR Rl tidak dapat diprediksi/diestimasi. Berdasarkan kondisi tersebut, maka kinerja
dari indikator kinerja tersebut pada akhir tahun 2019 adalah 100% sepanjang Biro
Hukum dan Pengaduan Masyarakat memberikan dukungan pertimbangan hukum
bagi DPR RI.

Indikator Kinerja: Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap kompetensi
SDM

Penghitungan Kinerja “Persentase kepuasan Anggota DPR R! terhadap kompetensi
SDM" dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Kegiatan survei tidak dilakukan
secara mandiri, namun dengan menyisipkan pertanyaan atau menjadi salah satu
bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan Anggota DPR RI terhadap Dukungan
Layanan Setjen dan BK DPR RI.

Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR Rl tahun 2019 sehingga
Anggota DPR RI yang menjadi sampel adalah Anggota DPR Rl periode 2014-2019.
Anggota DPR RI periode 2019-2024 akan dilantk pada tanggal 1 Okiober 2019
sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat
diperoleh paling lambat di bulan Oktober 2018,

Kinerja dinilai atas kompetensi dan perilaku SDM.

Indikator Kinerja: Persentase kepuasan Anggota DPR Rl terhadap dukungan
administrasi keuangan dan perjalanan dinas

Penghitungan Kinerja “Persentase kepuasan Anggota DPR Rl terhadap dukungan
administrasi keuangan dan perjalanan dinas" dilakukan melalui Survei ke Anggota
DPR RI. Kegiatan survei tidak dilakukan secara mandiri, namun dengan menyisipkan
pertanyaan atau menjadi salah satu bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan
Anggota DPR Ri terhadap Dukungan Layanan Setjen dan BK DPR RI.

86



Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR R tahun 2019 sehingga
Anggota DPR RI yang menjadi sampel adalah Anggota DPR R! periode 2014-2018.
Anggota DPR RI periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019
sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebefumnya dan hasilnya dapat
diperoleh paling lambat di bulan Oktober 2019.

Kinerja dinilai atas kecepatan, kualitas, dan ketepatan dalam memberikan dukungan
administrasi keuangan dan perjalanan dinas.

Indikator Kinerja: Persentase kepuasan Anggota DPR R terhadap dukungan
sarana dan prasarana gedung

Penghitungan Kinerja ‘Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan
sarana dan prasarana gedung’ dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.
Kegiatan survei tidak dilakukan secara mandiri, namun dengan menyisipkan
pertanyaan atau menjadi salah satu bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan
Anggota DPR Rl terhadap Dukungan Layanan Setjen dan BK DPR RI.

Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR Rl tahun 2019 sehingga
Anggota DPR RI yang menjadi sampel adalah Anggota DPR RI periode 2014-2018.
Anggota DPR RI periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019
sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasiinya dapat
dipercleh paling lambat di bulan Oktober 2019.

Kinerja dinilai atas kualitas atas Ruang Kerja Anggota DPR RI, Ruang Rapat
Paripuma dan Ruang Rapat AKD.

Indikator Kinerja: Persentase kepuasan Anggota DPR Rl terhadap dukungan
umum

Penghitungan Kinerja “Persentase kepuasan Anggota DPR Rl terhadap dukungan
sarana dan prasarana gedung” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.
Kegiatan survei tidak dilakukan secara mandir, namun dengan menyisipkan
pertanyaan atau menjadi salah satu bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan
Anggota DPR Rl terhadap Dukungan Layanan Setjen dan BK DPR RI.

Survei dilakukan uniuk mengukur kinerja Sefjen dan BK DPR Rl tahun 2019 sehingga
Anggota DPR RI yang menjadi sampe! adalah Anggota DPR RI periode 2014-2019.
Anggota DPR RI periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019
sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat
diperoleh paling lambat di bulan Oktober 2018,

Kinerja dinilai atas kecepatan, kualitas, dan ketepatan layanan pengalaman dalam
Gedung DPR RI! dan kualitas Alat Rumah Tangga Kantor (ARTK) dan
kelengkapannya pada ruang kerja Anggota DPR RI.
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BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Satker Setjen
Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR Rl
[ NO ] INDIKATOR KINERJA .I TARGET METODE JANGKA WAKTU |
] | PERHITUNGAN |  PENCAPAIAN
1. | Persentase hasil | 90% | Total anggaran | 1 tahun/ Desember
penelaahan/penelitian tahun 2019 2019/
terhadap rencana yang tidak Januari 2020
anggaran unit kerja yang diblokir
l sesuai dengan peraturan terhadap total
' anggaran tahun
L 2019
2. | Persentase kualitas 82% Penghitungan | 1tahun/ Desember
| evaluasi, monitoring dan oleh 2019/
| kualitas laporan keuangan Kementerian Januari 2020
DPR RI melalui Keuangan
implementasi
Pengendalian Internal
Pelaporan Keuangan
(FIPK)
3. | Indeks indikator kinerja 85 Penghitungan | 1 tahun/ Desember
| pelaksanaan anggaran cleh 2019/
! (IKPA) Kementerian Januari 2020
. Keuangan
' 4. | Persentase dukungan 95% Survei 10 bulan/ Oktober
l | perjalanan dinas secara 2019
| tepat waktu dan sesuai
| | prosedur Wi |
Penjelasan

1. Indikator Kinerja : Persentase hasil penelaahan/penelitian terhadap rencana

anggaran unit kerja yang sesuai dengan peraturan

Penghitungan Kinerja “Persentase hasil penelaahan/penelitian terhadap rencana
anggaran unit kerja yang sesuai dengan peraturan’ dilakukan dengan
membandingkan antara total anggaran tahun 2019 yang tidak diblokir oleh
Kementerian Keuangan terhadap total anggaran tahun 2019.

Penyebab suatu anggaran diblokir oleh Kementerian Keuangan adalah kurang efeklif
dan efisien dalam menyusun anggaran dan tidak lengkapnya data dukung. Biro
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Perencanaan dan Keuangan sebagal leading sector dalam penyusunan program
kerja dan anggaran berperan dalam mengoordinasikan agar anggaran yang disusun
oieh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl efektif
dan efisien serta dilengkapi dengan data dukung.

Jangka waktu pencapaian kinerja adalah satu tahun karena meskipun pada DIPA
(Awal) Tahun 2019 terdapat anggaran yang dibintang/blokir, Kementerian Keuangan
memberikan kesempatan untuk revisi buka bintang/blokir hingga jangka waktu
tertentu dalam tahun berjalan.

Indikator Kinerja: Persentase kualitas evaluasi, monitoring dan kualitas laporan
keuangan DPR R! melalui implementasi Pengendalian Internal Pelaporan
Keuangan (PIPK)

Penghitungan Kinerja “Persentase kualitas evaluasi, menitoring dan kualitas laporan
keuangan DPR RI melalui implementasi Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan
(PIPK)" dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang didasarkan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan,
Penghitungan, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat. PIPK adalah pengendalian yang secara spesifi dirancang untuk memberikan
keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan
laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
Kinerja atas penghitungan PIPK tersebut akan diperoleh sekitar bulan Januari 2020.

Indikator Kinerja: Indeks indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)
Penghitungan Kinerja ‘Indeks indikartor kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)'
dilzkukan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk
mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian
Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan
anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Kineria atas penghitungan IKPA tersebut akan diperoleh sekitar bulan Januari 2020.

Indikator Kinerja: Persentase dukungan perjalanan dinas secara tepat waktu
dan sesuai prosedur

Penghitungan Kinerja “Persentase dukungan perjalanan dinas secara tepat waktu dan
sesuai prosedur” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Kegiatan survei tidak
dilakukan secara mandiri, namun dengan menyisipkan pertanyaan atau menjadi salah
satu bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan Anggota DPR Rl terhadap Dukungan
Layanan Setjen dan BK DPR RI.

Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR RI tahun 2019 sehingga
Angcota DPR RI yang menjadi sampel adalah Anggota DPR RI periode 2014-2018.
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Anggota DPR RI periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019
sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat
diperoleh paling lambat di bulan Oktober 20189.
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BAGIAN PERENCANAAN

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur

J02.01.01

>rogram

Dukungan

Manajemen

Program Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Setien DPR RI
PIO | INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA
PERHITUNGAN |  WAKTU
PENCAPAIAN
1. | Jumiah Dokumen Perencanaan, 17
terdin atas: dokumen
1. Draft Renstra Setjen dan 1 dokumen | Hasil Akhir 6 bulan/
Badan Keahlian DPR RI Desember
2020-2024 2018
2. Perjanjian Kinerja 1 Dokumen | Hasil Akhir 3 bulan/
Maret 2019
3. KPJM 1 Dokumen | Hasil Akhir Januari 2019
4, RKA Usulan Satker Setien | 1 Dokumen | Hasil Akhir Maret 2019
5. RKA Usulan Satker Dewan | 1 Dokumen | Hasil Akhir Maret 2019
6. Nojel RKA Usulan 1 Dokumen | Hasil Akhir Maret 2019
! 7. RKA Pagu Indikatif Satker | 1 Dokumen | Hasil Akhir April 2019
Setjen
8. RKA Pagu Indikatif Satker | 1 Dokumen | Hasil Akhir April 2019
Dewan
9. Nojel RKA Pagu Indikatif 1 Dokumen | Hasil Akhir April 2018
] 10 RKA Pagu Anggaran Salker | 1 Dokumen | Hasil AKRIr Agustus 2019
Setjen
1*. RKA Pagu Anggaran Satker | 1 Dokumen | Hasil Akhir Agustus 2019
Dewan
12. Nojel RKA Pagu Anggaran | 1 Dokumen | Hasil Akhir Agustus 2019
13. RKA Alokasi Anggaran ' 1 Dokumen | Hasil Akhir Nopember
Satker Setjen 2019
| 14. RKA Alokasi Anggaran 1 Dokumen | Hasil Akhir | Nopember
| Satker Dewan 2019
| [
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INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA
PERHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN
5. Nojel RKA Alokasi Anggaran 1 Dokumen | Hasil Akhir Nopember 2013
16. Daftar Isian Pelaksanaan 1 Dokumen | Hasil Akhir Desember 2019
Anggaran (DIPA)
17. Dokumen Rincian Anggaran 1 Dokumen | Hasil Akhir 1 tahun/
Biaya (RAB) Revisi Desember 2019
| 2. | Jumlah Dokumen Administrasi 9 Dokumen
Eagian Perencanaan, terdiri dari
1. Rencana kegiatan Bagian 1 Dokumen | Rekapitulasi 1 tahun/
Perencanaan Desember 2018
2. Rencana keuangan Bagian 1 Dokumen | Rekapitulasi 1 tahun/
Perencanaan Desember 2018
3. Laporan Tim Bagian 5 Dokumen | Hasil Akhir 1 tahun
Perencanaan
4. Laporan pertanggungjawaban | 1 Dokumen | Rekapitulasi 1 tahun/
Bagian Perencanaan Desember 2019
5. Laporan Kinerja Bagian 1 Dokumen | Rekapitulasi 1 tahun/
L Perencanaan Desember 2019 |
Penjelasan

1. Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Perencanaan, terdiri atas:
a. Draft Renstra Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI 2020-2024
Penghitungan kinerja ‘Draft Renstra Setjen dan Badan Keahlian DPR RI 2020-2024"
dilakukan dengan menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai
output apabila output tersebut sudah selesai. Penyusunan Draft Rensira Setjen dan
Badan Keahlian DPR RI 2020-2024 akan dilakukan selama enam bulan mulai bulan
Juli-Desember 2019. Draft Renstra fersebut akan dihitung sebagai kinesja apabila
telah selesai di bulan Desember 2019.

b. Perjanjian Kinerja

Penghitungan kinerja ‘Perjanjian Kinerja" dilakukan dengan menggunakan metode
hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah selesai.
Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan selama 3 bulan, mulai bulan Januari-Maret
2019, Penandatanganan Perjanjian Kinerja dilakukan oleh seluruh Eselon | hingga
Eselon IV. Kinerja “Perjanjian Kinerja" dihitung sebagai oufput apabila sudah
ditandatangani oleh minimal selurun Eselon | dan Eselon Il meskipun belum
dibukukan/dicetak dalam bentuk buku,
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c. KPJM
Penghitungan kinerja *KPJM/Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah" dilakukan
dengan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai oufout apabila output
lersebut sudah selesai. Pengisian KPJM dilakukan melalui aplikasi dan dilakukan
pada bulan Januari 2019. Penyusunan KPJM dihitung sebagai oufput setelah
pengisian di aplikasi selesai.

d. RKA Usulan Satker Setjen
Penghitungan kinerja “RKA Usulan Satker Setjen” dilakukan dengan menggunakan
metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai ouput apabila output tersebut sudah
selesal. RKA Usulan Satker Setien disusun sebagai bahan rapat dengan Badan
Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Rl sehingga wakiu pencapaian output tersebut
disesualkan dengan jadwal rapat BURT DPR RI.

e. RKA Usulan Satker Dewan
Penghitungan kinerja “RKA Usulan Satker Dewan" dilakukan dengan menggunakan
metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah
selesai. RKA Usulan Satker Dewan disusun sebagai bahan rapat dengan Badan
Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR R! sehingga wakiu pencapaian output tersebut
disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPRRI.

f. Nojel RKA Usulan
Penghitungan kinerja “Nojel RKA Usulan® dilakukan dengan menggunakan metode
hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila oufput tersebut sudah selesai.
Nojel RKA Usulan disusun sebagai bahan rapat dengan Badan Urusan Rumah
Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu pencapaian output tersebut disesuaikan
dengan jadwal rapat BURT DPR R,

g. RKA Pagu Indikatif Satker Setjen
Penghitungan kinerja ‘RKA Pagu Indikatif Satker Sefjen” dilakukan dengan
menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai oufput apabila output
tersebut sudah selesai. RKA Pagu Indikatif Satker Setjen disusun sebagai bahan
rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu
pencapaian output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI.

h. RKA Pagu Indikatif Satker Dewan
Penghitungan kinerja "RKA Pagu Indikatif Satker Dewan® dilakukan dengan
menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output
tersebut sudah selesai. RKA Pagu Indikatif Satker Dewan disusun sebagai bahan
rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu
pencapaian oufput tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI.
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. Nojel RKA Pagu Indikatif

Penghitungan kinerja "Nojel RKA Pagu Indikatif’ dilakukan dengan menggunakan
metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah
selesai. Nojel RKA Pagu Indikatif disusun sebagai bahan rapat dengan Badan
Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga wakiu pencapaian oufput tersebut
disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI.

. RKA Pagu Anggaran Satker Setjen

Penghitungan kinerja “RKA Pagu Anggaran Satker Sefien” dilakukan dengan
menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output
tersebut sudah selesai. RKA Pagu Anggaran Satker Setjen disusun sebagai bahan
rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu
oencapaian output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI.

. RKA Pagu Anggaran Satker Dewan

Penghitungan kinerja “RKA Pagu Anggaran Satker Dewan" dilakukan dengan
menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila oufput
tersebut sudah selesai. RKA Pagu Anggaran Satker Dewan disusun sebagai bahan
rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu
pencapaian oufput tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI.

. Nojel RKA Pagu Anggaran

Penghitungan kinerja “Nojel RKA Pagu Anggaran’ dilakukan dengan menggunakan
metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah
selesai. Nojel RKA Pagu Anggaran disusun sebagai bahan rapat dengan Badan
Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu pencapaian output tersebut
disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI.

. RKA Alokasi Anggaran Satker Setjen
Penghitungan kinerja “RKA Alokasi Anggaran Satker Setjen” dilakukan dengan
menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output
tersebut sudah selesal. RKA Alokasi Anggaran Satker Sefien disusun sebaga
bahan rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu
pencapaian output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI.

. RKA Alokasi Anggaran Satker Dewan

Penghitungan kinerja “RKA Alokasi Anggaran Satker Dewan" dilakukan dengan
menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output
tersebut sudah selesai. RKA Alokasi Anggaran Satker Dewan disusun sebagai
bahan rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Rl sehingga waktu
pencapaian output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI.
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0. Nojel RKA Alokasi Anggaran
Penghitungan kinefja “Nojel RKA Alokasi Anggaran™ dilakukan dengan
menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai oufput apabila output
tersebut sudah selesai. Nojel RKA Alokasi Anggaran disusun sebagai bahan rapat
dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Rl sehingga waktu pencapaian
output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI.

p. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Penghitungan kinerja "Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)" dilakukan
dengan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai oufput apabila oufput
tersebut sudah selesai. DIPA disusun sebagai dasar bagi unit kerja dalam
pelaksanaan anggaran sehingga harus diterbitkan sebelum tahun anggaran
mendatang berjalan. DIPA secara umum diterbitkan di bulan Desember.

g. Dokumen Rincian Anggaran Biaya (RAB) Revisi

Penghitungan kinerja “Dokumen Rincian Anggaran Biaya (RAB) Revisi" dilakukan
dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka
wakiu terentu, Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti
jumiah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan
sepanjang tahun anggaran.

Kinerja atas Dokumen RAB Revisi akan diperoleh di bulan Desember. Uniuk
pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat
menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

2. Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Administrasi Bagian Perencanaan, terdiri

dari :

a. Rencana kegiatan Bagian Perencanaan
Panghitungan kinerja "Rencana kegiatan Bagian Perencanaan” dilakukan dengan
metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu
tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumiah
culput yang akan dicapai/di luar kendali unit keria dan dilaksanakan sepanjang
tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan action plan.
Kinerja atas Rencana kegiatan Bagian Perencanaan akan diperoleh di bulan
Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan
evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

b. Rencana keuangan Bagian Perencanaan
Penghitungan kinerja ‘Rencana keuangan Bagian Perencanaan” dilakukan dengan
metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu
tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah
output yang akan dicapaildi luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang
tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan cash planning.
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Kinerja atas Rencana kegiatan Bagian Perencanaan akan diperoleh di bulan
Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan
evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

¢. Laporan Tim Bagian Perencanaan
Penghitungan kinerja “Laporan Tim Bagian Perencanaan” dilakukan dengan metode
Hasil Akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila kegiatan Tim tersebut telah
berakhir. Apabila output yang dihasilkan bukan berupa hardcopy, maka unit kerja
harus menyusun laporan kegiatan,

Jumlah laporan tim yang dilaporkan sebagai kinerja adalah kegiatan tim yang bersifat
Orang/Bulan (OB).

d. Laporan pertanggungjawaban Bagian Perencanaan

Penghitungan kinerja “Laporan pertanggungjawaban Bagian Perencanaan’
dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen
dalam jangka wakiu tertentu. Metode tersebut dipilin karena sulit memperkirakan
secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan
dilaksanakan sepanjang fahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan
perianggungjawaban anggaran.

Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Bagian Perencanaan akan dipercieh di
bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan
evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

e. Laporan Kinerja Bagian Perencanaan

Penghitungan kinerja “Laporan Kinerja Bagian Perencanaan” dilakukan dengan
metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu
tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumiah
output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang
tahun anggaran. Bentuk outpuf-nya berupa laporan kinerja atas capaian oufput dan
realisasi anggaran.

Kinerja atas Laporan Kineria Bagian Perencanazan akan diperoleh di bulan
Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan
evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).
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SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN DPR

Satker Setjen
Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI
INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA |
PERHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN
1. | Draft Renstra DPR RI 2020- | 1 dokumen | Hasil Akhir 6 bulan/
2024 Desember 2019
2. | KPIM 1 Dokumen | Hasil Akhir Januari 2019
3. | RKA Usulan Satker Dewan 1 Dokumen | Hasil Akhir Maret 2018
2 Noje! RKA Usulan 1 Dokumen | Hasil Akhir Maret 2019
"5 | RKA Pagu Indikatif Satker | 1 Dokumen | Hasil Akhir April 2019
Dewan
6. | RKA Pagu Anggaran Satker | 1 Dokumen | Hasil Akhir Agustus 2019
Dewan
7. | Nojel RKA Pagu Anggaran 1 Dokumen | Hasil Akhir Agustus 2019
8. | RKA Alokasi Anggaran Satker | 1 Dokumen | Hasil Akhir Nopember
Cewan 2019
9. | Daftar Isian Pelaksanaan 1 Dokumen | Hasil Akhir Desember 2018
Anggaran (DIPA)
10. | Dokumen Rincian Anggaran | 1 Dokumen | Hasil Akhir 1 tahun/
Biaya (RAB) Revisi Desember 2019
|
Lﬂ 1 Laporan Tim 2 Dokumen | Hasil Akhir 1 tahun
| 12. | Laporan Kinerja Bagian ! 1 Dokumen | Rekapitulas: 1 tahun/
' ' Perencanaan ‘ Desember 2019
Penjelasan:

1. Indikator Kinerja Draft Renstra DPR Rl 2020-2024
Penghitungan kinerja "Draft Renstra DPR Rl 2020-2024" dilakukan dengan
menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output
tersebut sudah selesai. Penyusunan Draft Renstra DPR Ri 2020-2024 akan dilakukan
selama enam bulan mulai bulan Juli-September 2019. Draft Renstra tersebut akan
dihitung sebagai kinerja apabila telah selesai di bulan September 2019.
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. Indikator Kinerja KPJM

Penghitungan kinerja "KPJM/Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah® dilakukan
dengan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut
sudah selesai. Pengisian KPJM dilakukan melalui aplikasi dan dilakukan pada bulan
Januari 2019, Penyusunan KPJM dihitung sebagai output setelah pengisian di aplikasi
selesai.

. Indikator Kinerja RKA Usulan Satker Dewan

Penghitungan kinerja “RKA Usulan Satker Dewan” dilakukan dengan menggunakan
metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah
selesai. RKA Usulan Satker Dewan disusun sebagai bahan rapat dengan Badan
Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Rl sehingga waktu pencapaian output tersebut
disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI.

. Indikator Kinerja Nojel RKA Usulan

Penghitungan kinerja “Nojel RKA Usulan® dilakukan dengan menggunakan metode
hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah selesai.
Nojel RKA Usulan disusun sebagai bahan rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga
(BURT) DPR RI sehingga waktu pencapaian outpu! tersebut disesuaikan dengan
jadwal rapat BURT DPRRI.

. Indikator Kinerja RKA Pagu Indikatif Satker Dewan

Penghitungan kinerja "RKA Pagu Indikatif Satker Dewan" dilakukan dengan
menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output
tersebut sudah selesai. RKA Pagu Indikatif Satker Dewan disusun sebagai bahan rapat
dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga wakiu pencapaian
output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI.

. Indikator Kinerja RKA Pagu Anggaran Satker Dewan

Penghitungan kinerja “RKA Pagu Anggaran Satker Dewan’ dilakukan dengan
menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagal output apabila output
terseout sudah selesai. RKA Pagu Anggaran Satker Dewan disusun sebagai bahan
rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga wakiu
pencapaian output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI.

. Indikator Kinerja Nojel RKA Pagu Anggaran

Pengnitungan kinerja "Nojel RKA Pagu Anggaran” dilakukan dengan menggunakan
metcde hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah
selesal. Nojel RKA Pagu Anggaran disusun sebagai bahan rapat dengan Badan
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Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu pencapaian output tersebut
disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI.

8. Indikator Kinerja RKA Alokasi Anggaran Satker Dewan
Penghitungan kinerja “‘RKA Alokasi Anggaran Satker Dewan' dilakukan dengan
menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output
tersebut sudah selesai. RKA Alokasi Anggaran Satker Dewan disusun sebagai bahan
rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga wakiu
pencapaian output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI.

9. Indikator Kinerja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Penghitungan kinerja *Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)" dilakukan dengan
metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai oufput apabila oufput tersebut sudah
selesai. DIPA disusun sebagai dasar bagi unit kerja dalam pelaksanaan anggaran
sehingga harus diterbitkan sebelum tahun anggaran mendatang berjalan. DIPA secara
umum diterbitkan di bulan Desember.

10.Indikator Kinerja Dokumen Rincian Anggaran Biaya (RAB) Revisi

Penghitungan kinerja “Dokumen Rincian Anggaran Biaya (RAB) Revisi" dilakukan
dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka
waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah
output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun
anggaran.

Kinerja atas Dokumen RAB Revisi akan diperoleh di bulan Desember. Untuk
pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat
menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

11.Indikator Kinerja Laporan Tim
Penghitungan kinerja “Laporan Tim Bagian Perencanaan” dilakukan dengan metode
Hasil Akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila kegiatan Tim tersebut telah
berekhir. Apabila output yang dihasilkan bukan berupa hardcopy, maka unit kerja harus
menyusun laporan kegiatan. Jumiah fim yang berada di bawah koordinasi Kepala
Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran DPR sebanyak 2 (dua) tim.

12.Indikator Kinerja Laporan Kinerja Bagian Perencanaan
Penghitungan kinerja "Laporan Kinerja Bagian Perencanaan’ dilakukan dengan metode
Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka wakiu tertentu.
Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah oufput yang
akar dicapaildi luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran.
Bentuk output-nya berupa laporan kinerja atas capaian output dan realisasi anggaran.
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Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Bagian Perencanaan akan diperoleh di
bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan
evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).
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SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

Satker Setjen
Kode dan : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Nomenklatur Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI
INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA
PERHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN
1.! Draft Renstra Sefjen dan Badan | 1 Dokumen | Hasil Akhir 6 bulan/
Keahlian DPR R1 2020-2024 Desember 2019
2. | Perjanjian Kinerja 1 Dokumen | Hasil Akhir 3 bulan/ '
Maret 2019
3.| RKA Usulan Satker Setien 1 Dokumen | Hasil Akhir Maret 2019
4. | Nojel RKA Usulan 1 Dokumen | Hasil Akhir Maret 2019
5.| RKA Pagu Indikatif Satker Setjien | 1 Dokumen | Hasil Akhir April 2019
6. | Nojel RKA Pagu Indikatif 1 Dokumen | Hasil Akhir April 2019
7.| RKA Pagu Anggaran Satker 1 Dokumen | Hasil Akhir Agustus 2019 |
Setien |
8. | RKA Alokasi Anggaran Satker 1 Dokumen | Hasil Akhir Nopember 2019
Setien !
9. | Nojel RKA Alokasi Anggaran 1 Dokumen | Hasil Akhir Agustus 2019 |
10/ Dokumen Rincian Anggaran 1 Dokumen | Hasil Akhir 1 tahun/
| Biaya Desember 2018
(RAB) Revisi
11| Rencana kegiatan Bagian 1 Dokumen | Rekapitulasi 1 tahun/
Perencanaan ! Desember 2019
|
12| Rencana keuangan Bagian 1 Dokumen | Rekapitulasi 1 tahun/
Perencanaan Desember 2019
13| Lagoran Tim 3 Dokumen | Hasil Akhir 1 tahun/
| Desember 2019
14) Laporan pertanggungjawaban | 1 Dokumen | Rekapitulasi 1 tahun/
Bagian | Desember 2019
Persncanaan
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Penjelasan :

1.

Indikator Kinerja: Draft Renstra Setjen dan Badan Keahlian DPR Rl 2020-2024
Penghitungan kinerja “Draft Renstra Setjen dan Badan Keahlian DPR RI 2020-2024"
dlakukan dengan menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai
output apabila output tersebut sudah selesai. Penyusunan Draft Renstra Sefjen dan
Badan Keahlian DPR R! 2020-2024 akan dilakukan selama enam bulan mulai bulan
Juli-Desember 2019. Draft Renstra tersebut akan dihitung sebagai kinerja apabila
telah selesai di bulan Desember 2019

Indikator Kinerja: Perjanjian Kinerja

Penghitungan kinerja “Perjanjian Kinerja" dilakukan dengan menggunakan metode
hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah selesai.
Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan selama 3 bulan, mulai bulan Januari-Maret
2018. Penandatanganan Perjanjian Kinerja dilakukan oleh seluruh Eselon | hingga
Eselon V. Kinerja “Perjanjian Kinerja" dihitung sebagai oufput apabila sudah
ditandatangani oleh minimal seluruh Eselon | dan Eselon || meskipun belum
dibukukan/dicetak dalam bentuk buku.

Indikator Kinerja: RKA Usulan Satker Setjen

Penghitungan kinerja “RKA Usulan Satker Sefjen” dilakukan dengan menggunakan
metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah
selesai. RKA Usulan Satker Sefjen disusun sebagai bahan rapat dengan Badan
Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga wakiu pencapaian output tersebut
disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR Rl

Indikator Kinerja: Nojel RKA Usulan

Penghitungan kinerja *Nojel RKA Usulan" dilakukan dengan menggunakan metode
hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah selesai.
Nojel RKA Usulan disusun sebagai bahan rapat dengan Badan Urusan Rumah
Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu pencapaian oufput tersebut disesuaikan
dengan jadwal rapat BURT DPR R,

Indikator Kinerja: RKA Pagu Indikatif Satker Setjen

Penghitungan kinerja "RKA Pagu Indikatif Satker Setjen” dilakukan dengan
menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output
fersebut sudah selesai. RKA Pagu Indikatif Satker Setjen disusun sebagai bahan
rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Rl sehingga waktu
pencapaian oufput tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI.

Indikator Kinerja: Nojel RKA Pagu Indikatif
Penghitungan kinerja “Nojel RKA Pagu Indikatif" dilakukan dengan menggunakan
metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah
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10.

.

selesai. Nojel RKA Pagu Indikatif disusun sebagai bahan rapat dengan Badan Urusan
Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu pencapaian oufput tersebut
disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI.

Indikator Kinerja: RKA Pagu Anggaran Satker Setjen

Penghitungan kinerja “RKA Pagu Anggaran Satker Setjen” dilakukan dengan
menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai oulput apabila output
tersebut sudah selesal. RKA Pagu Anggaran Satker Setjen disusun sebagai bahan
rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu
pencapaian output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI.

Indikator Kinerja: RKA Alokasi Anggaran Satker Setjen

Penghitungan kinerja "“RKA Alokasi Anggaran Satker Setjen” dilakukan dengan
menggunakan metode hasi akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila oufput
tersebut sudah selesai. RKA Alokasi Anggaran Satker Setjen disusun sebagai bahan
rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu
pencapaian output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI.

Indikator Kinerja: Nojel RKA Alokasi Anggaran

Penghitungan kinerja “Nojel RKA Alokasi Anggaran” dilakukan dengan menggunakan
metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila oufput tersebut sudah
selesai. Nojel RKA Alokasi Anggaran disusun sebagai bahan rapat dengan Badan
Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR R! sehingga waktu pencapaian oufput tersebut
disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPRRI.

Indikator Kinerja: Dokumen Rincian Anggaran Biaya (RAB) Revisi

Penghitungan kinerja ‘Dokumsn Rincian Anggaran Biaya (RAB) Revisi® dilakukan
dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka
wektu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti
jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang
tahun anggaran.

Kinerfa atas Dokumen RAB Revisi akan diperoleh di bufan Desember. Untuk
pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat
menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

Indikator Kinerja: Rencana kesgiatan Bagian Perencanaan

Penghitungan kinerja "Rencana kegiatan Bagian Perencanaan’ dilakukan dengan
metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu
tertentu. Metode tersebut dipilin karena sulit memperkirakan secara pasti jumiah
output yang akan dicapai/di tuar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun
anggaran. Bentuk oufput-nya berupa laporan action plan.
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12.

13.

14.

Kineria atas Rencana kegiatan Bagian Perencanaan zkan diperoleh di bulan
Cesember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan
evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

Indikator Kinerja: Rencana keuangan Bagian Perencanaan

Psnghitungan kinerja “Rencana keuangan Bagian Perencanaan’ dilakukan dengan
metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu
tertentu, Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumiah
cutput yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun
anggaran. Bentuk oufput-nya berupa laporan cash planning.

Kinerja atas Rencana keuangan Bagian Perencanaan akan diperoleh di bulan
Desember. Untuk pencapaian kineria per bulan dalam aplikasi monitoring dan
evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (safu per dua belas).

Indikator Kinerja: Laporan Tim

Penghitungan kinerja “Laporan Tim" dilakukan dengan metode Hasil Akhir, yaitu akan
dihitung sebagai oulput apabila kegiatan Tim tersebut telah berakhir. Apabila output
yang dihasilkan bukan berupa hardcopy, maka unit kerja harus menyusun laporan
kegiatan.

Jumiah laporan tim yang dilaporkan sebagai kinerja adalah kegiatan tim yang bersifat
Orang/Bulan (OB).

Indikator Kinerja: Laporan pertanggungjawaban Bagian Perencanaan
Penghitungan kinerja “Laporan pertanggungjawaban Bagian Perencanaan” dilakukan
dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka
waktu tertentu, Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti
jumiah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang
tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan pertanggungjawaban anggaran.
Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Bagian Perencanaan akan diperoleh di
bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan
evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).
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BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Satker Setjen
Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Program Tugas Teknis Lainnya Setien DPR RI
NO INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA
PERHITUNGAN |  WAKTU
PENCAPAIAN
1. | Jumiah Dokumen Evaluasi, 36
Monitoring, dan Pelaporan, | dokumen
terdir atas:
1. | Laporan Realisasi 1 Dokumen | Hasil Akhir
Triwulan |
2. | Laporan Realisasi 1 Dokumen | Hasil Akhir }
Triwulan ||
3. | Laporan Realisasi 1 Dokumen | Hasil Akhir
Triwulan Il
4. | Laporan Realisasi 1 Dokumen | Hasil Akhir
Triwulan IV
5. | Revisi Satker Setjen 7 Dokumen | Hasil Akhir
6. | Revisi Satker Dewan 7 Dokumen | Hasil Akhir
7. | Laporan Triwulan 1 1 Dokumen | Hasil Akhir
8. | Laporan Semester 1 1 Dokumen | Hasil Akhir
9. | Laporan Triwulan 3 1 Dokumen | Hasil Akhir
10. | Laporan Tahunan 1 Dokumen | Hasil Akhir
Unaudited
1. | Laporan Tahunan Audited | 1 Dokumen | Hasil Akhir
2. | Laporan Keuangan 12 Hasil Akhir
Bulanan Dokumen
 13. | Laporan Monitoring dan | 1 Dokumen | Rekapitulasi 1 tahun/
| Evaluasi ! Desember
. 2019
' 2. | Jumlah Dokumen Administrasi | 9 dokumen |
Eagian Evaluasi, Monitoring,
dan Pelaporan, terdari atas:
1. | Rencana kegiatan Bagian | 1 Dokumen | Rekapitulasi 1 tahun/
Evaluasi, Monitoring, dan Desember
Pelaporan 2019
2. | Rencana keuangan 1 Dokumen | Rekapitulasi 1 tahun/
Bagian Evaluasi, Desember
Monitoring, dan 2019

Pelaporan
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3. | Laporan TimBagian | 5 Dokumen | Hasil Akhir 1 tahun
Evaluasi, Monitoring, dan
Pelaporan
4. | Laporan 1 Dokumen | Rekapitulasi 1 tahun/ ;
pertanggungjawaban Desember
Bagian Evaluasi, 2019
Monitoring, dan
Pelaporan
5. | Laporan Kinerja Bagian | 1 Dokumen | Rekapitulasi 1 tahun/
Evaluasi, Monitoring, dan Desember
Pelaporan | 2019
Penjelasan:
1. Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan, terdiri
atas:
1. Laporan Realisasi Triwulan |

Penghitungan kinerja “Laporan Realisasi Triwulan [|" dilakukan dengan
menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai oufput apabila
output tersebut sudah selesai. Laporan Realisasi Triwulan | disusun sebagai
bahan rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga
waktu pencapaian output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR
RI.

Laporan Realisasi Triwulan I

Penghitungan kinerja “Laporan Realisasi Triwulan |I" dilakukan dengan
menggunakan mefode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila
oufput tersebut sudah selesai. Laporan Realisasi Triwulan | disusun sebagal
bahan rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga
wakiu pencapaian outpuf tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR
RI.

Laporan Realisasi Triwulan il

Penghitungan kineria ‘Laporan Realisasi Triwulan I dilakukan dengan
menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai oufput apabila
output tersebut sudan selesal. Laporan Realisasi Triwulan | disusun sebagai
bahan rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga
waktu pencapaian cufput tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR
RI.

Laporan Realisasi Triwulan IV
Penghitungan kinerja “Laporan Realisasi Triwulan V" dilakukan dengan
menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila
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10.

output tersebut sudah selesal. Laporan Realisasi Triwulan | disusun sebagal
bahan rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga
wakiu pencapaian output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR
RI.

Revisi Satker Setjen

Penghitungan kinerja "Revisi Satker Sefjen" dilakukan dengan menggunakan
metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila oufput tersebut
sudah selesai. Revisi yang dihitung sebagai output adalah revisi yang menjadi
kewenangan Kementerian Keuangan. Revisi kewenangan KPA (POK) tidak
dinitung sebagai output.

Revisi Satker Dewan

Penghitungan kinerja “Revisi Satker Dewan” dilakukan dengan menggunakan
metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut
sudah selesai. Revisi yang dihitung sebagai cutput adalah revisi yang menjadi
kewenangan Kementerian Keuangan. Revisi kewenangan KPA (POK) tidak
dihitung sebagai output

Laporan Triwulan 1

Penghitungan kinerja “Laporan Triwulan 1" dilakukan dengan menggunakan
metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai oufput apabila output tersebut
sudah selesai. Laporan dihitung sebagai oufput setelzh ditandatangani oleh
Sekjen.

Laporan Semester 1

Penghitungan kinerja ‘Laporan Semester 1" dilakukan dengan menggunakan
metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut
sudah selesai. Laporan dihitung sebagai oufpuf setelah ditandatangani oleh
Sekjen.

Laporan Triwulan 3

Penghitungan kinerja ‘Laporan Triwulan 3" dilakukan dengan menggunakan
metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai oufput apabila output tersebut
sudah selesai. Laporan dihitung sebagai oufpuf setelah ditandatangani aleh
Sekjen.

Laporan Tahunan Unaudited

Penghitungan kinerja “Laporan Tahunan Unaudited® dilakukan dengan
menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai oufput apabila
output tersebut sudah selesai, Laporan dihitung sebagai output setelah
ditandatangani oleh Sekjen.
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11.

12.

13.

Laporan Tahunan Audited

Penghitungan kinerja “Laporan Tahunan Unaudited” dilakukan dengan
menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai oufput apabila
output tersebut sudah selesai. Laporan dihitung sebagai oulput setelah
mendapatkan laporan audit dari BPK.

Laperan Keuangan Bulanan

Penghitungan kinerja “Laporan Keuangan Bulanan® dilakukan dengan metode
hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai oufput apabila oufput tersebut sudzh
selesai. Laporan dihitung sebagai output setelah ditandatangani oleh Sekjen.
Untuk pencapaian kinerja per bulan, dapat menggunakan penghitungan proses
112 (satu per dua belas).

Laporan Monitoring dan Evaluasi

Penghitungan kinerja “Laporan Monitoring dan Evaluasi® dilakukan dengan metode
Rekapitulasi yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu.
Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah output
yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun
anggaran. Bentuk oufput-nya berupa laporan monitoring dan evaluasi atas kinerja
Setjen dan BK DPR RI sepanjang tahun 2019. Untuk pencapaian kinerja per
bulan, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

2. Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Administrasi Bagian Evaluasi, Monitoring,
dan Pelaporan, terdari atas:

1.

Rencana kegiatan Bagian Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan

Penghitungan kinerjia "Rencana kegiatan Bagian Evaluasi, Monitoring, dan
Pelaporan” dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi
dokumen dalam jangka wakiu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit
memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit
kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk oufput-nya berupa
laporan action plan.

Kinerja atas Rencana kegiatan Bagian Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan akan
diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi
monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per
dua belas).

Rencana keuangan Bagian Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan

Penghitungan kinerja "Rencana keuangan Bagian Evaluasi, Monitoring, dan
Pelaporan” dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi
dokumen dalam jangka wakftu terientu. Metode tersebut dipilih karena sulit
memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit
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kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa
laporan cash planning.

Kinerja atas Rencana keuangan Bagian Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan akan
diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi
monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per
dua belas).

Laporan Tim Bagian Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan

Penghitungan kinerja “Laporan Tim Bagian Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan”
dilakukan dengan metode Hasil Akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila
kegiatan Tim tersebut telah berakhir, Apabila output yang dihasilkan bukan berupa
hardcopy, maka unit kerja harus menyusun laporan kegiatan.

Jumiah laporan tim yang dilaporkan sebagai kinerja adalah kegiatan tim yang
bersifat Orang/Bulan {OB).

Laporan pertanggungjawaban Bagian Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan
Penghitungan kinerja “Laporan pertanggungjawaban Bagian Evaluasi, Monitoring,
dan Pelaporan" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan
rekapitulasi dokumen dalam jangka wakiu tertentu. Metode tersebut dipilih karena
sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali
unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa
laporan pertanggungjawaban anggaran.

Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Bagian Evaluasi, Monitoring, dan
Pelaporan akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan
dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses
1112 (satu per dua belas).

Laporan Kinerja Bagian Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan

Penghitungan kinera “Laporan Kinerfa Bagian Evaluasi, Monitoring, dan
Pelaporan” dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi
dokumen dalam jangka wakiu tertentu, Metode fersebut dipilih karena sulit
memperkirakan secara pasii jumlah oufput yang akan dicapai/di luar kendali unit
kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk oufput-nya berupa
laporan kinerja atas capaian output dan realisasi anggaran.

Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Bagian Evaluasi, Monitoring, dan
Pelaporan akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan
dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses
1/12 (satu per dua belas).
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SUBBAGIAN MONITORING DAN EVALUASI

Satker Setjen
Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI
INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA
PERHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN
1. | Laporan Realisasi Triwulan | 1 Hasil Akhir
Dokumen
2. | Laporan Realisasi Triwulan I 1 Hasil Akhir
Dokumen
3. | Laporan Realisasi Triwulan Il 1 Hasil Akhir
Dokumen
4. | Laporan Realisasi Triwulan IV 1 Hasil Akhir
Dokumen
5. | Revisi Satker Setjen 7 Hasil Akhir
Dokumen
6. | Revisi Satker Dewan 7 Hasil Akhir
Dokumen
7. | Laporan Monitoring dan 1 Rekapitulasi
Evaluasi Dokumen
8. | Rancana kegitan Subbagian 1 Rekapitulasi 1 tahun/
Evaluasi dan Monitoring Dokumen Desember 2019
9. | Rencana keuangan Subbagian 1 Rekapitulasi 1 tahun/
Evaluasi dan Monitoring Dokumen Desember 2019
10. | Laporan pertanggungjawaban 1 Rekapitulasi 1 tahun/
Subbagian Evaluasi dan Dokumen Desember 2019
Manitoring
11. | Laporan kinerja Subbagian 1 Rekapitulasi 1 tahun/
Evaluasi dan Monitoring Dokumen | Desember 2019
12, | Laporan Tim | 3 ' Hasil Akhir 1 tahun
N | Dokumen
Penijelasan:
1. Indikator Kinerja Laporan Realisasi Triwulan |

Panghitungan kineria “Laporan Realisasi Triwulan |" dilakukan dengan
menggunakan metode hasil gkhir, yaitu akan dihitung sebagai cutput apabila output
tersebut sudah selesal. Laporan Realisasi Triwulan | disusun sebagai bahan rapat
dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Rl sehingga waktu pencapaian
cutput tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI.
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Indikator Kinerja Laporan Realisasi Triwulan |l

Penghitungan kinerja “Laporan Realisasi Triwulan |I' dilakukan dengan
menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output
tersebut sudah selesai. Laporan Realisasi Triwulan | disusun sebagai bahan rapat
dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Rl sehingga waktu pencapaian
oufput tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI.

Indikator Kinerja Laporan Realisasi Triwulan i}

Penghitungan kinerja “Laporan Realisasi Triwulan I dilakukan dengan
menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila oulpuf
tersebut sudah selesai. Laporan Realisasi Triwulan | disusun sebagai bahan rapat
dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga wakiu pencapaian
output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI.

Indikator Kinerja Laporan Realisasi Triwulan IV

Penghitungan kinerjia “Laporan Realisasi Triwulan 1" dilakukan dengan
menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output
tersebut sudah selesai. Laporan Realisasi Triwulan | disusun sebagai bahan rapat
dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR R| sehingga waktu pencapaian
oufput tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI.

Indikator Kinerja Revisi Satker Setjen

Penghitungan kinerja "Revisi Satker Sefjen” dilakukan dengan menggunakan
metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila oufput tersebut sudah
selesai. Revisi yang dihitung sebagai output adalah revisi yang menjadi
kewenangan Kementerian Keuangan. Revisi kewenangan KPA (POK) tidak dihitung
sebagai oufput.

Indikator Kinerja Revisi Satker Dewan

Penghitungan kinerja "Revisi Satker Dewan® dilakukan dengan menggunakan
metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila oufput tersebut sudah
selesai. Revisi yang dihitung sebagai outpuf adalah revisi yang menjadi
kewenangan Kementerian Keuangan. Revisi kewenangan KPA (POK) tidak dihitung
sebagai output.

indikator Kinerja Laporan Monitoring dan Evaluasi

Panghitungan kinerja “Laporan Monitoring dan Evaluas® ditakukan dengan metode
Rekapitulasi yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu.
Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang
akan dicapaildi luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran.
Bentuk output-nya berupa laporan monitoring dan evaluasi atas kinerja Setjen dan
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10.

1.

BK DPR RI sepanjang tahun 2018. Untuk pencapaian kinerja per bulan, dapat
menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas)..

Indikator Kinerja Rencana kegiatan Subbagian Evaluasi dan Monitoring
Penghitungan kinerja "Rencana kegiatan Subbagian Evaluasi dan Monitoring”
dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen
dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan
secara pasti jumlah oulput yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan
dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan action
plan.

Kinerja atas Rencana kegiatan Subbagian Evaluasi dan Monitoring akan diperoleh
di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring
dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

Indikator Kinerja Rencana keuangan Subbagian Evaluasi dan Monitoring
Penghitungan kinerja “Rencana keuangan Subbagian Evaluasi dan Monitoring”
dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen
dalam jangka wakiu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan
secara pasfi jumlah oufput yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan
dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk oufput-nya berupa laporan cash
planning.

Kinerja atas Rencana keuangan Subbagian Evaluasi dan Monitoring akan diperolen
di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi menitoring
dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

Indikator Kinerja Laporan pertanggungjawaban Subbagian Evaluasi dan
Monitoring

Penghitungan kinerfa “Laporan pertanggungjawaban Subbagian Evaluasi dan
Monitoring” dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi
dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit
mamperkirakan secara pasti jumlab oufput yang aken dicapaildi luar kendali unit
kefja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran Bentuk output-nya berupa
laporan pertanggungjawaban anggaran.

Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Subbagian Evaluasi dan Monitoring akan
diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi
mronitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per
dua belas).

Indikator Kinerja Laporan kinerja Subbagian Evaluasi dan Monitoring

Penghitungan kinerja “Lapeoran Kinerja Subbagian Evaluasi dan Monitoring”
diakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen
dalam jangka wakiu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan
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12,

secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan
dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan kinerja
atas capaian output dan realisasi anggaran.

Kinerja atas Laporan kinerja Subbagian Evaluasi dan Monitoring akan diperoleh di
bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan
evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas)

Indikator Kinerja Laporan Tim

Penghitungan kinerja ‘Laperan Tim" dilakukan dengan metode Hasil Akhir, yaitu
akan dihitung sebagai output apabila kegiatan Tim tersebut telah berakhir. Apabila
output yang dihasilkan bukan berupa hardcopy, maka unit kerja harus menyusun
laporan kegiatan.

Jumlah laporan tim yang dilaporkan sebagai kinerja adalah kegiatan tim yang
bersifat Orang/Bulan (OB).
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SUBBAGIAN PELAPORAN

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur

002.01.01

Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan

Program Tugas Teknis Lainnya Setien DPR RI
NO INDIKATOR KINERJA | TARGET METODE JANGKA
PERHITUNGAN = WAKTU
PENCAPAIAN
1. | Laporan Triwulan | 1 Dokumen | Hasil Akhir
2. | Laporan Semester | 1 Dokumen | Hasil Akhir
3. | Laporan Triwulan Il 1 Dokumen | Hasil Akhir
4. | Laporan Tahunan Unaudited | 1 Dokumen | Hasil Akhir
5. | Laporan Tahunan Audited 2 Dokumen | Hasit Akhir
6. | Laporan Keuangan Bulanan 12 Hasil Akhir
Dokumen |
7. | Rencana kegiatan Subbagian | 1 Dokumen | Rekapitulasi 1 tahun/
Pelaporan | Desember 2018
8. | Rencana keuangan Subbagian | 1 Dokumen | Rekapitulasi 1 tahun/
Pelaporan i Desember 2019
|9 | Laporan pertanggungjawaban | 1 Dokumen | Rekapitulasi 1 tahun/
Subbagian Pelaporan Desember 2019
10. | Laporan kinerja Subbagian | 1 Dokumen | Rekapitulasi 1 tahun/
Pelaporan Desember 2018
11. | Laporan tim 2 Dokumen | Hasil Akhir 1 tahun |
Penjelasan:
1. Indikator Kinerja Laporan Triwulan )
Penghitungan kinerja “Laporan Triwulan 1" dilakukan dengan menggunakan
metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai cutput apabila output tersebut
sudah selesai. Laporan dihitung sebagai output setelah ditandatangani oleh
Sekjen.
2. Indikator Kinerja Laporan Semester |

Penghitungan kinerja “Laporan Semester 1" dilakukan dengan menggunakan
metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai oufput apabila output tersebut
sudah selesai. Laporan dihitung sebagai oufput setelah ditandatangani oleh

Sekjen.
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. Indikator Kinerja Laporan Triwulan Il

Penghitungan kinerja “Laporan Triwulan [II" dilakukan dengan menggunakan
metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut
sudah selesai. Laporan dihitung sebagai output setelah ditandatangani oleh
Sekjen.

. Indikator Kinerja Laporan Tahunan Unaudited

Penghitungan kinerja “Laporan Tahunan Unaudited” dilakukan dengan
menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila
output tersebut sudah selesai. Laporan dihitung sebagai oufput setelah
ditandatangani oleh Sekjen,

. Indikator Kinerja Laporan Tahunan Audited

Penghitungan kinerja “Laporan Tahunan Unaudited" dilakukan dengan
menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai oufput apabila
output tersebut sudah selesai. Laporan dihitung sebagai output setelah
mendapatkan laporan audit dari BPK.

. Indikator Kinerja Laporan Keuangan Bulanan

Penghitungan kinerja ‘Laporan Keuangan Bulanan® dilakukan dengan metode
hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudan
selesai. Laporan dihitung sebagai output setelah ditandatangani oleh Sekjen.
Untuk pencapaian kinerja per bulan, dapat menggunakan penghitungan proses
1/12 (satu per dua belas).

. Indikator Kinerja Rencana kegiatan Subbagian Pelaporan

Penghitungan kinerja “Rencana kegiatan Subbagian Pelaporan” dilakukan dengan
metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka wakiu
tertentu. Metode tersebut dipilin karena sulit memperkirakan secara pasti jumiah
output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang
tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan action plan.

Kinerja atas Rencana kegiatan Subbagian Pelaporan akan diperoleh di bulan
Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan
evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

. Indikator Kinerja Rencana keuangan Subbagian Pelaporan

Penghitungan kinerja “Rencana keuangan Subbagian Evaluasi dan Monitoring”
dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen
dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan
secara pasti jumiah output yang akan dicapaildi luar kendali unit kerja dan
dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk cutput-nya berupa laporan cash
planning.
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1k

Kinerja atas Rencana kegiatan Subbagian Evaluasi dan Monitoring akan diperoleh
di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring
dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

Indikator Kinerja Laporan pertanggungjawaban Subbagian Pelaporan
Penghitungan kinerja “Laporan pertanggungjawabar Subbagian Pelaporan®
ditakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen
dalam jangka wakiu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan
secara pasti jumlah ouput yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan
dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk oufput-nya berupa laporan
pertanggungjawaban anggaran.

Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Subbagian Pelaporan akan diperoleh di
bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring
dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas),

Indikator Kinerja Laporan kinerja Subbagian Pelaporan

Penghitungan kinerja “Laporan Kinerja Subbagian Pelaporan” dilakukan dengan
metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu
tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumiah
output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang
tahun anggaran. Bentuk oufput-nya berupa laporan pertanggungjawaban
anggaran. Bentuk oulput-nya berupa laporan kinerja atas capaian output dan
realisasi anggaran.

Kinerja atas Laporan kinerja Subbagian Pelaporan akan diperoleh di bulan
Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan
evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

Indikator Kinerja Laporan tim

Penghitungan kinerja “Laporan Tim" dilakukan dengan metode Hasil Akhir, yaitu
akan dihitung sebagai oufput apabila kegiatan Tim tersebut telah berakhir. Apabila
output yang dihasilkan bukan berupa hardcopy, maka unit kerja harus menyusun
laporan kegiatan.

Jumiah laporan tim yang dilaporkan sebagai kinerja adalah kegiatan tim yang
bersifat Orang/Bulan (OB,
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BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN

Satker Setjen
Kode dan Nomenklatur : 00201.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Program Tugas Teknis Lainnya Setien DPR RI
NO INDIKATOR KINERJA | TARGET METODE JANGKA |
PERHITUNGAN |  WAKTU
PENCAPAIAN
1. | Jumlah Dokumen Pelaksanaan 96
Anggaran, terdiri atas: dokumen
a | Laporan 12 Rekapitulasi Januari-
Pertanggungjawaban Dokumen Desember
Bendahara Pengeluaran 2018
Satker Dewan
b | Laporan 12 Rekapitulasi Januari-
Pertanggungjawaban Dokumen Desember
Bendahara Pengeluaran 2019 |
Satker Setjen B
¢ | LPJ Bendahara Penerimaan 12 Rekapitulasi Januari-
Satker Setjen Dokumen Desember
2018
d | Laporan Buku Kas Umum 12 Rekapitulasi Januari-
Bendahara Pengeluaran Dokumen Desember
Satker Dewan 2019
e | Laporan Buku Kas Umum 12 Rekapitulasi Januari-
Bendahara Pengeluaran Dokumen Desember
Satker Setien 2019
f | Laporan Buku Kas Umum 12 Rekapitulasi Januari-
Bendahara Penerimaan Dokumen Desember
Satker Setjen | L 2018
1 | g | Laporan Perpajakan Satkerj 12 | Rekapifulasi Januari-
[ | | Dewan Dokumen Desember
'- 2019
h | Laporan Perpajakan Satker 12 Rekapitulasi Januari-
Setjen Dokumen Desember
2018
2. | Jumlah Dokumen Administrast 9 dokumen
Bagian Administrasi Keuangan,
terdiri atas:
a | Rencana Kegiatan Bagian | 1 Dokumen | Rekapitulasi 1 tahun/
Administrasi Keuangan Desember
2019
| b | Rencana Keuangan Bagian | 1 Dokumen | Rekapitulasi 1 tahun/
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Administrasi Keuangan r ' Desember
2019
¢ | Laporan Tim Bagian 4 Dokumen | Hasil Akhir Januari-
Administrasi Keuangan Desember
2019
d | Laporan 1 Dokumen | Rekapitulasi 1 tahun/
Pertanggungjawaban Desember
Bagian Administrasi 2019
Keuangan
e | Laporan Kinerja Bagian 1 Dokumen | Rekapitulasi 1 tahun/
Administrasi Keuangan Desember
- 2019
Layanan Pembayaran Gaji dan 1 Layanan | Rekapitulasi
Tunjangan |
Penjelasan :

1. Indikator Kinerja Jumiah Dokumen Pelaksanaan Anggaran, terdiri atas:
a. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Satker Dewan

Penghitungan kinerja “Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
Satker Dewan" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan
rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena
sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali
unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa
laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Satker Dewan. Setiap bulan
akan dilaporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen.

. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Satker Setjen
Penghitungan kinerja ‘Lapecran Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
Satker Setien" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan
rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena
sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapaifdi luar kendali
unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tanun anggaran. Bentuk oufpuf-nya berupa
laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Satker Setjen. Setiap bulan
akan dilaporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen.

. LPJ Bendahara Penerimaan Satker Setjen

Penghitungan kinerja "LPJ Bendahara Penerimaan Satker Satjen” dilakukan dengan
metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu
tertentu. Metode tersebut dipifih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah
output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang
tahun anggaran. Bentuk oufput-nya berupa laporan pertanggungjawaban bendahara
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penerimaan Satker Setjen. Setiap bulan akan dilaporkan kinerjanya sebanyak satu
dokumen.

. Laporan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Satker Dewan

enghitungan kinerja *Laporan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Satker
Dewan" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi
dokumen dalam jangka wakiu tertentu, Metode tersebut dipilih karena sulit
memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit
kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk oufput-nya berupa
laporan buku kas bendahara pengeluaran Satker Dewan. Setiap bulan akan
dilaporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen.

. Laporan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Satker Setjen

Penghitungan kinerja "Laporan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Satker
Sefjen" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi
dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit
memperkirakan secara pasti jumlah oufput yang akan dicapai/di luar kendali unit
kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk oufput-nya berupa
laporan buku kas umum bendahara pengeluaran Satker Setjen. Setiap bulan akan
cilaporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen.

. Laporan Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan Satker Setjen

Penghitungan kinerja “Laporan Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan Satker
Sefien" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi
dokumen dalam jangka wakiu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit
memperkirakan secara pasti jumlah oufput yang akan dicapai/di luar kendali unit
kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa
laporan buku kas umum bendahara penerimaan Satker Setjen. Setiap bulan akan
dilaporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen.

. Laporan Perpajakan Satker Dewan

Penghitungan «inerja “Laporan Perpajakan Satker Dewan" dilakukan dengan
metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka wakiu
tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah
output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang
tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan perpajakan Satker Dewan.
Setiap bulan akan dilaporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen,

. Laporan Perpajakan Satker Setjen

Penghitungan kinerja “Laporan Perpajakan Satker Setjen” dilakukan dengan metode
Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu.
Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang
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akan dicapaifdi luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran.
Bentuk oufput-nya berupa laporan perpajakan Satker Setjen. Setiap bulan akan
dilaporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen.

2. Indikator Kinerja: Jumlah Dokumen Administrasi Bagian Administrasi Keuangan,

terdiri atas:

a. Rencana Kegiatan Bagian Administrasi Keuangan
Penghitungan kinerja "Rencana kegiatan Bagian Administrasi Keuangan” dilakukan
dengan melode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka
waktu tertentu. Melode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti
jumlah oufput yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan
sepanjang tahun anggaran. Bentuk oufput-nya berupa laporan action plan.
Kinerja atas Rencana kegiatan Bagian Administrasi Keuangan akan diperoleh di
bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan
evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

b. Rencana Keuangan Bagian Administrasi Keuangan

Penghitungan kinerja ‘Rencana keuangan Bagian Administrasi Keuangan®
dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen
dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan
secara pasti jumliah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan
dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan cash
planning.

Kinerja atas Rencana kegiatan Bagian Administrasi Keuangan akan diperoleh di
bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan
evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

c. Laporan Tim Bagian Administrasi Keuangan
Penghitungan kinerja “Laporan Tim" dilakukan dengan metode Hasil Akhir, yaitu
akan dihitung sebagai output apabila kegiatan Tim tersebut telah berakhir. Apabila
output yang dihasikan bukan berupa hardcopy, maka unit keria harus menyusun
laporan kegiatan,
Jumlah laporan tm yang dilaporkan sebagai kinerja adalah kegiatan tim yang
bersifat Orang/Bulan (OB).

d. Laporan Pertanggungjawaban Bagian Administrasi Keuangan
Penghitungan kineria “Laporan pertanggungjawaban Bagian Administrasi
Keuangan dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi
dokumen dalam jangka wakiu tertentu, Metode tersebut dipilih karena sulit
memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit
kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk oufpuf-nya berupa
laporan pertanggungjawaban anggaran.
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Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Bagian Administrasi Keuangan akan
diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi
monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per
dua belas).

e. Laporan Kinerja Bagian Administrasi Keuangan

Penghitungan kinerja “Laporan Kinerja Bagian Admoinistrasi Keuangan® dilakukan
dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka
waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti
iumlah oufput yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan
sepanjang tahun anggaran. Bentuk oufput-nya berupa laporan kinerja atas capaian
output dan realisasi anggaran.

Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Bagian Adminisirasi Keuangan akan
diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi
monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per
dua belas).

3. Indikator Kinerja: Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Output “Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan” merupakan output generik dari
Kementerian Keuangan, baik itu nomenklaturnya hingga jumlah output dan satuannya.
Output tersebut untuk mengakomodasi pembayaran gaji dan tunjangan.
Kinerja atas Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan akan diperoleh di bulan
Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan evaluasi,
dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 {satu per dua belas).
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SUBBAGIAN KAS DAN PEMBUKUAN

Satker Setjen
Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Program Tugas Teknis Lainnya Setien DPRRI
NO |  INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA WAKTU
PERHITUNGAN | PENCAPAIAN
1. | Laporan Pertanggungjawaban 12 Rekapitulasi Januari-
Bendahara Pengeluaran | Dokumen Desember
Satker Dewan 2019
2. | Laporan Pertanggungjawaban 12 Rekapitulasi Januari-
Bendahara Pengeluaran Dokumen Desember
Satker Setjen 2019
3. | LPJ Bendahara Penerimaan 12 Rekapitulasi Januari-
Satker Setjen Dokumen Desember
2019 .
4. | Laporan Buku Kas Umum 12 Rekapitulasi Januari-
Bendahara Pengeluaran Dokumen Desember
Satker Dewan 2019
5. | Laporan Buku Kas Umum 12 Rekapitulasi Januari-
Bendahara Pengeluaran Dokumen Desember
Satker Setien 2018
6. | Laporan Buku Kas Umum 12 Rekapitulasi Januari-
Bendahara Penerimaan Satker | Dokumen Desember ,-
Setien 2018 ;
7. | Laporan Perpajakan Satker 12 Rekapitulasi Januari-
Dewan Dokumen Desember
2018
8. | Laporan Perpajakan Satker 12 Rekapitulasi Januari-
Setjen Dokumen Desember
& | 2015 |
Penjelasan :

1.

Indikator Kinerja: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Satker Dewan

Penghitungan kinerja “"Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Satker Dewan" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan
rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karsna
sulit memperkirakan secara pasti jumlah oufput yang akan dicapai/di luar kendali
unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk oufput-nya berupa
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laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Satker Dewan. Setiap bulan
akan dilaporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen.

Indikator Kinerja: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
Satker Setjen

Penghitungan kinerja ‘Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
Satker Setien” dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan
rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena
sulit memperkirakan secara pasti jumiah output yang akan dicapai/di luar kendali
unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk oufput-nya berupa
laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Satker Setjen. Setiap bulan
akan dilaporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen.

Indikator Kinerja: LPJ Bendahara Penerimaan Satker Setjen

Penghitungan kinerja “LPJ Bendahara Penerimaan Satker Setjen” dilakukan dengan
metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waklu
tertentu. Metode tersebut dipilin karena sulit memperkirakan secara pasti jumiah
output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang
tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan pertanggungjawaban bendahara
penerimaan Satker Setjen. Setiap bulan akan dilaporkan kinerjanya sebanyak satu
dokumen.

Indikator Kinerja: Laporan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Satker
Dewan

Penghitungan kinerja “Laporan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Satker
Dewan" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi
dokumen dalam jangka wakiu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit
memperkirakan secara pasti jumiah output yang akan dicapai/di luar kendali unit
kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk outpul-nya berupa
laporan buku kas umum bendahara pengeluaran Satker Dewan. Setiap bulan akan
difaporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen.

Indikator Kinerja: Laporan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Satker
Setjen

Penghitungan kinerja ‘Laporan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Satker
Setjen” dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi
dokumen dalam jangka waktu tertentu, Metode tersebut dipilih karena sulit
memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapaildi luar kendali unit
kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk oufput-nya berupa
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laporan buku kas umum bendahara pengeluaran Satker Setjen. Setiap bulan akan
dilaporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen.

Indikator Kinerja: Laporan Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan Satker
Setjen

Penghitungan kinerja “Laporan Buku Kas Umun Bendahara Penerimaan Satker
Setien" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi
dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit
memperkirakan secara pasti jumlah oufput yang akan dicapai/di luar kendali unit
kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Beniuk output-nya berupa
laporan buku kas umum bendahara penerimaan Satker Sefjen. Setiap bulan akan
dilaporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen

Indikator Kinerja: Laporan Perpajakan Satker Dewan

Penghitungan kinerja “Laporan Perpajakan Satker Dewan® dilakukan dengan
metode Rekapitulasi, yaifu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu
tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumiah
output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang
tahun anggaran. Bentuk oufput-nya berupa laporan perpajakan Satker Dewan.
Setiap bulan akan dilaporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen.

Indikator Kinerja: Laporan Perpajakan Satker Setjen

Penghitungan kinerja “Laparan Perpajakan Satker Setjen” dilakukan dengan metode
Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu terfentu.
Metode tersebut dipilin karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang
akan dicapaildi luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran.
Bentuk output-nya berupa laporan perpajakan Satker Setjen. Setiap bulan akan
dilaporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen.
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SUBBAGIAN PENGGAJIAN

Satker Setjen
Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Program Tugas Teknis Lainnya Setien DPR RI
NO | INDIKATOR KINERJA TARGET METODE = JANGKA WAKTU
PERHITUNGAN |  PENCAPAIAN
‘ 1. | Layanan Pembayaran Gaji | 1Layanan | Rekapitulasi \ Januari-Desember
dan Tunjangan | 2018
2. | Dokumen pembayaran gaji 14 Rekapitulasi Januari-Desember
Anggota DPR RI Dokumen 2019
3. | Dokumen pembayaran gaji 14 Rekapitulasi Januari-Desember
Pegawai Dokumen 2018
4. | Dokumen pembayaran gaji 1 Rekapitulasi Januari-Desember
terusan Anggota DPR R Dokumen 2018
5. | Dokumen pembayaran gaji 1 Rekapitulas! Januari-Desember
terusan Pegawai Dokumen 2018
6. | Dokumen pembayaran gaji 1 Rekapitulas: Januari-Desember
susulan Anggota DPR RI Dokumen 2019
7. | Dokumen pembayaran gaji 1 Rekapitulasi Januari-Desember
susulan Pegawai Dokumen 2019
8. | Dokumen pembayaran 12 Rekapitulasi Januari-Desember
tunjangan Anggota DPR Rl Dokumen ‘ 2019
9. | Dokumen pembayaran 14 Rekapitulasi Januari-Desember
tunjangan Pegawai Dokumen 2019
10. | Dokumen Surat Keterangan 1 Rekapitulasi Januari-Desember
Pemberhentian Pembayaran | Dokumen f 2019
| (SKPP) Anggota DPR R]
| 11. | Dekumen Surat Keterangan 1 Rekapitulasi Januari-Desember
! Pemberhentian Pembayaran | Dokumen 2019
| | (SKPP) Pegawai {
Penjelasan:
1. Indikator Kinerja: Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Output "Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan” merupakan oufput generik dari
Kementerian Keuangan, baik itu nomenklatumya hingga jumiah output dan
satuannya. Output tersebut untuk mengakomodasi pembayaran gaji dan tunjangan.
Kineja atas Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan akan diperoleh di bulan
Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan
evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas
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Indikator Kinerja: Dokumen pembayaran gaji Anggota DPR Rl

Penghitungan kinerja ‘Dokumen pembayaran gaji Anggota DPR RI" dilakukan dengan
metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka wakiu
lertentu. Bentuk output-nya berupa laporan pembayaran gaji Anggota DPR RI. Setiap
bulan akan dilaporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen. Namun, khusus untuk
bulan pembayaran gaji ke-13 dan THR, maka masing-masing akan ditambahkan satu
dokumen sehingga total output-nya menjadi 14 dokumen.

Indikator Kinerja: Dokumen pembayaran gaji Pegawai

Penghitungan kinerja “Dokumen pembayaran gaji Pegawai” dilakukan dengan metode
Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka wakiu tertentu.
Bentuk output-nya berupa laporan pembayaran gaji Pegawai. Setiap bulan akan
dilaporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen. Namun, khusus unftuk bulan
pembayaran gaji ke-13 dan THR, maka masing-masing akan ditambahkan satu
dokumen sehingga total output-nya menjadi 14 dokumen.

Indikator Kinerja: Dokumen pembayaran gaji terusan Anggota DPR Rl
Penghitungan kinerja *Dokumen pembayaran gaji terusan Anggota DPR RI" dilakukan
dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka
wakiu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti
jumlah output yang akan dicapaildi luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang
tahun anggaran. Bentuk oufput-nya berupa laporan pembayaran gaji terusan Anggota
DPRRI.

Kinerja atas Dokumen pembayaran gaji terusan Anggota DR RI akan diperoleh di
bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan
evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

Indikator Kinerja: Dokumen pembayaran gaji terusan Pegawai

Penghitungan kinerja “Dokumen pembayaran gaji terusan Pegawai” dilakukan dengan
metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka wakiu
terientu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumiah
oufput yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun
anggaran. Bentuk oufput-nya berupa laporan pembayaran gaji terusan Pegawai.
Kinerja atas Dokumen pembayaran gaji terusan Pegawai akan diperoleh di bulan
Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan
evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

Indikator Kinerja: Dokumen pembayaran gaji susulan Anggota DPR RI

Penghitungan kinerja ‘Dokumen pembayaran gaji susulan Anggota DPR RI
dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen
dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan
secara pasti jumlah oufput yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan
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1.

bulan dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan
proses 1/12 (satu per dua belas).

Indikator Kinerja: Dokumen Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran
(SKPP) Pegawai

Penghitungan kinerja "Dokumen Surat Keterangan Pemberhientian Pembayaran
(SKPP) Pegawal" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan
rekapitulasi dokumen dalam jangka wakiu tertentu. Metode tersebut dipilih karena
sulit memperkirakan secara pasti jumlah outpuf yang akan dicapai/di luar kendali unit
kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan
pemberhentian pembayaran Pegawai.

Kinerja atas dokumen Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)
Pegawai akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan
dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses
1/12 (satu per dua belas).
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BAGIAN PERJALANAN

Satker Setjen
Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Program Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI
| NO INDIXKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA |
PERHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN
1. | Jumiah Dokumen Administrasi | 4 dokumen
Perjalanan Dinas, terdiri atas:
a. Laporan Perjalanan 1 Dokumen | Rekapitulasi 1 tahun/
Dinas Dalam Negeri Desember 2018
Satker Dewan
b. Laporan Perjalanan 1 Dokumen | Rekapitulasi 1 tahun/
Dinas Dalam Negeri Desember 2019
Satker Setjen
¢. Laporan Perjalanan 1 Dokumen | Rekapitulasi 1 tahun/
Dinas Luar Negeri Satker Desember 2019
Dewan
d. Laporan Perjalanan 1 Dokumen | Rekapitulasi 1 tahun/
Dinas Luar Negeri Satker Desember 2019
Setien
2. | Jumlah dokumen administrasi | 5 dokumen
Bagian Perjalanan, terdiri
atas:
a. Rencana Kegiatan 1 Dokumen | Rekapitulasi 1 tahur/
Bagian Perjalanan Desember 2012
b. Rencana Keuangan 1 Dokumen | Rekapitulasi 1 tahun/ ;
Bagian Perjalanan Desember 2019 |
| C Laporan Tim Bagian 1 Dokumen Hasil Akhir k 1 tahun
. |___Pefjalanan g |
. {dLaporan [1Dokumen | Rekapitulasi | 1 tahun/
Pertanggungjawaban Desember 2019
] Bagian Perjalanan
f e. Laporan Kinerja Bagian | 1 Dokumen | Rekapitulasi 1 tahun/
| Perjalanan Desember 2019
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Penjelasan:
1. Indikator Kinerja: Jumlah Dokumen Administrasi Perjalanan Dinas, terdiri
atas:

Laporan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satker Dewan

Penghitungan kinerja “Laporan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satker Dewan”
dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen
dalam jangka waktu tertentu. Sepanjang tahun 2019, Bagian Peralanan
menargetkan sebanyak 5680 dokumen. Untuk pencapaian kinerja per bulan
dapat disesuaikan dengan jumlah dokumen yang telah diselesaikan oleh Bagian
Perjalanan.

. Laporan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satker Setjen

Penghitungan kinerja “Laporan Perjalanan Dinas Dalam Neger Satker Setjen”
dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen
dalam jangka waktu tertentu. Sepanjang tahun 2019, Bagian Perjalanan
menargetkan sebanyak 900 dokumen. Untuk pencapaian kinerja per bulan dapat
disesuaikan dengan jumlah dokumen yang telah diselesaikan oleh Bagian
Perjalanan,

Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri Satker Dewan

Penghitungan kinerja “Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri Satker Dewan"
dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen
dalam jangka waktu tertentu. Sepanjang tahun 2019, Bagian Perjalanan
menargetkan sebanyak 180 dokumen. Untuk pencapaian kinerja per bulan dapat
disesuaikan dengan jumlah dokumen yang telah diselesaikan oleh Bagian
Perjalanan.

Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri Satker Setjen

Penghitungan kinerja “Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri Satker Sefjen”
dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen
dalam jangka waklu tertentu. Sepanjang tabun 2019, Bagian Perjalanan
menargetkan sebanyak 20 dokumen. Untuk pencapaian kinerja per bulan dapat
disesuaikan dengan jumlah dokumen yang telah diselesaikan oleh Bagian
Perjalanan.

2, Indikator Kinerja : Jumlah dokumen administrasi Bagian Perjalanan, terdiri
atas:

a,

Rencana Kegiatan Bagian Perjalanan

Penghitungan kinerja “Rencana kegiatan Bagian Perjalanan” dilakukan dengan
metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka
waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti
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jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan
sepanjang tahun anggaran. Bentuk oufput-nya berupa laporan action plan.
Kinerja atas Rencana kegiatan Bagian Perjalanan Kesehatan akan diperolen di
bulan Desember. Unfuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring
dan evaluasi, dapat manggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua
belas).

. Rencana Keuangan Bagian Perjalanan

Penghitungan kinerja "“Rencana keuangan Bagian Perjalanan” dilakukan dengan
metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka
waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti
jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan
sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan cash planning.
Kinerja atas Rencana kegiatan Bagian Perjalanan akan diperoleh di bulan
Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan
evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).

. Laporan Tim Bagian Perjalanan

Penghitungan kinerja “Laporan Tim" dilakukan dengan metode Hasil Akhir, yaitu
akan dihitung sebagai output apabila kegiatan Tim tersebut telah berakhir.
Apabila output yang dihasilkan bukan berupa hardcopy, maka unit kerja harus
menyusun laporan kegiatan.

Jumlah laporan tim yang dilaporkan sebagai kinerja adalah kegiatan tim yang
bersifat Orang/Bulan (OB).

. Laporan Pertanggungjawaban Bagian Perjalanan

Penghitungan kinerja ‘Laporan pertanggungjawaban Bagian Perjalanan’
dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen
dalam jangka waktu terfentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan
secara pasfi jumiah ocufput yang akan dicapaildi luar kendali unit kerja dan
dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk oufput-nya berupa laporan
pertanggungjawaban anggaran.

Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Bagian Perjalanan akan diperoleh di
bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring
dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua
belas).

. Laporan Kinerja Bagian Perjalanan

Penghitungan kinerja “Laporan Kinerja Bagian Perjalanan” dilakukan dengan
metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka
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waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti
jumlah output yang akan dicapaildi luar kendali unit kerja dan dilaksanakan
sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan kinerja atas
capaian output dan realisasi anggaran.

Kinerja atas Laporan kinerja Bagian Perjalanan akan diperoleh di bulan
Desember, Untuk pencapaian Kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan
evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas).
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SUBBAGIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGER! DEWAN
Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Program Tugas Teknis Lainnya Setjen OPR RI

NO| INDIKATORKINERJA | TARGET | METODE | JANGKA WAKTU |
PERHITUNGAN | PENCAPAIAN |

1. | Laporan Perjalanan Dinas .

Dalam Negeri Dewan: |
a. Kunjungan Kerja Kelompok | 1.200 Hasil Akhir | 1 tahun/Januari- |
Dokumen Desember 2019 |
b. Kunjungan Kerja | 4.480 Hasil Akhir 1 tahun/Januari-
Perorangan Dokumen | | Desember 2018
Penjelasan:

1. Indikator Kinerja : Laporan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dewan:
a. Kunjungan Kerja Kelompok
Penghitungan kinerja “Kunjungan Kerja Kelompok" menggunakan metode Hasil
Akhir, yaitu akan dihitung sebagai oufput apabila output tersebut sudah selesai.
Jangka waktu pencapaian oufput adalah bulan Januari-Desember 2019. Setiap
kunjungan kerja kelompok, maka dihitung sebagai satu dokumen.

b. Kunjungan Kerja Perorangan
Penghitungan kinerja “Kunjungan Kerja Perorangan” menggunakan metode Hasil
Akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah selesai.
Jangka wakiu pencapaian output adaiah bulan Januari-Desember 2019. Setiap
kunjungan kerja perorangan, maka dihitung sebagai satu dokumen,

187



SUBBAGIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI SETJEN DAN BADAN

KEAHLIAN
Satker Setjen
Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Pragram Tugas Teknis Lainnya Setien DPR R
NO INDIKATCR KINERJA | TARGET METODE JANGKA _}
PERHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN
1. | Laporan Perjalanan Dinas | 900 Hasil Akhir 1 tahun/Januari- |
Dalam Negeri Sefien dan | Dokumen Desember 2019
Badan Keahlian DPR RI
| B

Penjelasan:

1. Indikator Kinerja: Laporan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Setjen dan Badan
Keahlian DPR RI
Penghitungan kinerja “Laporan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Selien dan Badan
Keahlian DPR RI" menggunakan metode Hasil Akhir, yaitu akan dihitung sebagai
output apabila output tersebut sudah selesai. Jangka waktu pencapaian oulput adalah
bulan Januari-Desember 201S. Setiap kunjungan kerja grup/kelompok dan
perorangan yang dilakukan oleh Setien dan BK DPR RI, maka dihitung sebagai satu
dokumen.
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SUBBAGIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Satker Setjen

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan

Program Tugas Teknis Lainnya Setjien DPRRI
NO INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA
PERHITUNGAN WAKTU
PENCAPAIAN
1. | Laporan Perjalanan Dinas Luar 180 Hasil Akhir 1 tahun/Januari-
Negeri Dewan Dokumen Desember 2019
2. | Laporan Perjalanan Dinas Luar 20 I Hasil Akhir 1 tahun/Januari-
Negeri Setien dan Badan | Dokumen | Desember 2018
Keahlian DPR RI |

Penjelasan:

)

Indikator Kinerja: Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri Dewan

Penghitungan kinerja “Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri Dewan” menggunakan
metode Hasil Akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah
selesai. Jangka wakiu pencapaian oufput adalah bulan Januari-Desember 2018.
Setiap kunjungan kerja luar negeri grup/kelompok dan perorangan yang dilakukan
olen DPR RI, maka dihitung sebagai satu dokumen.

Indikator Kinerja: Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri Setjen dan Badan
Keahlian DPR RI

Penghitungan kinerja “Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri Sefjen dan Badan
Keahlian DPR RI" menggunakan metode Hasil Akhir, yaitu akan dihitung sebagai
output apabila output tersebut sudah selesai. Jangka wakiu pencapaian oufpuf adaian
bulan Januari-Desember 2019. Setiap kunjungan kerja luar negeri grup/kelompok dan
perorangan yang dilakukan oleh Setjen dan BK DPR RI, maka dihitung sebagai satu
dokumen.
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